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Pasal 18 ayat.1 (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahu' 1945; . 
Undang-Undan1 Nomor 45 Tahun 2008 ientang Pem bent ukan 
Kabupaten Nia~ Utara di Provins! Surnatera Utara (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Ta.hun 2008 Nomor 182, 'l'amb.rhan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4929); 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindu.ngan 
dan Pengelotaa.4 Lingkungan Hid up (Lembarari. Negara Repu blik 
lndonesia Tahulfl 2009 Nomor ·140, Tambahan Lernbaran Nrgara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
Undang-Undang Nomor 23 Tah un 2014 ten tang Pemcrint.ahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 20 [4 Nornor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587); 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor l Tahun .2015 
tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRWJ Kabupaten Nias 
Utara. 

2. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA' . I 
I 

BUIP ATI NIAS UT ARA, 
a. bahwa pelaksahaan prinsip pernbangunan berkelanjutan yang 

berkualitas dab-1 berkeadilan merupakan tanggung juwab 
pernerintahan 1aerah, dan partisipasi masyarakat serta dunia 
usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan 
lingkungan hid4p yang serasi, selaras dan seimbang; 

b. bahwa datam rangka mengatasi berbagai perrnasalahan 
lingkungan hidup di Kabupaten Nias Utara yang meliputi 
pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan olch u saha 
dan/atau kegiatan yang mcrigakibatkan menurunnya daya 
dukung dan daya Larnpung lingkungan hidup dan dapat 
mengancam kelangsu ngan hidup manusia serta rnakhluk hidup 
laianya; _ 

c. bahwa dalarn 4paya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup yang ~fektif memerlukan landasan hukurn yang 
kornprehensif, taat asas dan dapat dijalankan; 

d. bahwa berdasankan pertirnbangan sebagaimana dimaksud ualam 
huruf a, hurur.1 b, clan huruf c, • perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiclup; 

Mengingat : I. 

Menimbang: 

I 
PERATURAN D~RAH K.ABUPA1'EN NIAS UTARA 

N0¥0R 2 TAHUN 2015 
TENT ANG 

PERLINDUNGAN DANI PENGELOLAAN LINGKUNGAN ~HOUP 

I 

BUPATI NIAS UTARA 
I 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
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.. 
J 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupatcn Nias Utara. · 
3. Bupati adalah Bu pati Nias Utara. 
4. Kantor·adalah Kantor Lingkungan Hldup Daerah Kabupaten Nias Uiara. 
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten 

Nias Utara. 
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disi rgkat 

PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota yang diberi 
tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan. 

7. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik 
PPNS adalah pegawai negeri sipii yang berada pada instansi yang 
menyelenggarakan uru san pcmerintahan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan liP,gkungan hid up pu sat, provinsi atau kabu paten/ kota yang 
berwenang uniuk rnelakukan pe nyid ikan terhadap tindak pidana lingkungan 
hid up. 

8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan makhluk hidup, terrnasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia sert.a rnakhlu k hid up lain. 

9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis 
dan terpadu yang dilakukan untuk rnelestarikan fungsi lingkungan hid up dan 
mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up 
yang meliputi perencanaan, pcmanfaatan, pengendalian, · pemeliharaan, 
pengawasan dan penegakan hukum. 

10. Pembangunan berkelanjutan .adalah upa.ya sadar dan terencana yang 
memadukan aspek iingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi 
pembangunan · untuk menjarnin keutu han lingkungan hidup serta 
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan ·mutu hidup generasi rnasa 
kini dan generasi masa de pan .. 

11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang sclanjutnya 
disingkat RPPLH adalah perencanaan tert.uhs yang memuat potensi, masalah 
lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya clalam 
lrltr,,-n ,,,,......1,t-,, f·r., .... ,,,."'''' 

Bagian Kesatu , 
Pengertian 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KA)3UP/\TEN NIAS UTARA TENTANG 
PERUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKtLAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN NIAS UTARA 
dan 

BUF'ATl NlAS UTARA 



12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh-rnenyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 

13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian · upaya untuk 
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

14. Daya dukung lingkungan hid up adalah kemampuan lingkungan hiclup untuk 
mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan 
antarkeduanya. · · 

15. . Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidu p 
untuk menyerap zat, energi, darr/ atau kornponcn lain yang musuk a tau 
dimasukkan ke dalamnya. 

16. Sumber daya alam adalah urisur lingkungan hidup yang terdiri atas su.nber 
daya hayati dan nonhayati yang secara kcscluruhan membentuk kesatuan 
ekosistem. . 

17. Kajian Lingkungan Hid up Strategis, yang selanju tnya disingkat KU1S a.ialah 
rangkaian analisis yang sistcmatis, menyeluruh, dan partisipatif un tuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah rnenjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pernbangunan suatu wilayah dan/atau kebijs.kan, 
rencana, dan/ atau program. , 

18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP 
l adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukurn yang 

memuat tindakan perncrintahan untuk menyelenggarakan uru san 
pernerintahan tertentu. 

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK 
adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur 
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/ atau aspek Iungsional. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupateri, yang selanjutnya disebut 
RPJP, adalah dokumen perencanaan pernbarigunan untuk periodc 20 (dua 
puluh) tahun.: 

21. Rencana Pembangunan Ja11gka Menengah Kabupaten, .yang selanj..tnya 
disebut RPJM, adalah dokumen perericanaan pembangunan untuk periode 5 
(lima] tahun. 

22, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 
Amdal adalah kajian me nge nai darnpak penting suatu u saha dany atau 
kegiatan yang direncanakan pad a lingku ngan hid up yang di perl ukan bagi 
proses pengarnbilan kepu l usan ten tang penyelenggaraan u saha Jan/ a tau 
kegiatan. 

23. Upaya Pengelolaan Lingku ngan Hidup dan Upaya Pernantauan Lingki.ngan 
Hidup, yang, selanju tnya disebu t UKL··UPL adalah pengelolaan clan 
pemantauan terhadap u saha dan Zaiau kcgiatan yang tidak berdarnpak 
penting terhadap lingkungan hidup yang dipcrJukan bag: proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha clan/atau kegiatan 

24. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk 
hid up, zat, energi, atau kornponen yang ada 'a tau harus ada clan/atau u nsur 
pencernar yang dit.enggang kebcradaannya dalarn suatu sumber daya tertcntu 
sebagai unsur lingkungan hiclup. 

25. Pencemaran lingkungan hidu p adalah masuk atau dimasukkannya rnakhluk 
hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 
kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang 
telah ditetapkan. 

26. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup aclalah ukuran batas perubahan 
sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang 
oleh lino ku nonn h irl u n n n t r i I- rl,:in,~1t tPtf)n n-,,,_J'.:,<'stn..-,J,,-...-, (11..-,~~;~ .. ~ . 
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27. Perusakan Jingkungan hid up adaJah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak iangsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau 
hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan 
lingkungan hid up. 

28. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan la.ngsung dan/atau tidak 
langsung terhadap sifat fisik, kimia, da.n / atau hayati lingkungan hid up yang 
melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. · 

29. Konservasi sumber daya alam · adalah pengelolaan sumber daya alam untuk 
menjamin pemanfaatannya secara bijaksa.na serta kesinambungan 
ketersediaannya denga.n tetap . memelihara clan meningkatkan kualitas nilai 
serta keanekaraga.mannya. . · 

·30. Perubahan lklirn adalah berubahnya iklim yang diakibatka.n langsung atau 
tidak la.ngsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan 
komposisi atmosfir secara global dan peru bahan variabilitas iklirn alamiah 
yang teramati pada kuru n waktu yang clapat dlbandingkan. 

31. · Limbah adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan. 
32. Bahan Berbahaya dan Beracun , yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, 

energi, dan/atau komponeri lain yang karena sifat, kohsentrasi, dan/atau 
jurnlahnya, baik secant langsung maupun tidak langsung, r.apat 
mencemarkan dan/atau mcru sak lingkungan hid up dan/atau 
mernbahayakan Jingkungan hiclup, kesehatan, serta kelangsungan hidup 
manusia dan rliakhluk hidup lain. 

33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Lim bah 83, 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung 83. 

34. Pengelolaan Limbah 83 adalah kegiatan yang meliputi pengurarigan, 
penyimpanan, pengurnpulan, pengangkutan, pernanfaatan, perigolahan, 
dan/atau penimbunan limbah B3. 

35. Pengendalian penccmara.n air adalah upaya pencegahan, penangguiangan 
pencemaran dan pemulihan kualitas air u ntuk menjamin kualitas air agar 
sesuai dengan baku mutu air. 

36. Air adalah semua air yang terdapat di atas clan di bawah perrnukaan tanah, 
kecuali air laut da.n air fosil. · 

37. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah perrnukaan 
tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifcr, mata air, sungai, rawa, danau, 
situ, wadu k, dan rnuara. · 

38. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kaclar makhluk hidup, zat, er.ergi, 
atau komponen yang ada atau haru s ada clan atau unsur pencernar yang 
ditenggang keberadaannya di dalam air. 

39. Baku mutu air lirnbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan 
atau jurnlah urisur pencernar yang c.litenggang keberadaannya dalam air 
limbah yang akan dibuang a tau d ilcpas ke clalam surnber air dari suatu 
usaha dan/atau kegiatan. . 

40. Pencemaran air adalah rnasuknya atau dirnasukkannya makhluk hidup, zat , 
energi, dan/atau komporie n lain kc dalam air oleh kegiatan manu sia, 
sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. 

41. Udara arnbien adalah udaru bebas di per mukaan bumi pada lapisan troposfir 
yang be rad a di dalam wilayah yurisd iksi Repu blik Indonesia yang di bu tu h kan 
dan mempengaruhi kescharan man u sia, makhluk hid up d.an unsur 
lingkungan hidup lainnya. 

42. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, e.nergi, 
dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada da.n/at.au unsur 
pencemar yang ditenggang keberadaannya dalarn udara ambien. 

43. Baku mutu emisi kendaraan berrnotor adalah batas maksimurn zat atau 
bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari plpa gas buang 
kendaraan berrnotor. 
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Baku mutu e·nisi surnber tidak bcrgerak adalah batas kadar maksimum 
dan/ atau be ban ermsi rnaksimum yang diperbolehkan rnasuk atau 
dimasukkan ke dalam udara arnbien. 
Baku mutu gangguan adalah batas kadar maksimum surnber gangguan yang 
diperbolehkan masuk ke uclara dan/ atau zat padat. 
Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi 
yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mernpunyai sifat 
fisik, kimia, biologi, dan mernpunvai kernarnpuan rnenunjang kehidupan 
manusia dan makhluk hid up lainnya. 
Kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubaban sifat dasar 
tanah yang dapat di tenggang. . 
Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah · yang melampauai 
kriteria baku kerusakan tanah.· 
Laut adalah ruang wilayah lau tan yang merupakan kesatuan geografis 
beserta segenap unsur terkait padanya yangbatas dan sisternnya ditentukan 
berdasarkan aspek fu ngsional. · 
Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, 
energi, atau komponen yang ada atau haru s ada dan/atau unsur pencernar 
yang ditenggang keberadaannya di dalarn laut. 
Pencemaran laut adaJah rnasuknya aiau diniasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan/atau komporicn lain kc dalam lingkungan laut oleh kegiatan 
man usia sehingga melampau i bak u mu tu air lau t yang telah. ditetapkan. 
Kerusakan lau t adalah peru bahan Iisik dan/ atau ha_yati lau t yang melcwati 
kriteria baku keru sakan laut. 
Mangrove adalah sekurnpuuin turnbu h-t u mbu han Dicotyledoneae dan atau 
Monocotyledoneae terd iri atas jcnis tu mbuhan yang mernpunyai hu bu ngan 
taksonomi sampai dcngan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempu nyai 
persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi 
oleh pasang surut. 
Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah u kuran batas peru bahan fisik da.n 
atau hayati mangrove yang dapat ditenggang. 
Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan sernua benda, daya, 
keadaaan , dan makhluk hidup yang rnerupakan satu kesatuan utuh 
menyeluruh dan saling rnempengaruhi dalam membentuk · keseimbangan, 
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. 
Terurnbu karang adalah kurnpulan karang dan atau suatu ekosistem karang 
yang dibangun terutama olch biota laut penghasil kapur bersama-sama 
dengan biota yang hidup cli dasar laut Iainnya serta biota lain yang hidup 
bebas di dalam perairan seku arnya. 
Kriteria Baku Keru sakan Terumbu Karang adalah ukuran batas peru bahan 
sifat fisik dan atau hayati teru mbu karang yang dapat ditenggang. 
Ekosistem terurnbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua 
benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidup yang rnerupakan satu kesatuan 
utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam mernbcntuk 
keseimbangan, stabilitas, clan prod uktivitas lingkungan nldup; 
Padang lamun adalah harnparan lamu n yang terbentuk oleh satu jenis lamun 
{vegetasi tunggal) atau lebih dari satu je nis larnun (vegetasi carnpuran). 
Kriteria baku kerusakan padang lamu n adalah ukuran baias perubahar sifat 
Iisik dan/ atau hayaii padang larnu n yang dapat ditenggang. 
Ekosistern padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan sernua 
benda, daya, keadaaan, dan makhluk hidu p yang merupakan satu kesatuan 
utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 
keseimbangan, stabilitas, dan prod u ktivitas lingkungan hid up. 
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Pasal 3 
II 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pemanfaatan; 
c. pengendalian; 
d. pemeliharaan; 
e. pengawasan; dan 
I. penegakan hukum. 

Bagian Ketiga 
Ruang Lingkup 

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidu p bertujuan untuk: 
a. mewujudkan pembangunan ber kelanjutan dalam rangka pembangunan 

rnasyarakat seutuhnya yang berirnan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa; 

b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pclaku usaha dan/atau keg.atan 
dalam perlindungan dan pengelolaan lingku ngan hidup; 

c. melestarikan darr mengemba.ngkan kemampuan dan fungsi lir.igkungan hidup 
agar tetap rnenjadi sumber dan penunjang hidu.p bagi manusia dan makhluk 
hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup mulai dari 
ta.hap perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengernbangan, pemulihan, 
pengawasan, pemeliharaan dan monitoring kegiatan pernbangunan; dan 

d. melind u ngi dan mcningkatkan kuaiitas lingku ngan hid up. 

Pasal 2 

Bagfan Kedua 
. Tujuan 

62. · lzin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang 
rnelakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajlb AMDAL atau UKL UPL dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan Iingkungan hidup sebagai prasyarat 
mernperoleh izin usaha dan/ a tau kegiat.an. 

63. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi 
teknis untuk .nelakukan u saha dan/atau kegiatan. 

64. Sengketa lingkungan hidup adalah pcrselisihan di antara dua pihak atau 
lebih yang tirnbul dari kegiat:an yang berpotensi dan/ atau telah berdarupak 
pada lingkungan hidup. 

65. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubaban pada lingkunga.n 
hid up yang diakibatkan olch suatu usaha dan Zatau kegiatan. 

66. lnstrumen ekonorni lingkungan hiclup adalah seperangkat kebijakan 
ekonomi untuk mendo.rong Pcmerintah, pemerintah daerah, atau setiap 
orang ke arah pelcstarian Iu ngsi Iingkungan hid up. 

67. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan 
terbentuk atas kehendak send iri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan 
dengan lingkungan hid up . 

. 68. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Kantor usaha, baik yang 
berKantor hukurn maupun yang tidak berKantor hukum. 

! 



Perencanaan perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hidup dilaksanakan 
melalui tahapan: 
a. inventarisasi lingkungan hid up; dan 
b. penyusunan RPPLH Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB Ill 
PERENCANAAN 

Pasal 4 

(1) Dalam perlindungan dan perigetolaan lingkungan hidup, Pemerintah 
Kabupaten bertugas dan berwenang: 
a. menetapkan kebijakan tingkat Ka.bupaten; 
b. menetapka.n dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten; 
c. merietapkan dan mcla ksa na kan ke bijaka n mengenai RPPLH Kabu pate n ; 
d. menetapkan dan melaksanakun kebijakan mengeriai amdal dan Ul< L-UFL; 
e. menyelenggart.kan inveru a risasi surnber . daya alam dan emisi gas rurnah 

kaca pada tingkat Kabupat.en; 
f. mengembangkan dan melaksanakan kcrja sarna dan kemitraan; 
g. mengernbangkan d an mcnc rap kan in stru men 1ingkungan hid up; 
h. mernfasilitasi pcnye le saian se ngke ta; 
1. rnelakukan pcmbinaan dan pengawasan I l<et.aatan pe nanggu ng jaw ab 

u saha dan/ ata u kegiatan I er hadap keten t u an perizinan lingku ngan dan 
~ peraturan perundang-unclangan; 

J. melaksanakan standar pcla.yanan minimal; 
k. melaksanakan kebijakan mcngenai tata ·cara pengakuan kcberadaan 

masyarakat h ukum adat , kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum 
adat yang ter kait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pada tingkat kabupate n; 

l. mengelola info rma si lingkungan hidup tingkat kabupaten; 
m. men gem bangkan clan rnelak sanakan kebijakan sistem infonnasi lingkungan 

hidup tingkat kabupaten; 
n . memberikan pendidikan, pelatihan, pernbinaan, dan penghargaan; 
o. me nerbitkan izin lingkungan pada tingka.t kabupaten; dan 
p. melakukan penegakan h u k u m lingkungan hidup . pada tingkat 

kabupaten. 
(2) Selain tugas dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup sebagaimana d im ak sud pacla aya t (1), Pemerintah Kabupaten 
· mempunyai kewenangan lain sebagaimana diatur . dalam perauiran 
perundang-undangan. 

(3) Tugas dan wewenang sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) 
dikoordinasikan dan Zatau duaksanakan olch Kepala Kantor. 

. BAB II 
TUGAS DAN WEWENANG 



( 1) Pemanfaatan sumber daya alarn dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah. 
(2) DaJam haJ RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (J) oelum tersusun, 

pemanfaatan surnber daya alarn dilaksanakan oerdasarkan: · 

Pasal 9 

BAB IV 
PEMANFAATAN 

( l) RP/>LH Uacrah menjadi dasar pcnyusurian dan ciirnuat dalarn l<PJP Daerah clan 
RPJ M Daerah 

(2) Penyusunan RPPLH Dae rah dilaku kan sesuai dengan ketentuan peraturan 
. perundang-undangan 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengcnai RPPLH .Daerah diatur dengan Peraruran 
Daerah. 

( 1) RPPLH Daerah disu su n oleh Uu pati. 
(2) RPPLH Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan: 

a. RPPLH provinsi; 
b. inven tarisasi tingkat pulau / kepulauan; dan 
c. inventarisasi Ungkat ekoregion. 

( 3) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Daerah dilakukan melaJui koordinasi 
dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang 
perencanaan pembangunan daerah dan SKPD terkait. 

(4) Materi muatan RPPLH Daerah meliputi rencana: 
a. pemanfaatan clan/ a tau pe ncadangan sumber claya alam; 
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan Zatau fungsi lingkungan hid up; 
c. pengendalian, peman tau an, serta pendayagunaan dan pelestarian su m ber 

daya alarn; dan 
d. adaptasi dan mit igasi terhadap perubahan iklim. 

Pasal 8 

Bagian Ketiga 
Penyusunan RPPLH Daerah 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Inventarisasi Lingkungan Hidup 

· Pasal 6 

( 1) Bupati melakukan inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion 
yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan keten tuan 
.peraturan perundang-undangan .. 

(2) Inventarisasi lingkungan hidu p di tingkat wilayah ekoregi.on sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan inforrnasi 
mengenai sumber daya alam yang meliputi: 
a. potensi dan keterscdiaan; 
b. jcnis yang dimanfaatkan. 
c. ben l u k pengu asaan: 
d. pengetah uan pengelolaan; 
e. bentuk kerusakan; dan 
f. konflik dan penyebab konflik yang timbu l akibat pengelolaan. 

(3) Inventarisasi lingkungan hidup di t.ingkat. wilayah ekoregion sebagairuana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan un tu k menentukan daya dukung dan daya 
tampung serta cadangan surnbcr dava alam. 



Bagian Kedua 
Pelaksanaan Pengendalian Pencem aran dan/ a tau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 10 

( 1) Pengendalian pencemaran dan ,' atau keru sakan lingkungan hid up dilaksan akan 
dalam rangka pelestarian fungsi Jingkungan hid up. 

(2) Dalam pcngendalian pencernaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 'Pemerintah Kabupaten wajib 
mengernbangkan instrumen penccgahan pencemaran dan/ atau kerus.akan 
li ngkungan hid up yang meli put i: 
a. KLHS; 
b. tata ruang; 
c. baku mutu lingkungan hidup; 
d. kriteria baku kerusakan ungku nga.n hidu p; 
e. arndal; 
f. UKL-UPL; 
g. penzrnan: 
h. instrumen ekonomi lingkungan hid up; 
1. peraturan perundang-undangan berbasis lingkurigan hidup; 
j. a.nggaran berbasis lingkungan hidup; 
k. anali sis risiko lingk u ngan hid up; 
1. audit lingkungan hid up; du n 
m. instrumen lain sesu ai dcrigan kebu tuhan dan/atau perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
(3) lnstrurnen sebagairnana dimaksud pa.Ia ayat ('2) dilaksanakan scsuai dcngan 

ketentuan peraturan peruncia1tg- u ndangan. 

Bagian Kesatu 
Instrumen Pengen.dalian Pencemaran dan/ a tau Kerusakan Lingkungan Hid up 

BABV 
PENGENDALIAN 

a. daya dukung dan daya tampung Iingkungan hidup dan ekoregion di wilayah 
Daerah; dan/atau · ' · 

~ b. karakteristik dan Iungsi ekosistern. 
(3) Daya dukung dan daya tarnpung lingkungan hidup dan ekoregion di wilayah 

Daerah, sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf a ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(4) Bupati dalam menet.apkan daya dukung dan daya tarnpung lingkungan hid up di 
ekoregion wilayah Daerah sebagaimana climaksud pada ayat (3) wajib 
memperhatikan: 
a. keberla.njutan proses dan fungsi lingkungan hidup; 
b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan 
c. keselamatan, mutu hid up, dan kesejahteraan masyarakat. 

(5) tata cara penetapan daya dukung clan daya tampung Iingkungan hidup di 
ekoregion wilayah Daerah dilaksanakan scsuai ketentuan peraturan perunc.ang­ 
u ndangan 



. 1. ~01,.,lr,11,,...- ~...J ............. :r:1 : 

[l] lnventarisasi su mber pcncenuu air sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 12 
huruf b dilaku kan olch Bupati. 

(2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I], bupati 

Pasal 14 

Pasal 13 

(1) Penetapan kelas air pada sumbcr air sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12 
huruf a didasarkan pada basil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. · 

(2) Pengkaj ian kclas air se bagaimana < I irnaksud pad a ayat ( 1) dilaksanakan scsuai 
dengan ketcntuan peraturan pcru nrlang-undangan. 

[3) 'Ketentuan mengenai perietapan kelas air pada surnber air yang berada wilayah 
Daerah diatur dengan Peraturan Bupat.i. 

a. penetapan kelas air pada surnber air; 
b. inventarisasi surnber pencemar air; 
c. penetapan daya tarnpung beban pencernaran air pada sumber air; 
d. pernberian izin pembuangan air lirnbah ke surnber air; 
e. periyediaan prasarana dan saruna pengolahan air limbah; dan . 
f. pemantauan kualitas air pada sumbcr air. 

, 1 
I 

Paragraf 2· 
Pengendalian Pencemaran Air 

Pasal 12 

Pencegahan pcncernaran air sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2] nuruf 

a dilakukan melalui u paya: 

(4) Pengendalian kerusakan ekosisicm lainnya seliagaimana dirnaksud pada ayai 
(3) huruf d diatur deugan Peratu ran Bupati 

Pasal 11 

(I] Pengendalian pcnccrnaran dan/ atau kerusakan lingkungan hid up dilakukan 
terhadap: 
a. media lingkungan hidup; dan 
b. ekosistem. 

(2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagai.nana 
dimaksud pada ayal ( 1) huruf a terdiri atas: 
a. pengendalian pcncernaran air; 
b. pengendalian pencemaran udara; 
c. pengendalian pencemaran lau t; dan 
d. pengendalian pencemaran tanah. 

{3)" Perigendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huru f b terdiri atas: 
a. pengcndalian kerusakan ckosistcm mangrove, padang lamun, dan teru mbu 

karang; 
b. pengendalian kcru sakan tan ah; 

. c. pengendalian kerusakan ekosistern hutan di luar kawasan hutan; dan 
d. pengendalian kerusakan ckosistem lainnya sesuai perkernbangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Paragraf 1 
Umum 

I • 
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·Pasal 18 

(1) Apabila hasil analisis pcnctapan daya tampung beba.n pe ncemaran air 
menunjukkan bahwa penerapan oaku mutu air limbah yang telan ditcta akan 
rnasih memenuhi daya tampung be ban pencemaran air, bupati c..apat 
menggunakan baku mutu air lirnba.h dirnaksud sebagai persyaratan mut u air 
limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan clengan pernbuangan air limbah ke 

Pasal 17 

Penetapan daya tampung beban pencernaran air pada sumber air sebagairnana 
dimaksud dalarn Pasal J 2 huruf c digunakan sebagai dasar: 
a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/ntau kegiatan: 
b. penetapan izin lingku ngan yang berkaitan dengan pernbuangan air limbah ke 

sumber air; 
c. penetapan kebijakan kabupaten dalam pengendalian pencemaran air; 
d. penyusuna.n rencana tata ruang wilayah; dan 
e. penentuan mu tu air sasaran 

Pasal 16 

( 1) Bupati menent ukan prioritas surnber air yang akan ditetapkan daya tampung 
beban pencemaran air. 

(2) Penentuan prioritas surnber air yang akan dit.etapkan daya tampung beban 
pencemaran air sebagaimana d irnaksud pada ayat ( 1) didasarkan atas: 
a. status mutu air dan/alau status t.rofik air; 
b. surnbcr pcncernar dari hasil inventar isasi dan identifikasi padu sumber; 

dan/atau 
c. pemanfaatan air baku u nt uk air minurn. · 

.(3) Bupati menyampaikan hasil inven tarisasi clan identifikasi sebagaimana 
·dimaksud pada ayat {2) kepada gubernur dengan ternbusan Menteri paling 
sedikit l (satu) kaJi dalam .L (sat:u) tahun. 

(4) Bupati melakukan pemu takh iran data hasil inventarisasi, iclentifikasi, 
rekapituiasi dan analisis surnber penccmar air sebagaima.na dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) paling scdikit 1 (satu) kali d.aJam l (satu] tahun. 

(5) Inventa.risasi, icientifikasi, rckapitulasi da.n analisis sumber pencemar air 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-u ndangan. 

Pasal 15 

( 1) Penetapan daya tarnpung beban pencernaran air pada sumber air sebagairnana 
dimaksud daJam Pasal 12 h uruf c d ilakukan oleh Bupati. 

(2) Penetapan daya tampung beban pcncemaran air sebagaimana dimaksud pada 
· ayat ( 1) harus memperhitungkan: 
a. kondisi hidrolcgi dan morfologi sum ber air termasuk status mutu dan/ atau 

status trofik surnber air yang ditetapkan daya "tampung beban 
pencemarannya; 

b. baku mutu air untuk sungai; . 
c. baku mu tu air sert.a k nteria status trotik air untuk situ dan danau; dan 
d. be ban pencemaran pada rnasing-rnasing sumber pencernar air. 

(3) Penetapan daya tampung be ban· pencemaran air sebagaimana · dimaksud pada 
ayat ( 1) harus menunjukan besarnya kontribusi be ban pencemar air dari 
masing-rnasing sumber pencernar air terhadap sumber air. 

(4) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dirnaksud pacla 
ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan peraturan pe ru ndang-undangan 



Pasal 24 

(1) Penyediaan prasarana da.n sarana pengolahan air limbah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 nuruf e dapat dilakukan olen Pemerintah Daerah. 

(2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan 
air limba.h yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan retribu si. 

(3] Ke ten tuan mengenai retribusi pern bua ngan air limbah ke prasarana dan sarana 
yang dised iakan oleh Pemerintah Daernh diatu~ clengan Peraturan Daerah. 

( l) Pembcrlau izi n pcm bu angan air limbnh ke su rn ber air sebagairnana dirna k.sud 
uaiam Pasal J 7 huruf b dilaku kan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemegang izin pembuangan air Iirnbah ke sumber air wajib menaati persyaratan 
dan kewajiban yang tercanturn dalarn izin pembuangan air limbah ke su mber 
air. 

Pasal 23 

Pasal 22 

_( 1) . Bupati rnelaporkan hasil penetapan daya tampung be ban pencernaran kepada 
gubernur dengan tembusan Menteri. 

Pasal 21 

( l) Penetapan daya tarnpung oeban pencernaran air pada sumber air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 Huruf c clilakukan secara berkala paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 5 (Iirna) tahun. · 

(2) Penetapan daya tampung beban penccmaran air pada sumber air sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan: 
a. koridisi hidrologi dan morfologi sumber air; dari 
b. ju mlah beban dan jenis sumber pcncernar air. 

Pasal 20 

Penetapan izin lokasi, izin lingku ngan yang berkaitan dengan pernbuangan air 
limbah ke sumber air, dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perunc.ang- 

1 undangan. 

Pasal 19 
Bupati wajib rneriolak permohonan i:;,in lokasi yang diajukan ·penanggungjawab 
usaha clan/atau kegiatan apabila uerdasarkan basil analisis penetapan daya 
tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha 
dan/atau kegiatan yang diajukun mcru pakan faktor penyebab ter lewatinya daya 
tampung beban pencemaran air. 

(2) Apabila hasil analisis pcnetapan daya . tampung beban pcncemaran 
menunjukkan bahwa pcnerapan · baku mu tu air· limbah yang telah ditetapkan 
menyebabkan daya tampung beban pencernaran air terlewati, bupati wajib 
menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban 
pencemaran sebagai persyaratan mutu air Iirnbah dalam izin lingkungan yang 
berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. 



Pasal 28 

( l) Pernulihan ku alitas air se bagaimana d imaksud dalam Pasal 16 Ayat (2) h u ru f c 
wajib dilakukan oJeh setiap orang yang rnclakukan pencemaran air. 

Paragraf 4 
Pemulihan Kualitas Air 

Pasal 27 

(1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana climaksud dalam Pasal 16 Ayat 
[2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran air. 

(2) Setiap orang yang rnelakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib rnernbuat rencana 
penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau kea.daan yang 
tidak terd uga lainnya. 

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), setiap 
orang wajib melakukan perianggulangan pencernaran air. . 

[4) Penanggulangan pe ncernaran air sebaga.imana · dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan cara: 
a. pernberian informasi peringatan pencemaran air kepada rriasyarakat; 
b. pengisolasian pencemaran air; 
c. pembersihan air yang tercernar; 

· d. penghentian sumber pcncernuran air untuk efektivitas pe lakss naan 
penanggulangan pencernaran air; dan / a tau 

e. cara lain scsuai dcngan pcrkern bangan ilrn u pengetahuan dan teknologi. 
(5) Dalam hal setiap orang tidak mclak u kan penanggulangan pencemaran dalam 

jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kc:rja sejak terjadinya pericemaran air 
diketahui, Kepala Kantor me lak sanakan atau menugaskan prhak ketiga guna 
melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang yang 
melakukan pencernaran: 

(6) Ketentuan le bih lanjut mengcnai pe nanggulangan pencemaran air dial u r dengan 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 · 
Penanggulangan Pencem'aran Air 

Ketentuan lebih lanjut merigcnar pcnccgahan pencernaran air diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 26 

Pasal 25 . 
( 1) Pemantauan kualitas air pad a surnber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf f dilaksan akan olch pe mer intah Daerah dan dikoordinasikan oleh 
Kepala Kantor. 

1:21· pelaksanaan pernantauan kualitas air pada sumber air dilaksanakan paling 
sedikit 6 (enam) bulan sekali. . 

(3) Dalam hal hasil pemantaua.n 'kualitas air pada sumber air sebagairnana 
dirnaksud pada ayat P) menunjukkan kondisi cemar, Kepala Kantor melakukan 
upaya penanggulangan pencernaran air dan pemulihan kualitas air dengan 
menetapkan mutu air sasaran. 

(4) Dalam ha.1 nasil pcmantauan kua.litas air pada sumber air sebagaimana 
.dirnaksud pada ayal (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Kantor 
mempertahankan atau rneningkatkan kualitas air. 

(5) Ketentaan lebih Ianjut mcngcnai pemantauan kualis . air diatur dengan 
Peraturan Bupati 



Pasal 31 

( 1) Uji berkala kebisingan clan ernisi gas buang sebagaimana dirnaksud dalarn i'asal 
30 h uru f a berlaku bagi setiap ken. laraan berrnotor yang dioperasikan di darat 

(2) Uji berkala kebisingan dan crnisi gas buang kcridaraan bermotor bagi mobil 
penumpang umum, rnobil bus, mobiJ barang, kendaraan khu su s, dilaksar.akan 
sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang-undangan. 

[3) Uji berkala kebisingan dan e misi gas buang bagi kendaraan bermolor pribadi 
dapat dilaksanakan oleh bcngkel u mum yang mempu nyai akreclitasi dan 
kualitas terten tu yang d itctapkun oleh prjabat yang berwenang sesuai dengan 
peratu ran perundang-undangan. 

(+) Keridaraan ber motor pribadi y,rng dinyatakan lulu s uji berkala ernis: dan 
kebisingan kendaraan berrnotor d iberi kartu uji dan tanda uji crnisi dan 
kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang rnerniliki kompetensi yang 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan pcruncang- 
undangan. · 

Paragraf 2 
Pencegahan Pencemaran Udara 

Pasal 30 

Pencegahan pencemaran udara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a 
dilaku kan melalui upaya: 
a. uji berkala kebisingan dan ernisi gas buang; 
b. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan 
c. pemantauan kualitas udara arnbien. 

Pasal 29 

Pengendalian pencemaran udara scbagaimaua dimaksud da.lam Pasal J. l ayat (2) 
huruf b meliputi: 
a. pencegahan pencernaran udara; 
b. penanggulangan pencernaran uclara; dan 
c. pemulihan kualitas udara sesuai dcngan standar kesehatan manusia dan 

lingkungan hid up. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Ketiga 
Pengendalian Pencemaran U dara 

(2) Pernulihan kualitas air sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan 
cara: 
a. penghentian sumber pence-mar untu k efektivitas pemulihan kualitas air; 
b. pernbersihan unsur pencernaran: 
c. rernediasi; dan/ atau 
d. cara lain sesuai dengan perkemba.ngan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pernulihan kualitas air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Kantor melakukan atau 
menugaskan pihak ketiga guna rnelakukan pemulihan kualitas air atas beban 

· biaya setiap orang. 
(4) Ketentuan le bih lanj u t mcngenai pernulihan kualitas air diatur dengan 

Peratu nm Bupati. 

, 



Paragraf 3 
Penanggulangan 

Pasal 35 

( 1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjaclinya 
pencemara.n udara, · 

(2) Setiap orang yang mclakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib membuat rencana 
pena.nggulangan pcncernaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan 
yang tidak terduga lainnya. ' 

(3) IJalam hat terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), setiap 
orang yang melakukan usaha clan/atau kegiatan wajib melak u kan 
penanggulangan pencemaran udara. 

(4) Penanggulangan pencernaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilaku kan dengan cara: 
a. rnengurangi dan/atau mcnghenlikan «mist dan kebisingan u ntuk mencegah 

perluasan pencemaran udara ambicn; 
b. merelokasi penduduk /rnasyarakat ke iempat yang aman; d8J1 
c. rnenetapkan proseclur operas: siandar untuk penanggulanga.n pencernaran 

udara. 

Pasal 34 

Ketentuan lcbih lanjut merigenai pericegahan pencernaran udara diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

I 

a. penyusunan rencana pernantauan kualitas udara ambien; 
b. persiapan pemantauan kualitas udara ambien; · 

· c. pelaksanaan pernantauan kualitas udara ambien; dan 
d. evaluasi hasil pernantauan kualitas udara ambien, 

(3) Pernantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (euam) liulan 
sckali. 

(4) · Bupali melaporkan hasil pernantauan kualitas udara ambien sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) kepada gubemur clengan ternbusan kepada Menteri 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam l (satu) tah u n. · 

(5)_ Tata cara pelaksanaan pernantauan kualitas udara ambien dilakukan sesuai 
· peraturan perundang-undangan. 

Pasal 33 

( 1) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 
huruf c dilaksanakan oleh Bu pati. . 

('.2) Pernantauan kualitas udara arnbien scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
alas: 

(5) Tata cara dan rnetode uji berkala kebisingan dan ernisi gas buang kendaraan 
berrnotor pribadi sesuai dengan ketentuan perat uran perundang-unda.ngan. 

Pasal 32 · 

(1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 30 huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau 
pengernudi keridaraan oermotor. 

(2) Pemeriksaan dan perawatan kenda.raan berrnotor sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I] dilakukan terhadap kcndaraan berrnotor yang sistem pernbakarannya 
kura.ng atau tidak sernpurna. 



Pasal 39 

( 1) Penetapan peruntukan laut scbagaimana dimaksud dalarn Pasai 38 huruf a 
dilakukan oleh Bupati se suai kcwenangan nya. 

(2) Penetapan peruntukan laut sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan zon a s: ~1~11 R'l'RW 

Pasal 38 

Pencegahan pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 h uruf a 
dilakukan meialu i upaya: 
a. penetapan peruntukan laut; 
b. penetapan dan pelaksanaan pcngeloiaan kawasan konservasi laut.; dan 
c. pemantauan kualitas air laut. 

,·, Paragraf 5. 
j t I 

l Pengendalian Pencemaran Laut 

Pasal 37 

Pengendalian penccrnaran lau t scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 11 ay::1L (2) 
huruf c rnetiputi: 
a. pencegahan pencernaran lau t; 
b. penanggulangan pencernaran taut; dan 
c. pemulihan kualit.as lau t. 

(5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencernaran udara 
dalarn jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya 
.pencernaran udara diketahu i, Kepala kantor melaksanakan atau menugaskan 
pihak ketiga guna rnelakukan perianggulangan pencemaran udara atas beban 
biaya setiap orang. 

·(6) Ketentuan lebih la.nj u t mengenai penan.ggulangan pencemaran udara diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

' j Paragraf 4 
Pemulihan Kualitas Udara 

Pasal 36 

[ 1) Pemulihan mu tu udara scsuai dengan 'standar kesehatan manusia dan 
lingkungan hidu p sebagaimana ctimaksud dalam Pasal 29 _· huruf c wajib 
dilakuka.n oleh setiap orang yang mcnyebabkan terjad inya pencemaran udara. 

(2) Pemulihan mutu udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara 
sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara: 
a. inventarisasi sumber pencernaran uciara surnber tidak bergerak diwilayahnya; 
b. perhiiungan tingkat keru sakan lingkungan hidup yang diakibatkan 

pencemaran udara sumber tidak bergerak; 
c. perhitungan biaya ganti rugr pencemaran udara yang diakibatkan 

pencemaran udara sumber tidak bergerak; 
d. rehabilitasi, rcmediasi dan rcstorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara 

sum ber tidak bergerak; dan/ 8 tau 
e. cara lain scsuai dengan perkernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Dalam hal setiap orang t idak melakukan pernulihan · kualitas udara 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Kantor 
'rnelaksanakan atau rnenugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan 
kualitas udara atas beban biaya setiap orang. · 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengcnai pcmulihan kualitas udara diatur dengan 
Peratu ran Bu pati 



Pasal 43 

( 1) Setiap orang yang mengak ibat.kan turnpahan minyak di laut wajib rnelakukan 
penanggulangan kcadaan darurat tu mpanan minya.k di Laut. · 

(2) Pelaksanaan penanggulangan keadaan daru rar tumpahan minyak di laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mericakup: 
a. penanggula.ngan turnpahan minyak: 
b. penanggulangan dampak lingkurigan akibat turnpahan minyak; dan 
.-... ..- ...................... ,...... ................ ·- 1: ·- - l .. - I_ ·- _ ' . . _ 1 

Pasal 42 

( 1) Penanggulangan pcncernaran Iaut sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 37 .iuruf 
b wajib dilaku kan oleh setiap orang yang rnelaku kan pencemaran lau t. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana 
penanggulangan pcncernaran laut pada keadaan darurat dan/atau keadaan 
yang tidak terd uga lainnya. 

(3) D.alam hal terjadi keadaan claru rat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 
orang wajib melaku kan penanggulangan pencernaran laut. 

(4) _Penanggulangan pencemaran lau t. sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1) 
dilaku kan dengan cara: 
a. pernberian informasi peringaian pencernaran laut kepada rnasyarakat; 
b. pengisolasian pcnccmaran lau t; 
c. pernbersihan Iau t. yang tcrccruar: 
d. penghentian sumber pencemaran laut; dari/utau 
e. cara lain sesus.i de ngan perkcmbangan ilrnu pengetah uan dan teknologi. 

(5) Dalam hal set iap orang tiduk mclakukun pena.ngguJangan pencemaran Iaut 
sebagaimana dimaksud pad a ayal ( l) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak terjadinya pencernaran laut diketahui, Kepala Kantor dapat 
mclaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan 
penanggulangan pencernaran Jaut atas beban blaya setiap orang 

(6) Ketentuan lebih lanj u t mengenai pcnanggu langan pencemara.n lau t d iatur 
dalam Peraturan Uupati. 

Pasal 40 

( 1) Penetapan dan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi laut sebagaimana 
dimaksud daJam Pasal 38 huruf b dilakµkan oleh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 

(2) Penetapan kawasan konservasi Jau t se baga.imana dimaksud pad a ayat ( 1) 
dilakuka.n sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 41 

{l). Pemantauan kualitas air laut sebagannana dimaksud dalam .Pasal 38 huruf c 
_dilaksanakan oleh Bu pati sesuai dcngan kcwcnangannya. 

(2) Pe mantau an kualitas air lat: L sebagai maria d irnaksud pad a ayat ( 1) dilak ukan 
un tu k menetapkan status mu: u air lau t. 

(3) Pemantauan kualitas air lau t sebagaimana d irnaksud pada ayat. (2) dilakukan 
paling sedikit 6 (enarn) bu Ian sekali. 

(4) Penetapan status mu tu air lau t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilak ukan 
untuk mengetahui tingkatan baik atau tingkatan tercemar. 

(5) Dal.am hal status mutu air laut pada tingkatan tercemar dilakukan 
penanggulangan dan pemulihan pencemaran air taut. 

(6) Dalarn hal status mutu air laut pada tingkatan baik dilakukan pencegahan 
pencema.ran air lau t. 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernantauan kualitas air laut dan pcncegahan 
pencemaran lau t diatur dalam Peraturan Bupati. 



Pasal 48 

( 1) Pengendalian pencernaran tanah sebagairnana dimaksud dalam Pasal l J ayat 
('2) h uruf d rneliputi: 

~ a. pencegahan pencernaran tanah: 
b. penanggulangan pencernaran ianah: dan 
c. pemulihan kualitas tanah. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Pengendalian Pencemaran Tanah 

Ketentuan mengenai struktur, tugas clan tanggung jawab organisasi operasional, 
serta rnekan isme operasi penanggulangan keadaan clarurat tumpahan minyak pada 
tier 2 di Dacrah diatu r clengan Peratura n Uupatl. 

Pasal 47 

( 1) Pemulihan kualitas air iau t scbagairna na di maksud dalam Pasal 37 h uruf c 
wajib dilakukan oleh setiap orang yang melaku kan pencemaran air laut. 

(2) Pemulihan kualitas air laut sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara: 
a. penghentian surnber penccrnar air laut: 
b. pernbersihan unsur pencemaran air lau t; 
c. penanganan biota lau t dampak dari pencernaran air laut; dan/ a tau 
cl. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas air laut 
sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) hari sejak terjadinva pe nccmaran lau t dike tahu i, Kepala Kantor 
menetapkan pihak ketiga u L 1 Luk melak u kart pcrnulihan kualitas air lau 1 atas 
beban biaya setiap orang. 

(4) Kerentuan lebih lanju t mengenai pemulihan kualitas air laut diatur c.alam 
Peraturan Bu pati. 

Pasal 46 

Pasal 45 

( 1) Untuk keterpaduan dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan keadaan 
darurat turnpahan minyak dibentuk Tim Koordinasi. 

[2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di 
Kabupaten Nias Utara. 

(3) _Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pad a ayB.t. ('2), 
Tim Koordinasi bertugas unt.u k menjarnin ketersediaan dan koordinasi 
pengerahan saran a, prasarana dan personil terlatih un tuk mend u cung 
pelaksanaan operas: penanggulangan kcadaan darurat tumpahan minyak di 
laut. 

(4) Dalam pclaksanaannya, Ket ua Tim Koordinasi melakukan koordinasi drngan 
instan si Pernerintah yang terkait. 

Pasal 44 

Penanggulangan keadaan darurat tu mpahan minyak di Kabupaten Nias Utara 
termasuk dalam Kategori Tier 2. 



Paragraf 3 
Penanggulangan Pencemaran !anah 

Pasal 53 

( 1) Penanggu Iangan pcncemaran tanah scbagairnana dirnaksud · dalarn Pas. l 48 
ayat (1) huruf b wajib dilak u kan ole h sctiap orang yang melakukan pvncerr aran 
tanah 

(2) Setiap orang yang melaku kan u saha d.m/ atau kegiatan wajib membuat reucana 
penanggulangan pencemaran ianah padu kcndaan darurat 'dany atau keadaan 
yang tidak terd uga Iainriva. 

(3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebngaimana dimaksud pada ayat. ( 1), sctiap 
orang wajib rnelakukan penunggulangun pe ncernaran tanah. 

(4} Penanggulanga.n pencemaran tanah se bagaimana dimaksud pada aya: (l) 
dilakukan dengan cara: 

a. pernberian informasi peringatan pcnceinaran tanah kepada masyarakat; 
b. pengisolasian pencernaran Lc..1118.h; 
c. penghentian sumbe r penccrnaran tanah u ntu k efcktivitas pelaksa.iaan 

penanggu langan pencemara.n ranah; dan/ atau ' 

Pasal 52 

Ketentuan lebih lanju t mengenai pencegahan pencemaran tanah diatur dengan 
Peraturan Bupali. 

Pasal 51 

'( 1) Pernan tauan ku~litas tanah scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 49 hu: uf b 
dilaksanakan oleh Pernerintah Dae.rah dan dikoordinasikan oleh Kepala Kantor. 

[2) Pemantauan ku alitas tanah dilaksanakan paling sedikit 6 [enam) bulan sekuii. 
(3) Dalam hal nasil pcmantauan kualiras air tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menunjukkan kondisi cernar, Kcpala Kantor meiakukan upaya 
penanggulangan pencemaran. tanah dan pemulihan kualitas tanah 

(4) Dalarn hal hasil pernantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) menunjukkan kon disi baik , Kepala Kantor mernpertahankan atau 
meningkatkan ku ali tas tanah. 

Pasal 50 

(l] Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 huruf a d ilakukan oleb Bu pati. 

(2) Setiap orang yang mcmanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib 
.mcrniliki izin dari Bupati. 

(3) Setiap pemegang izin pcrnanfaatan ail' tanah untuk aplikasi pada tanah wajib 
menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin. 

Par agraf 2 
Pencegahan Pencemara.n Tanah 

Pasal 49 

P.encegahan pencernaran lanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) 
huruf a dilakukan melalui upaya: . 
8. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan 
b. pemantauan kualiias tanah. 

(2) Pencemaran tanah bersurnbcr dari : 
a. pemanfaatan air limbah un tuk aplikasi pada ianah; dan/ atau 
b. pengelolaan limbah 83 yang tidak se suai dengan ketentuan teknis 

pengelolaan lim bah 83. 



,-\ 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusak~nTariah 

Pasal 56 

Penccgahan kerusakan tanah sebagaimana d imaksuo dalarn Pasal 55 huruf a 
dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan krit e ria oaku keru sak an Utncl h daerah; 
b. penetapan izin lingkungan; 

Pasal 55 

Pengendalian kerusakan tanah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) 
huruf a melipu ti: 
a. pencegahan kerusakan tanah; 
b. penanggulangan keru sakan tanah; dan 
c. pemulihan kondisi tan ah. 

Paragraf 1 
Umum 

Bagian Keli.ma 
Pengendalian Kerusakan Tanah 

Paragraf 4 
Pem ulihan Kualitas Tanah 

Pasal 54 

(1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) luruf 
c wajib dilaku kan oleh setiap orang yang rnelakukan pencemaran tanah. 

(2) Seliap orang yang rnelakukan .pengclolaan lirnbah BJ dan · mengakibatkan 
pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan tanah. 

(3) Pemulihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. penghen tian sumber pence mar untu k efektivitas pelaksanaan pemu lihan 

kualitas tanah; 
b. pernbersihan unsu rpencemaran tanah; clan/atau 
c. cara lain sesuai dengan pcrkembangan ilmu pengetahuan dan t.eknologi. 

(4) Dalam hal sct iup orang tidak melakuk an pcmulihan kualiias 1 anah 
.sebagairnana d imak sud padu ayat ( l J dalarn jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) har i kerja sejak terjadinya pencemaran tanab diketahui, Ke pala Kan tor 
melaksanakan atau menugoskan pihak ketiga untuk melakukan pernu.ihan 
ku alitas tanah atas beban biaya sctiap orang 

[5) Ketentuan lcbih lanju t mengcnai pcmulihan kualitas tanah diatur clcngan 
Pe rat u ran Bupat{ 

, d. cara lain sesuai dcngan pcrkernbangan ilmu pcngetahuan dan t.eknologi. 
(5) Dalam ha.J setiap orang tidak rnelakukan penanggulangan pencernaran tanah 

sebagaimana dimaksud pada avat : l) dalarn jangka waktu paling lama 7 (tujuh) 
hari kcrja scja.: terjad inya pcnccrnaran tanah diketanui, Kepala Kantor 
melaksanakan atau men ugaskan pihak ketiga untuk melakukan 
penanggulangan pencernaran umah atas beban biaya setiap orang. 

(6) Ketentuan lebih lanju t merigenai penanggulangan pencemaran tanah diatur 
dengan Peratu ran Bu pat.i. 



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pcnanggulangan kerusakan tanah «iatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Tanah 

Pasal 60 

(1) [Jenanggulangan kcrusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 n uru I 
IJ wajib dilaku kan oleh setiap orang yang mclaku kan keru sakan tanah 

(21 Penanggu langan keru sakan ianah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengarr cara: 
a. pemberian informasi peringaran kerusakan tanah kepada masyarakat; 
b. pcngisolasian sum ber pcru sak La11a.h; 
c. penghcntian kegiatan penggunaan tanah; 
d. pelaksanaan teknik konservasi tanah; 
e. pelaksanaan perubanan jenis kornoditi: 
f. deliniasi kerusakan akibat kcgiatan; 
g. penanganan darnpak yang ditimbulkan; dan/atau 
h. cara lain sesuai dengan perkernbangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Dalarn hal setiap orang tidak rnelak u kan penanggulangan kerusakan l anah 
dalam jangka wakt.u paling lama 7 (tujuh\ hari kerja sejak terjadinya kerusakan 
tanah d iketahui, Kcpal Kantor sesuai dengan kewenangannya c apat 
melaksanakan ut au men ugaskan pinak ketiga untuk melakukan 
penanggulangan ke ru sakan tanah atas beban biaya setiap orang. 

I 

Pasal 59 

Ketent.uan lebih lanjut menge nai pencegahan kerusakan tanah diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 58 

{ 1) Penetapan izin Iingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 hui uf b 
dilaku kan oleh E3upati sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib menaati 
persyaratan dan kewaj iban yrn1g tercantu m dalarn izin lingkungan. 

Pasal 57 
( l) Penetapan kriteria baku ker u sakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 56 huruf 8. dapat dilakukan Je bih ketat dari kriteria baku keru sakan tanan 
.provinsi. 

(2) Oalam hal perietapan kriteria baku keru sakan tanah daera.h lebih ketat 
sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) belum dilakukan, oerlaku kriteria baku 
kerusakan tanan provinsi. 

(3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lcbih .ce tat 
sebagaimana dimaksud pad a avat , 1) tclah diJakukan, berlaku kriteria naku 
kerusakan tanah dae rah. 

(4) Seliap orang yang mclaku kan u saha dan/alau kegiatan wajib menaati kriteria 
baku keru sakan tanah se suai dengan ketentuan peraturan perunc ang­ 
undangan. 

(5) Ketentuan rnengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana 
dirnaksud pad a ayat ( 1) d iatu r dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 64 

( l) Penetapan kriterta balm keru sukan ekosistern mangrove, padang larnun dan 
terumbu karang sebagairnana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a_ dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan peruridang- 
undangan. · 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha clan/ atau kegiatan wajib menaati kriteria 
baku kerusakan ekosistern mangrove, padang lamun, dan terumbu ksrang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. . 

Pencegahan keru sal.an ckoaistc m mangrove. paciang larnu n, dan t.erurn bu k,Hang 
sebagaimana dimaksud .Ialam pasnl ()2 h u ru I a dilakukan melalui upaya: 
a. penetapan kriteria haku keru sakan ekosisrem mangrove, padang larnun, dan 

terum bu karang: 
b. penetapan izin lingku ngan; dan 
c. pernantauan ekosistern mangrove, padang larnun, dan terumbu karang 

Pasal 63 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Ekosdst.em 

Mangrove, Padang Larnu n , dan Terumbu Karang 

Pasal 62 

Pengendalian keru sakan ekosistcrn mangrove, padang lamun, dan terurnbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf a, meliputi: 
a. pencegahan kerusakan ekosistern mangrove,' .padang larnun, dan terumbu 

karang: · · 
b. penanggulangan kerusakan ckosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu 

karang; dan 
c. pemulihan kerusakan ekosistcrn mangrove, padang lamu n, dan terumou karang 

Bagian Keenam , 
Pengendalian Kerusakan Ekosistem 

Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang 
Paragraf 1 

Umum 

Paragraf 4 
Pemulihan Kondisi Tanah 

Pasal 61 

(1) PemuJihan kondisi tanah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 55 huruf c wajib 
dilakukan olch set.iaporang yang 'mclaku kan kerusakan tanah. 

(2) Pemulihan kondisi . tanah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dengan cara 
a. remediasi;. 
'b. rehabilitasi; d an / ata u 
c. cara lain sesuai dengan perke mbangan ilrnu perigetahuan clan teknologi. 

(J) Dalam hal setiap orang t idak rnclaku kan pcrnulihan konriisi tanah sebagaimana 
dimaksud pada aya1 ( l) dularr: jangka waktu paling lama 30 (tiga pulu h) hari 
kerja sejak t:erjadinya ke ru sakan tanah diketahui, Bupati sesuai dengan 
.keweriangannya dapat. melaksanakan atau rncnugaskan pihak ke1.iga untuk 
melakukan pemulihan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena.i pernutihan tanah diatur dengan Peraturan 
Bupati. 



(1) Penanggu langan kerusakan e kosistem mangrove, padang lamun, dan teru mbu 
karang sebagaimana dirnak sud clalam Pasal 62 huruf b wajib dilak ukan oleh 
setiap orang yang mclakukan kcru sakan e kosistem mangrove, padang lo mun, 
dan terumbu karang. 

(2) Penanggulangan ckosistern mangrove, padw1g lamu n , dan terurnbu k01·ang 
sebagaimana dirraksud pada ayat ( l) d ilaku kan dcngan cara: 
a. pemberian inlorrnasi peringa: an kerusakan ekosistem mangrove, paJang 

lamun, dan terurnbu karang kepada masyarakat: 
b. pengisolasian surnber pcru sak ekosistem mangrove, padang lamun, clan 

tcrumbu karang; 
c. penghcn tian kcgiatan pcrn.in Iaatan ckosistcrn mangrove, padang lam un, dan 

lerumbu karang; 
d. deliniasi kerusakan akibat kegiaian; 
e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau 
f. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pcngetahuan dan teknologi. 

Paragraf 3 . 
Pe na.nggu lan gan Kerusakau Ekosistem 

Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang 
Pasal 68 

Pasal 67 

Ketentuan lebih lanjut mengcnai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, 
padang larnun, dan Lerumbu karang diatur dalam ~eraturan Bupati. 

'Pasal 66 

( n Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terurnbu karang 
sebagaimana dimaksud oalam Pasai 63 huruf c dilakukan olen Kepala Kantor 
sesuai dengan kewenungannya. 

'(2) Pernantauan ckosistern mangrove, padang lamun, dan terurnbu kc rang 
sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1) d ilaku kan untuk: 
a. mengetahui tingkat pcrubnhan Iurigsi ekosistem mangrove; padang larnun, 

dan teru mbu karang; dan / a tau 
b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengeiolaan 

ekosistem mangrove, padang Iamu n, dan terumbu karang. 
(3) Pemantauan ekosistcm mangrove, padang larnun, dan terumbu ·karang rneliputi 

I ' i kcgiatan: 1 

a. pernbuatan desain pernan tuuan; 
b. pemilihan karakierisuk ekosi stem; 
c. pengamatan di lapangan: 
d. pengolahan data dan interprctasi data; 
e. pelaporan. 

t (4) Pemantauan ckosistern mangrove, oadang lamun, dan terumbu karang 
sebagaimana dimaksud pad» ayat ( l ] dilakukan paling sedikit 1 (satuj kali 
dalam L (satu) tahun. 

Pasal 65 

( 1) Penetapan izin lingkungan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b 
dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya terhadap usaha dan/atau 

· Kegiatan yang berdampak terhadap ekosistern mangrove, padang lamun 
dan/ atau terumbu karang. . 

(2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat [ 1.) wajib me raati 
persyaratan dan kewajiban yang tercanlum dalam izin lingkungan. 



Pasal 71 

Pencegahan keru sakan ekosisrcm hutan di luar kawasan h u ta n sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 70 nuruf a dilaku kan melalui upaya: 
a. ocnetanan funasi ekosistern hutan cli luar kawasan hutan: 

Pasal 70 

Pengendalian kerusakan ekosistern hutan di luar kawasan hutan sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (J) huru [ b melipu U: 
a. pencegahan kcrusakan ekosiste m h utan cl r luat· kawasan hu tan; 
b penanggulangan kerusakan ckosiste m hutan d1 luar kawasan hutan; (Ian 
c. pcrnulinan keru sakan ekosistcrn hutan di luar kawasan hutan. 

Paragraf 2 
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan 

di Luar Kawasan Hutan 

Paragraf 1 
Umum 

Paragraf 4 
Pemulihan Kerusakan Ekosistem 

Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu Karang 

. Pasal 69 

( 1) Pemulihan fungsi ekosistcrn mangrove, padang Iarnun, dan terum bu karang 
sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 62 huruf c yang terkena dampak wajib 
dila.kukan olch setiap orang yang melakukan pernanfaatan ekosistern mangrove, 
padang lamun, dan terurnbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistern 

. mangrove, padang lamun, dan l er u mbu karang. 
!2) Pemulihan Iungsi ekosistern mangrove, padang lamun, dan terurnbu k. rang 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaku kan dengan cara: · 
a. rehabilitasi; 
b. restorasi; d an y atnu 
c. cara lain sesuai de ngan perkcrnbangan ilmu pengetanuan dan teknologi. 

'(3) DaJam hal setiap orang tidak melak ukan pcm u lihan fungsi ekosistern mangrove, 
padang lam u n, clan u-rurnbu 1<a.rr1-ng se bagaimana dimaksud pad a ayat ( l) dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh] hari sejak terjadinya kerusakan 
diketahui, Bupati sesuai dcngan kewenangannya dapat melaksanakan atau 
rnenugask.an pihak ketiga untuk melakukan pemulihan · fungsi ekosistern 
mangrove, padang larnun, dan I cru mbu karang atas be ban biaya setiap orang. 

[4) Ketentuan lebih Ianju t mengcnui pcrnulihan fungsi ekosistern mangrove, pa iang 
larnun, clan terumbu karang diatur dalam Peraturan Bupati. 

. Bagian Ketujuh 
Pengendallan Kerusakan Ekosistem Hu tan. 

di Lu ar Kawasan Hutan 

(3) Dalam hal setiap orang tidak mclaku kan penanggulangan kerusakan ekosistern 
mangrove, padang la mun, dan terurnbu kararig dalam jangka waktu paling lama 
7 [tujuh) hari scjak terjadinya keru sakan diketahui, Bupati sesuai dengan 
kewenangannya melakukan .atau merietapkan pihak ketiga untuk meiak ukan 
penanggulangan kerusakan ekosistcm mangrove, pa.dang Iamun, dan terumbu 
karang atas be ban biaya penanggung jawab setiap orang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penanggulangan kerusakan ekosistem 
mangrove, pa dang lamun, dan teru mbu karang diatur dalam Peraturan Bur, ati. 



Paragraf 3 
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan 

di Luar Kawasan Hutan · 

. Pasal 75 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan keru sakan ekosistern hu tan di luar 
kawasan h u tan d iatu r daiam Pera tu ran Bupat.i. 

Pasal 74 

( l) Pcrnan tauan fu ngsi ckosistcm h u tan di luar kawasan h utan sebagairnana 
dirnaksud dalam Pasal 71 huruf c dilakukan oleh Bupati sesuai clengan 
kewenangannya. 

(2) Pemantauan ekosistern h utan di l uar kawasan hu tan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan untuk: 
a. mcngetahui tingk,1t pn\Jbahan fungsi ekosistem hutan di luar kawasan 

hutan; dany atau 
b. mcmpcroleh bahun pcngt-m bangan kcbijakan perlindungan dan pengelolaan 

ekosistem hu tan di luar kawasan hu tan. 
(3] Pemantauan ekosistem hutan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kal: dalam 1 (satu) tahun . 

Pasal 73 

( 1) I zin lingku ngan se bagaimana d irnak sud dalarn Pasal 7 1 h u ruf b diterbitkan oleh 
Bu pati scsuai clengrn1 kewenungan nya oagi Usaha dan/atau Kegiatan yang 

. berdarnpak terhadap ekosistern hutan cli Juar kawasan hutan. 
·(2) Setiap pernegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib 

. menaati persyararan dan kewajiban Y8 ng tercan tum dalam izin Iingku ngan. 

Pasal 72 

(1) Penetapan Iu ngsi ekosistern huuin di luar kawasan hutan sebagairnana 
uimaksud dal;-1.rn \'asa\ '71 nuru i a dilakukan ol.eh 13upati srsuai 
keweriangannya. 

('.2) Penetapan fungsi ekosistern huta.n di luar kawasan hutan sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada hasil inventarisasi. karaktcristik dan 
fungsi ekosistern hutan di luar kawasan hutan.' 

(3) lnventarisasi karakterisuk hu U:111 di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputl: 
a. curah hujan 2000 sarnpai JOOO mm/tahun; 
b. tempcratur yang rcndah; 
c. kelernbaban udara yang tinggi; 
d. tajuk yang berlapis-lapis dun berstrata; 
e. keanekaragarnan jcnis atau biodiversity; dan 
f. selalu hijau (euer green). 

(4) lnven tarisasi fungsi ekosistcrn h utan di l uar kawasan hutan sebagair.ian a 
dirnaksud pada ayat (21 mclipui i: 
a. fungsi perlindungan; 
b. fungsi pengontrol; dan/atau 
c. fungsi prod u ksi. 

b. izin lingkungan; clan 
.c. pemantauan fungsi ekosistem h utan di luar kawasan hu tan. · 



· Pasal 78 

(1) Perneliharaan lingkungan hidup melipu ti: 
a. pemeliharaan kualitas air; 
b, perneliharaan kualitas udara; 
r- nPmPlihar-:::iCln lr11Clli1'ac.:: o i r h11t· 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB VI 
PEMELIHARAAN 

(4) 

(3) 

[2) 

· Pasal 77 

Pemulihan ekosistern hutan cli luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasai 70 huruf c waiio dilak ukan oleh setiap orang yang rnengakibatkan 
kerusakan e kosistern hu tan di luar kawasan hutan. 
Pemulihan ekosistern hu tan cli luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara: 
a. r e h ab i lita si ; 
b. rcstorasi; dan I at au 
c. cara lain scs.pai clcngan pc: ke mbaugan iluiu pengelahuan dan teknologi. 
Dalam hal se tiap or.ing tidak melaku ka n pe.mulihan ekcsisterr: hu i an di luar 
kawasan nu tan sebagairnana dimak sud pads ayat ( 1) dalarn jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan diketahui, 
Bupati sesuai dengan kewcriangannya mclakukan atau menugaskan pihak 
ketiga untuk melaku kan pcrnulihan ekosistern hutan cli luar kawa san hutan 
atas beban biaya sctiap orang 
Ketentuan lebih lanjut merigenai pernulihan ekosistern hutan di luar kawasan 
h u tan diatur dalarn Peraturan Bupati. 

( l J 

Paragraf 4 
Pemullhan Kerusakan Ekosistem Hutan 

di Luat Kawasan Hutan. 

(4) 

(3) 

Pasal 76 
Penanggulangan kerusakan ekosistern hutan di luar · ·kawasan hutan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b wajib dilakukan oleh setiap 
orang yang mengakibatkan ke rusakan ekosistern hutan di luar kawasan hutan. 
Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan di luar kawasan hutan 
sebagaimaria d irnaksud pad a ayat ( 1) dilaku kan derigan cara; 
a. pemberian inlorrnasi peringatan kerusakan huian c.li luar .kawasan hutan 

kepada masyarakat: 
b. peugisolasian su mber perusal, huran di luar kawasan hutan; 
c. penghentian kegiatan pcman laatan hu tan di luar kawasan hu tan; 
d. deliniasi keru sakan aki.b<H kcgiatan; 
e. penanganan clampak yang ditimbu lkan: darr/ atau 
f. cara lain sesuai clengan perkcm baugan ilrn u pengetahuan dan teknologi. 
Setiap orang tidak melaku kan penanggulangan ekosistem hutan di luar 
kawasan hu tan sebagaimana climak sud pada ayat ( l ] dalarn jangka waktu 
paling lama 7 (tujuhl hari sejak tcrjadinya kcrusakan diketahui, Bupati sesuai 
dengan kewenangannya melaksanakan atau .menugaskan pihak ketiga untuk 
melakukan penanggulangan ekosistcm hutan di luar kawasan hutan atas 
beban biaya setiap orang. 
Keterituan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistern hu tun di luar 
kawasan hutan diatu r dalam Peraturan Bu pati. 

( 1) 

.(2)' 



r Paragraf 3. 
Pencadangan Air 

Pasal 81 

(1) Pencadangan air scbagairnana d imaksuu dalarn Pasal 79 huruf b dilak.ikan 
ter hadap surnber air de ngan k ualitas rertenr u yang tidak dapat dikeloJa dalam 

~ jangka waktu tcrteruu. 
·, (2) Pencadangan air scbagairnana clirnaksud pada ayat (].) dila.kukan melalui upaya: 

a. penetapan surnbcr air yang belurn dimanfaatkan yang memiliki kualitas air 
yang masih baik; dan/atau 

b. pcnet.apan sumber air yang mermliki kualitas air yang· tercernar untuk 
dilakukan pemulihan kualitas air. 

(3) Pemulihan kualitas air scbagalmana ciimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
melalui upaya: 

Pasal 80 

( l] Konservasi air dan lahan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a 
mel.ipu ti kegiatan: 
a. konservasi kawasan yang berlungsi dalarn menjaga kualitas air; 
b . konservasi surnber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan 
c. konservasi keanckaragaman hayati yang berada di ekosistern perairan. 

(2) Koriscrvasi kawasan yang bcrl'u ngsi dalam menjaga kualitas air sebagairnana 
dimaksud pada ayai ( J) huruf a melipu ti upaya perlindungan dan pernanlaatan 
secara lestari kawasan terten tu. 

(3) Konservasi sumber air yang berlungsi dalam menjaga kualitas .air sebagairnana 
dimaksud pada ayaL ( 1) huru r b melipu ti upaya perlindungan dan pernanfs.atan 
·secara lestari surnber air tertcntu. 

(4) Ko n serva si keanckaragaman hayal.i y:rng berada di eko sistem pet a iran 
sc bagaimana dirnak su cl paclu ayat ( l ] h u ru J c dilaku kan sesu.u clc ngan 
kcten tuan peraturan peru nd ~i I ig-u nrlangan. 

Paragraf 2 
Konservasi Air dan Lahan 

Pasal 79 

Perneliharaan kuaJ itas air sebagai mana cl irnak su d daiam pasal 78 ayat ( 1) h u. ruf a 
di lak u kan melalui u pnya: 
a. kon servasi air dan lahun; 
b. pencadangan air: clan 
c. petestarian Iungsi ckosistern pcrairan sebagai pengendali darnpak peru b.ahan 

iklim. 

Bagian Kedua 
Pemeliharaan Kualitas Air 

Paragraf 1 
Umum 

d. pemeliharaan kuaJitas tanah; 
e. pemeliharaan mangrove, padang Iarnun, clan terumbu karang; 
f. pemeliharaan ekosistem hu tan 'di luar kawasan hutan; dan. 
g. pemeliharaan ekosistern lainnya sesuai perkernbangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. · 
(2) Pemeliharaan ckosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hu··uf g 

· diatur dcngan Peraturan Bupati. · · 



Pas al 84 

Pemeliharuan kualitas udara scbagaimana dirnaksud dalam pasal 78 ayal. ( l) .iuruf 
b dilakukan melalui upaya: · 
a, konservasi kualitas udara; dan 
b. pelestarian f ungsi atrnosfer. 

Bagian Ketiga 
Pemeliharaan Kualitas Udara 

Paragraf 1 
Umum 

f 
I 

Pasal 83 

Ke ten tuan lebih lanj u t mcngenar prme l iharaan kualitas air d iatur dalam Perat.u ran 
Bupau 

Paragraf 4 
Peleatar ian Fungsi Ekosistem Pera iran Sebagai 

Pengendali Dampak Perubahan Iklim 

Pasal 82 

(.l_) Pelestarian fungsi ekosistern perairan sebagai pcngendali dampa.k peruba.han 
iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c meliputi upaya: 
a. mitigasi perubahan iklirn; dau 
b. adaptasi pcrubahan iklim. 

('.2] Mitigasi perubahan iklirn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan mcfalui upaya: 
a. penurunan en~isi gas ru mah kaca cJari air limbah yang mempengaruhi 

kualitas air; dan 
b. peningkatan serapan dun simparian gas rumah kaca pada ekosistern 

perairan. 
(3) Periu ru nan emisi gas rurnah kaca dari air limtiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a dilakukan mclului izin pembua.ngan air limbah kc sumber air. 
, (4) Pcn ingkatan serapan dan simpanan gas rurnah kaca scbagaimana dimaksud 

pada ayat (2) h uruf b dilaku kan rnelalui kon servasi dan rehabilitasi atau 
restorasi ekosistem perairan. 

(5) Adaptasi peruba.han iklirn sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hur .if b 
dilaksanakan melalui upaya: 
a. penurunan tingkat. keterpapa .. ran dan kepekaan (sensitivitas) terhadap 

kuaiitas air; dan 
b. peningkatan kapasitas ad aptasi pernangku kepentingan, sektor dan 

rnasyarakat. 
(6) Upaya mitigasi ernisi gas ru mah kaca dan adaptasi perubahan klirn 

· dilaksanakan sesuai dengan perat uran perundang-undangan .. 

b penghentian usaha dan/ atau kegiatan pemanfaatan air. 
(4). Penghentian kegiatan pernbuangan air lirnbah sebagaimana dirnaksud pada ayat 

[3) huruf a dilakukan oleh Bupati. 
(5] Penghentian u saha dan/atau kegiatan pernanfaatan air sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf b dilaku kan o!eh pejabat: yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan. 

(6) Pencadangan air dengan k ualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 89 

( l) Koriscrvasi laut. sebagaimaua dimaksuu dalam Pasal 88 . huruf a meliputi 
kegiatan: 
a. perlindungan laut; 
b. pengawetan ekosistern yang ada di lau t; dan 
c. pemanfaatan secara lestari perairan lau t. 

{2) Konservasi laut sebagaimana cJirnal<sud pada ayat ( !) dilakukan rnelalui: 
a. penctapan kawasan kon scrvasi laui: 
b. pengat uran fungsi dalarn rrncana t.ua ruar.g wilayah Kabupaten; 
c. RPPLH; dan 
d. pemanlaatan perairan lau i yang didusarkan pa.da RPPLH. 

Paragraf 2 
Konservasi Laut. 

Pasal 88 

l Perneliharaan kualitas air Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( 1) 
huruf c dilakukan rnetalui upaya: 
a. koriservasi lau t; 
b. pencadangan perairan laut; dun / a tau 
c. pelestarian Ju ngs! pcrairan lau l se IJcJgai pengeridall dampak peru !Jah8.J1 iklim. 

Par agr af 1 
Umum 

Bagian Keempat 
Pemeliharaan Kualitas Air Laut 

Pasal 87 
Ketentuan lebih lanjut me ngcna: pcmcliharaan kuaJitas udara diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 
Pelestarian Fungsi At:mosflr 

Pasal 86 

Pelestarian fungsi atmosfcr sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 84 huruf b 
dilakukan metalui upaya: 
a. mitigasi gas rumah kaca; 
b. perlindungan lapisan ozon; dan 
c. perlindungan terhadap deposisi asam. 

Pasal 85 

( 1) Konservasi kualitas udara sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 84 huruf a 
dilakukan melalui pcrlindungan kualitas udara 

(2) Perlin ct ungan kualitas udara se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilak .ikan 
melalui: 
a. alokasi ruang terbuka hijau (RTJ-1) 
b. pernenuhan baku mutu udara ambient; dan 
c. RPPLH. 

Paragraf 2 
Konservasi Kualitas Udara r 



Pcmeliharuan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terurnbu karang 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat ( l) huruf e dilakukan melalu i u paya: 
a. konservasi ekosisrern mangrove, paoang lamun, dan terumbu karang; 

. b. pencadangan cko sistcrn mangrove, padang larnun, dan terurnbu ka.ung, 
dan/atau 

c. pelestarian fungs: ekosistem mangrove, padang larnun, dan terurnbu k.irang 
sebagai pengendali clampak perubahan ik lrm. 

Pasal 94 

Bagian Keenam 
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, 

dan Terumbu Karang 

Paragraf 1 
Umum 

. Pasal 92 
Ketentua.n lebih lanju t mengenai pemeliharaan kualitas laut diatu r dalam Peraturan 
Bupati. · 

Bagian Kelima 
Pemeliharaan Kualitas Tanah 

Pasal 93 

( 1) Pemcliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat ( l) 
hurur d dilakukan mcialui up.iya konscrvasi tan ah. 

(2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. kcn scrvasi secara mekanik ; 
b. konservasi secara biologJs; 
c. konservasi secara kirnia; dan 
d. koriservasi lainnya sesuai clengan perkembangan ilmu dan teknologi 

(3) Ketentuan mcngeriai koriservasi tanab .Iiatur de'ngan Peraturan Bu pati. 

Pasal 91 

Pelestarian fungsi pcrairan laut scbagai pengenclali dampak perubahan iklim 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 h uru [ c dilakukan melalui upaya: 
a. mitigasi peru bahan iklim; dan · 
b.adaptasi perubahan ik1im. 

Paragraf 4 
Pelestarian Fungsi Ekosi.stem Laut 

Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Ikllm. 

Paragraf 3 
Pencadangan Peral.ran Laut 

Pasal 90 

( l) Pencadangan pcrairan lau L scbagaimana dimaksud dalam Pasal 88 hu ruf b 
dilakukan me\alui penetapan pcrairan laut yang tidak dapat dikelola dalarn 
jangka waktu terten tu. 

(2) Penetapan perairan laut yang i idak dapat. clikelola dalam jangka wakt.u tertentu 
sebagairnana dimaksud pacla ayat (2) dilakukan oieh Bupati sesuai dengan 
kewenangannya. 



Bagian Ketujuh 
Pern el ih.ar-aa n Ekosistem Hutan 

di Luar Kawasan Hutan 

Paragraf 1 
·umum 

Pasal 98 
Ketentuan lebih lanjut mengenai perneliharaan ekosistern mangrove, pad.mg lamun 
dan terurnbu karang diat ur dalam Perat u ran 13u pati 

Pele star ian fungsi ekosistcm mangrove, padang lamun, dan tcruml u kc::· rang 
sebagairnana dimaksud clalam Pa sal 94 h u ru r· c dilakukan melalui upaya: 
a. mirigasi perubahan ik lirn; dan 
b. adap tasi peru banan ikli rn. 

Paragraf 4 
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, 

Padang Laroun, dan Terumbu Karang 
Sebagai Pengen.dali Dampak Perubahan Iklim 

i 

Pasal 97 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosistem Mangrove, 

Padang Lamun, dan Terumbu Karang 

Pasal 96 

( 1) Pencadangan ckosistern mangrove, padang lamun dan terumbu karang 
sebagaimana dimak sud dalam Pasal 94 huruf b d ilakukan melalui perietapan 
ekosistern mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat 
dikelora dalam jarigka wakt u terten tu. · 

. (2) Penetapan ekosistern mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang ·idak 
dapat dikelola dalam jangka wa ktu terten tu sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(2) dilaku kan oleh Bu pati sesuai cl engan kewenangan.nya. 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, 

dan Terumbu Karang 

Pasal 95 

( 1) Konservasi ekosistern mangrove, padang lamun dan teru mbu k2 rang 
sebagaimaria dirnaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi kegiatan: 
a. perlindungan ekosistern mangrove, padang lamun , dan terumbu karang; 
b. pengawetan ekosistem mangrove, padang la.mun, dan terumbu karang; dan 
c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang la.mun, dan teru mbu 

karang t · 
(2) Kon servasi ckosisiem mangrove, padang lamu n, clan terumbu karang 

sebagaimuna dimaksud pada ayat ( J) dilakukan rne.lalui: 
a. pcnctapan Iu ngsi ckosistern mangrove, padang larnun cian teru mbu kara ng; 
b. pengaturan fungsi .dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten, 
c. RPPLl-1; dan , 
d. pemanfaa.tan ckosistern ma.ngrove, padang lamun dan terumbu karang yang 

didasarkan pada fungsi ekosisrcrn mangrove, padang lamun dan terurnbu 
karang, sert a !{PPU-L 



Pasal 104 
(1) Pengelolaan Limbah !33 untuk Kegiatan Penyimpanan sernentara Limbah 83 

dan Pengelolaan Limbah £33 unt.u k Kcgiatan Pengumpulan Limbah 83 wajib 
memperoleh izin dari Bupat.i. 

BAB VII 
PENGELOLAAN LlMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA 

LIMBAH B3 DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN P 
~ ENGUMPULAN LIMBAH B3 

Pasal 103 
Ketentuan lebih lanjut mengeruu pemcliharuan ckosistcm hutan di luar kawasan 
hu tan diatur dalam Pera tu ran Bu pati. 

Pasal 102 

Pelestarian fungsi ekosistern hutan di tuar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasai 99 huruf c dilak u kan mc lalui u paya: 
a. mitigasi perubahan iklim; dan 
b. adaptasi perubahan iklim. 

Paragraf 4. 
Pelestarian Fungs! Ekosistem Hutan 

di Luar Kawasan Hutan 

Pasal 101 

( 1) Pencadangan ekosistern h ut.an di luar kawasan hutan sebagaimana dima csuc 
dalam Pasai 99 huruf b dilakukan rnclalu i penetapan kawasan yang berrulai 
pen ting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan 

(2) Penetapan kawasan yang bcrn ilai penting bagi konservasi keanekaragaman 
hayati pada ekosistern hutan sebagairnana dimaksud pada .ayar (1) dilakukan 
oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. 

Paragraf 3 
Pencadangan Ekosiste~ Hutan 

di Luar Kawasan Hutan 

Pasal 100 

Korrscrvasi ckosistcm hutan di iuar k.iwasan hut an sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 99 huru[ a rnelipu ti kcgiatan: 
a. pcr lind ungan ckosistern hutan: 
b. pengawe tan ekosistem huran; dan 
'c. pemanfaatan sccara Jes Lari ekosistem h utan; 

Paragraf 2 
Konservasi Ekosistem Hutan 

di Luar Kawasan Hutan 

Pasal 99 

P.emeliharaan ekosistem h utan di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 78 ayat ( lj huruf f dilakukan melalui upaya: 
a. konservasi ekosistem hutan cli luar kawasan hutan; 
b. pencadangan ckosistern hutan di luar kawasan hutan; dan/atau 
c. pelestarian tungsi ekosistern hutan di luar kawasan hutan ·sebagai penge.idali 

dampak peru banan iklirn. 



Pasal 106 

{ l) Set iap orang berhak me ndapa t kan: 
a. pend idikan lingkungan hid up; 
b. akses informasi lingkungan hid up: dan 
c. akse s keadilan, 

(2) Hak meridapatkan pendidikan lingkungao hidup sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) hurufa melalui jalur: 
a. pendidikan forrna.l; 
b. perid idikan informal; dan y atau 
c. pendidikan non-formal. 

(3) Untuk meningkatkan kesadaran dan pemaha.man terhadap kondisi lingkungan 
hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsta da.n karya untuk 
memelihara, mempcrbaiki dan mcningkatkan kualitas lingkungan hid up 
sekolah dan lingkungan sekitar, pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan 
sebagai muatan lokal pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar 
dan menengah di Daerah · 

(4) Hak mendapatkan akse s inforrnasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat ·( 1) huruf b dapat berupa hak u ntuk memperoleh data, keterangan, 
a tau informasi lain d ari Perncrin tah Dae rah dan/ a tau penanggung jawab u saha 
dan/atau kcgiatan be rkenaan de ngan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hid up yang mcnuru t. sitar d au tujuannva memang terbuka . untuk dike tah ui 
setiap orang. 

(5) Hak mendapatkan akses kcadilan sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) h u ruf c 
dapat berupa hak untu k: 
a. melakukan pengaduan akibat ciugaan pcncernaran clan/atau per us.akan 

lingkungan hidup kepada Kan Lor; 
b. mendapatkan inforrnasi mengenai status penanganan pcngaduan akibat 

cl ugaan pencernaran dan/ al au pc ru sak.m lingkungan hid up dart Kantor; 
c. mcnyarnpaikan laporan atuu pcngaduan mengcnai dugaan pcncernaran 

darr/ atau perusakan iingk ungan hiclup kepada aparat penegak hukurn: 
ct. memperoleh ban tu a n huk um tcr kait dcngan penyelesaian kasus pcncernaran 

dan/atau peru sakan lingkungan hid u p, dany atau 
e. m.endapatkan fasilitasi dari Kan tor dalan1 penyelesaian sengkcta li ngku. ngan 

hidu p di Juar pengad ilan. 

BAB VIII 
H~K, K.EWAJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 105 

( l] Setiap orang berhak atas lingkungan hid up yang baik dan sehat. · 
(2l Untuk mewujudkan lingkungan . hid up yang baik dan sehat sebagai.nana 

dimaksud pada ayat ( 1:), Perncrintah Daerah melakukan: 
· a. kegiatan PPLH; 

b. program dan kegiatan perlinclungan dan pengelolaan lingkungan hid up; can 
c.- Standar Pelayanan Minimal di bidang perlindungan . dan pengelolaan 

lingkungan hidup scsuai dengan ketcntuan pcraturan perundang-undangan. 

(2) Tata cam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan scsuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 



Setiap orang berkewajiban u ntuk: 
il mPmPlih~1r~ k""P1Pc::tori(1r'\ d')\l"l 1~11l.r11nn r4qr. r~n"1,1, +·,·,~\.',""''~V\rv l~ .............. 1,,,,...,.,-...,....._,. L-..:~J ....... 

Bag ian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 110 

Pasal 109 

( 1) Setiap orang berhak melaku ka .. n pcngad uan akibat dugaan pencemaran 
dan /atcJ u peru sakari iingku ngan hid up secara lisan a tau tertulis kepada K8n tor. 

(2) Pengadu an akibat dugaan pcnccmaran clan/atau peru sakan lingkungan h id u p 
yang dapat disarr paikan kcpadu Kantor rneliputi: 
a. usaha dan/atau kcgiatan vang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan 

oleh Bupati; 
b. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, dan izin PPLHnya diterbitkan 

oleh Bupati tetapi instans: lingkunga.p hidup tidak melaksanakan 
pengelolaan pcngaduan set:elah dilaku kan pernbinaan ·oleh pernerintah 
Ka bu paten; dell/ atau 

c. pengaduan pcrnah disampaikan kcpada instansi lingkungan hidup di 
Kabupaten, tetapi tidak cl il.inclaklanj u ti dalarn kurun waktu 10 (sepuluh) hari 
kerja setelah pe ngad uan ditcrirna. 

(3) Kantor setelah rnenerima pengaduan akibat dugaan pencernaran dan;atau 
perusakan lingkungan hidup melak ukan pcnanganan pengaduan dengan 
tahapan kegiatan: 
a. penerimaan; 
b. penelaahan; 
c. ve ri Ii kasi; 
d. rekomendasi tindak lanjut verifika si: dan 
e. penyampaian perkcmbang.in clan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan 

· kepada pengadu. 
(4) Ke ten tuan lebih lanj u t menge n a i penanganan pengaduan akiba t dugaan 

bencernaran clan/ ata u perusakan li ngku ngan hid up diatur dulam Peratu ran 
Bupati. 

Pasal 108 

Setiap orang berhak u ntuk berperan dalarn perencanaan, pernanfaatan, 
pengendalian, pengawasan clan pcriegakan hukum lingkungan. 

Pasal 107 

(1) Setiap orang berbak mengajukan u su l dan/atau keberatan terhadap: 
a. rencana u saha dan/atau kegia um yang wajlb Arndal; den 
b. rencana usaha clan/atau kcgiatan yang wajib UKL-UPL 

[2) Pengajuan usuJ cJan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib J\mdaJ sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1). huruf a c.apat 
disarnpaikan: ' 
a. secara iertulis kepacla pernrakarsa dan Kantor pada saat pengumuman 

rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pernrakarsa sebelum 
menyusun dokumen Kerangka Acuan; dany atau 

b. melalui wakil masyarakat yang lerkena. dampak dan/atau orgamsasi 
masyarakat yang menjacli anggota Kornisi Penilai Arndal pada saat 
pembahasan dokumen Andal dan RKL-l~PL. 

(J) Pengajuan usul clan/atau ke oeratan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan 
yang wajib UKL,-UPI, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
disampaikan kepadu Kantor pada saat pengurnuman permohonan 12111 
lingkungan. 



Bagian Kesa tu 
Kerja Sama Antar Duer ah 

Pasal 112 

(1) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan h.dup, 
. Pemerinta.h Kabu paten dapat rnelaku kan kerja sama dengan pcmerintah daerah 

lainnya. 
(2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagairnana dimaksud pada 

ayat ( l) dapat dilakukan aniara: 
a. Pemerintah Kabupaten dcngan pcmcri ntah kabupaten/Ka.bupaten ch.lam 

provinsi; . 
b. pemerin tah Kabupaten dcngan pcmerintah kabu paten/ Kabupat en d slam 

provinsi yang oerbcda; dan / a tau 
c. pernerintah Kabu paten derigan pemcrin tah provinsi lainnya. · 

(3) Kerja sarna derigan pernerintah daerah lainnya sebagaima.na dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat berupa kerja sama dalam: 
a. perigendalian pencernaran air, udura, tanah, dan/ a tau 1~1 u t 1111 tas 

kabu paten/ kota: 

BABIX 
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN 

Setiap orang dilnrnng: 
a. melaku kan pcmbuangan air limbah ke lingkungan melampau i baku mut u 

air limbah yang ditei.apkan dalam peraturan perundang-u ndangan; 
b. melakukan pernbuangan sampan atau limbah padat. pada surnber-sumber air, 

~ · dan ternpat-ternpat lain yang ud ak diperuntukkan sebagai ternpat pembuangan 
sampah; 

c. mclakukan pernbuangan, oenyimpanan, penimbu nan, pengolahan, dan 
pengangku tan limbah bahan bcrbahaya dan beracun tan pa rekomendasi 
dan/ atau seizin dari pejabat yang berwenang; 

d. membuang limbah gas atau emisi ke lingkungan rnelampaui baku mutu 
yaJ1g ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan: 

e. melakukan· periangkapan ikan dan/ atau biota, lainnya di· lingkungan perairan 
dengan menggunakan racun, aliran listrik dan bahan peledak; 

f. melakukan pernanfaatan baik untuk . 1.ujuan pengkajian, penelitian, 
pengernbangan, pc.nangkaran. perburuan, perdagangan, peragaan, pertuknran, 
budictaya tanaman obat-obatan dan perneliharaan untuk kesenangan dari [enis 
tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi; 

g. mendirikan bangu nan, mclaku kan usaha dan/atau kegiatan di tempa; yang 
ditetapkan sebagai hu tan, jalur hijau, taman, rcsapan air, dan dacrah sempadan 
sungai; dau/atau 

h. melakukan penebangan, peru sakan dan/ atau yang menyebabkan ru sak atau 
matinya tanaman rad a tern pa t-tcm pat yang ditetapkan sebagai hu tan, jalur 
h ijau , tarnan, resapan air, dan daerah scmpadan sungai. 

Bagian Ketiga 
Lararigan 

Pasal 111 

b.. mencegah, menanggulangl, dan memulihkan pencemaran · air, pencemaran 
udara, dan pencernaran tanah: clan 

c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem mangrove, 
terumbu karang, mangrove, tanah, karsr, dan h utan di luar kawasan hutan 



Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal 115 

Keterhbatan masyarakat bertujuan u ntuk: 
a. meningkatkan kepedu lian masyarakat dalarn perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 
h rnr-n i n o k a t le a n k-Pmi~nriiri~in rl>in ln"hr>rrL:i"·.,cin n,-:)~"'.:irciLr,:it-• 

( 1) Masyarakal mcmiliki hak dun kcsempatan yang sarna dan seluasluasnya u ntu k 
tedibal secara ~, kt if rnau pun pas if cL1Lirn pcrlindu ngan dan pcngelolaan 
lingkungan hidup. . 

(2) Keterlibatan masyarakat sebag.umana dirnaksud pad a ayat ( 1) me lipu Ii: 
a. perencanaan; 

l b. pelaksanaan; 
c. pengawasan; dan 
d. evaluasi. 

Pasal 114 · f 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB X 
KETERLIBATAN MASYARAKAT 

(3) Tata cara pelaksanaan kcrnitraan sebagaimana dimaksud pada ayai (2) 
dilakukan sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 113 

( 1) Pernerintah Kabu paten cl a pat berrnitra dengan kclompok masyarakat, organisasi 
lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau ·profesi dalam 
perlindungan dan pengclolaan lingkungan hidup. 

(2) Kernitraan . sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dituangkan dalam bentuk 
· perjanjian antara Pemerintah Kabupate n dan kelompok masyarakat, organisasi 
Jingkungan hidu p, dany atau asosiasi pengu saha atau profesi yang 
bersangku tan. 

Bagian Kedua ' 
Kemitraan 

b. pengendaJ.ian kerusakan mangrove, terurnbu karang, padang lamun, tanah, 
kars, dan/ atau h utan di luar kawasan hu tan' lintas kabupateri/ kota: 

c. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hid up;· 

d. pcnyelesaian pcngaduan akibat dugaan terjadinya pencernaran dan/atau 
perusakan lingkungan hidup, 

e. pengawasan kctaatan penanggung jawab u saha dan/ atau kegiatan alas 
kcten tuan dalam izin lingkungan dan Zatau lzin PPLH; 

. f. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; 
g. pengcrnbangan sistem inforrnasi lingkungan hidup; 
h. perietapan kelas air dan/ atau baku mu tu air pada sumber air .intas 

kabu patcny kabupaten: clan/Dtc:iu 
1. kerja.sama lai}1 nya sesuai dcngan pcrkembangan ilmu pengetah uan clan 

teknologi. 
(4) Tata cara kerja sama an tarn pemcrin ta h daerah clengan perncrin tak d.aerah 

lainnya dilaksanakan sesuai dengan kercn tuan peraturan perundang-undangan. 



Pasal 119 

( l) Masyarakat dapat berperan dalam pe mberian peridapat, saran, dan usu! 
sebagairnana dimaksu d dalam Pasal 117 h u ruf b, secara bertanggung jawab 
mengenai perlind u ngan clan pengelolaan ·lingkungan hid up sesuai de ngan 
prosedur penyarnpaian peridapat ' 

(2) Pendapat, saran dan usu! scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
disampaikan secara: 
a. langsung; 
b. bebas; 
c. sukarela; dan 
d. bertanggung jawab. 

Paragraf 2 ' i Bentuk Peran Masyarakat 

Pasal 117 

Peran masyarakat dalarn proses perlincJungan dan pengelolaan lingkungan hid up 
dapat berbentuk: 

pengawasan; 
pernberian pendapat, saran dun usu l; 
keberatan; 
pengad uan; dan 
penyam paian inforrnasi dan / 8 tau pe la po ran. 

Pasal 118 

( 1) Masyarakat dapat mclakukan pcngawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
117 huruf a, ternadap: 
a. proses dan pelaksanaan kebijakan , rencana, program dan kegiatan dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup; clan/atau 
'b. pelaksanaan usaha dan /atau kegiatan yag berdarnpak pada hngkungan 

hid up. · · 
(2) Pengawasan masyarakat sebagairnana dirnaksud pada ayat [ 1), dilaku kan 

melalui : 
a. pernantauan terhadap pelak sanann perlindu ngan dan pengelolaan lingki ngan 

hid up; 
b. pengujian dan vcrifikasi sesuai tlengan peraturan perundangundangan 

dan/ a tau standar operasional prosed ur; clan / a tau 
c. evaluasi. 

a. 
b .. 

l c . 
. d. 
e. 

Pasal 116 

Masyarakat merniiik! hak clan kesernpatan yang sarna dan seluas-luasnya untuk 
berperan akuf dalam pertindung.m dan pengclolaan iingkungan hid up. 

c. memperkuat kerjasarna dan kernitraan; 
.ct. menumbuhkernbangkan kemampuan dan kepeloporan rnasyarakat; 
e. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan 

pencegahan, perianggulangan, pernulihan dan pengawasan; dan 
r. mengembangkan dan rne njaga ·budaya clan kearifan lokal · dalam rangka 

pelestarian fungsi lingkungan hid up. 

Bagian Ketiga 
Peran Masyarakat 

Paragraf 1 
Umum 

! 



Partisipasi masyarakat didasarkan pada: 
,.L adanya pcngakuan terhadap kedaulaian rakyat; 

Pasal 124 

Bagian Keempat 
Partisipasi Masy ar akut; 

Par agraf 1 
Umum 

Pasal 123 

( l) Hasil peran masyarakat wajib d idokurncn tasikan dan dikelola, scsuai keten tuan 
peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan: 

(2) Pendokurncntasian scbagaim.ina di ma ksu cl pada ayat ( J) wajib d isosiaiisasi kan 
clan d ipcroleh dcngan mudah. 

Pasal 122 

( l) Masyarakat dapat bcrperan dalam rnenyampaikan informasi dan/atau pelaporan 
sebagairnana dimaksud daJam Pasal 1 17 huruf e, mengenai apa yang d.ilihat, 
d idcngar, dan diketahuinya dalarn rangka 'perlindungan dan pengelolaan 

. lingkungan hidup. 
(2) Penyarnpaian infor masi dan/ a tau pela poran sebagaimana dimak sud pad a ayat 

( l) dapat clisampaikan kcpada instan si yang berwenang secara tertulis atau lisan 
dan disertai data yang jelas paling kurang mengenai: 
.a. nama dan alamat pemberi informasi; 
b. uraian mengenai Iakta, waktu dan tern pat kejadian yang diinforrnasikan; dan 
c. dokumen atau kcterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti: 

(3) Penyampaian lnformasi/ peJaporan dari masyarakat harus memperhatikan: 
a. kebenaran dan aku rasi informasi ata u laporari, 
b. hak-hak orang; dan · 
c. peraturan perundang-undaugau dun euka. 

Pasal 121 

( l) Masyarakat berhak mcngajukan pengaduan sebagaimana ·ctimaksud dilam 
Pasal 117 huruf d. 

(2) Ke ten tuan le bib lanju t mengc nai iata cara pcngad uan masyarakat sebagairnana 
dirnaksud pad a ayar ( l) cl iat u ,. scsu ai peraiuran perundang-undangan 

Pasal 120 

( l) Masyarakat berhak mengajukan keberatan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 
l l 7 h u r u f c dalarn h al: · 
a. t idak d iberikannya kesernpatan dan/atau penolakan terhadap masyarakat 

untuk berperanserta; 
b. terhaciap proses dan isi dari dokumen rencana, kelayakan lingkungan, 

kebijakan lingkungan: 
c. penerbitan izin Jingkungan; dan/ a tau 
d. tindakan pemerintah dan/ a tau penanggu ng jaw ab u saha kegiatan yang 

did uga berpotensi men irnbu I kan kerugian pad a lingkungan maupun 
masvarakai. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pad a ayat ('1), wajib ditanggapi, direspori, 
dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 

· keberatan yang diajukan olch. rnasyarakat. 
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disarnpaikan kepada 

rnasyarakat yang mengaj u kan keberatan secara 't.ertulis, jelas dan patu t. 



Paragraf 4 
Taha pan 

Pasal 127 

( l) Taha pan partisipasi rnasyarakat terd iri atas: 
a. pernberian informasi; 
b. konsultasi: 
c. akornodasi: dan 
d. kolaborasi. 

(2) Tahapan . partisipasi masyarakai dalarn pemberian informasi sebagairaana 
·. dimaksud pada ayat ( 1) huruf a· inlorrnasi rneriu njukkan adanya komunikasi 
satu a.rah dari yang instansi yang berwenang kcpada publik · · 

(J) Tahapan partisipasi rnasyarakat dalam konsultasi sebagaimana d imaksud pad a 
ayai (l) huruf b mcn unjukkan ;Hjanya kornunikasi dua avan aniara pihak yang 
berwcnang dengan masyarakat , 

('4) Tahapan partisipasi masyarakat dalnm akornodasi sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( l) h uruf c mcnunju kan adanya penyerapan clan pemuatan. 

(5) Tahapan partisipasl masyarakai dalam kolaborasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) h uruf d menu nju kan adanya kcscpahaman, kesepakatan dan sinergitas. 

1 

Paragraf 3 
Cara Partisipasi 

Pasal 126 

dalam perlindu ngan dan pengelolaan lingkungan hidup Partisipasi masyara.c.u 
· dilakukan secara: 
a. langsung; 
b: bebas; 
c. sukarela; 
d. bertanggung jawab. 

Pasal 125 

Dalam parusipasi masyarakat diperlukan adanya sarana yang meliputi: 
l. . akses pada 'informasi · 
2. pengkajian dan pemikiran 
3. pernyataan pendapat 
4. konsultusi publik berupa: 

a forum clengar pendapat pu I >li k; 
b toru m dialog publik; dan 
c forum kel uhan pu blik. 

5. pengaruh dalam proses pengambilan kcputusan 
6-. pcmantaua» dan cvaluasi . 

Paragraf 2 
Sarana Partisipasi 

b. adanya pengakuan clan penghormal.an bahwa masyarakat merupakan su bjek 
daiam penentuan pelaksanaan kebiiakan perlindungan dan pcngelolaan 

· Iingkungan hid up; . 
c. adanya sinergilas antara masyarakat, legislatif dan eksekutif sebagai penentu 

dan pelaksana kebijakan perlindu ngan clan pcngclolaan lingkungan hidup; 
d. adanya pcrnikiran untuk mcwujurlka» kepentingan bersama secara adil; 
C. adanya kesctaraan dan kepcrcavaan bersama an tara masyarakat, legislatif, dan 

eksekutif; 
f. prakarsa yang ocrasal dar: berbagai u nsur masyarakat. 



Pasal 130 

(1) Oalam rangka publikasi sistcrn inlormasi lingkurigan hidup, Kantor melakukan 
pengcrnbangan sisrem inior masi lingku ngan hid up. 

(2) Sistern informasi lingkungan hidu p sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada 
masyarakat 

(3) Sistem informasilingkungan hid up sebagaimana climaksud pada ayat (1), terdiri 
atas: 
a. status lingkungan hid up; 
b. peta rawan lingkungnn hid up; 
c. keragarnan karaktcr ckologis, 
d. sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal; -dan 
e. inforrnasi lingkungan hidup antara la.in, meliputi: 

1. peraturan pcrundang-u ndangan di bidang perlindu ngan dan pcngelolaan 
lingku ngan hidu p; 

2. kebijakan Perncrintah Dacrah di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hiclup; 

3. izin lingkungan; 
4. izin pengeloJaan limbah D3 untuk kegiatan penyirnparian sernentara dan 

pengelolaan limba.h 83 u ntuk kegiatan pengumpula.n limbah 83; 
5. izin pernbuangan air lirnbah kc sumber air; 
6. izin pernanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; 
7. penanganan pengad uan akibat c.l ugaan pencernaran dan I a tau peru sakan 

lingkungan hidu p; · . 
8. status rnutu air pada surnber air, status rnutu udara, dan status mu· .. u air 

laut.; 
9. kondisi tanah, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun; 
10. status kerusakan tanah, mangrove, terumbu karang, dan padanz lamun: 

BAB XI 
SISTEM INFORMASI LINGK.UNGAN HIDUP 

Paragraf 6 
Dokumentasi Proses Partisipasi 

Pasal 129 

( 1) Hasil partisipasi rnasyarakat wajib didokumentasika.n dan dikelola, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan cli bidang kearsipan. 

(21 Pendokumentasian sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) wajib disosialisasikan 
dan diperolch dengan mudah. 

~ 
' \ 

Paragraf 5 
Bentuk Partisipasi 

Pasal 128 

Partisipasi masyarakat dapat beru pa: . 
a melakukan identifikasi berbagai potensi dun masalah lingkungan hidu p; 
b. melakukan pendarnpingan d an advo kasi ; 
c. bantuan pcmikiran dan dana; 
d peningkat.an efe kt ivitas clan d1si{'.t1si ctalarn penggunaan sumber daya; 
e menjaga, mernelihara dan merungkatkan kelest arian fungsi lingkungan ; 
f. bantuan huku m, tek nik dan manajcmen perllndungan dan pengelolaan 

lingkunga.n hidup; dan 
g mengajukan laporan , pcngacluan, kcberatan dap gugatan. 



Pasal 135 

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal yang Kepui.u san 
Kela yak.an Lingku ngan f-l id u pnya ditcrbitkan o.leh Bupati waj ib me miliki lzin 
Lingkungan dari Bu pa ti. 

Bagian Kesatu 
Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau 

Kegiatan Wajib Anrdal 
Paragraf 1 

Umum 

BAB XII 
PERIZINAN 

Kctcn tuan tebih lanju: mcngen,11 sislcm i1lf<lnn:1:-;i lingkungan hidup diutu r ('alarn 
Pcratu ran Uupati. 

Pasal 134 

Pasal 133 

( 1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum 
dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang bcrhak 
mengajukan permohonan intorrnasi kepada pejabat pengelola data dan informasi 
di lingkungan Kantor. 

(2) Kantor dapat menolak perrnohonan inforrnasi lingkungan hid up sebagairnana 
dimaksud pada ayai ( l}, apabila icrmasuk jenis inforrnasi publik yang 
dikecualikan. 

_(3) Dalam hal inforrnasi lingkungan hid up yang di min ta tidak diberikan oleh Kantor, 
pemohon dapat mengajukan gugatan rnelalui penyelesaian .sengketa info"masi 
publik. 

l Kantor wajib melakukan: 
a. pemutakhiran data dan inlormasi lingkungan hidu p paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam setahun; dan 
b. koordinasi pemu takhiran data clan inforrnasi lingkungan hid.up dalarn jangka 

waktu tertentu. 

Pasal 132 

f- 
:(1) Untuk mengerqbangkan sistern inforrnasi lingkungan hid up, Kantor 

berkoordinasi dengan SKPD. 
(2) Koordinasi sebagairnana dimaksu d pada ayat ( 1) berupa perrnintaan dan 

k larifikasi inforrnasi lirigkungan hidup. 

Pasal 131 

11. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan 
pemulihan media lingkungan dan ekosistern; 

12. kcgiatan yang berpote nsi menimbulkan pencernaran air pada surnbe r air, 
udara, tanah, clan air la u t; . · 

13. kegiatan yang berpot cn si meriimbulkan kerusakan mangrove, terumbu 
karang, pa.dang lamun, ianan dan kars; dan · · 

14. Iaporan dan hasil evaluasi pernantauan kualitas air, udara, tanah, clan air 
laut; 

15. laporan dan hasil cvaluasi pemantauan tingkat kerusakan ekosistern 
mangrove, tcru mbu karang, padang lamun, kars, dan hutan; dan 

16. laporan hasil pelaksanaan pengawasan .ingkungan hid up. 



Par agraf 3 
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi 

Pasal 139 

{ 1) Setelah mcnerirna pcrmohorian izin lingl<u ngan sebagaimana d imaksud pad a 
pasal 138 ayat ( l), Kan tor mclaku kan pcmertksaan kelengkapan ad minis: vasi, 
yang lerdiri atas: 
a. kelengkapan adnunistrasi u s:1ha clan / al au k cgiatan wajib Amdal, melipuu: 

l. bukti formal bahwa rencana Ioka si u saha dan/atau kegiatan telah sesuai 
clengan rcncana tata ruung: 

2. bu kti formal bahwa jenis rencuna usaha darr/atau kegiatan secara prinsip 
dapat dilaksanakan; dan 

3. Landa bu kt i registrasi kornpeu-ns. bagi lembaga penyedia jasa pc nyu s. man 
dokurnen Arndal dan seri ifikasi kompetensi penyu sun Amdal. 

b. kele ngkapan adrninistrasi Ior rnu lir UKL-UPL, .antara lain: 
l. kesesuaian derigan tata ruang; 
2. diskripsi rinci rencana usaha dan/ atau kegiatan; 
3. dampak lingkungan hid up yang akan terjadi; 
4. program pengelolaan dan pernantauan lingkungan hid up; dan 
5. peta lokasi pengelolaan clan pernantauan lingkungan hidup 

Paragraf 2 
Permohonan Izin Llngkungan dan Penllaian RKL-RPL 

Pasal 138 

( 1) Pemrakarsa mengajukan perrnohonan Jzin Lingku ngan secara tertulis kepada 
Bupati. 

~ (2) Permohonan lzin Lingku ngan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
dalam satu permohorian dengan pcngajuan periilaian Andal dan RKL-RPL atau 
perneriksuan UKL-UPL 

(3) Permohonan Iz.in Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 11 uarus 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. dokumen Amclal atau UKL-U~L; 
b. dokume n pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan 
c. profil u saha dan/atau kegiatan. 

.. 

Pasal 137 

(.1) Bupati dapat melirnpahkan kewcnangan dalam menerbitkan lzin Lingki.ngan 
kepada Ke pala Kan tor. 

(2) Pelimpahan kcwcuarigan clalam rncncrbitkan lzin Lingkungan sebagai.nana 
dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 

Pasal 136 

( 1) Bupati dapat mcndelegasikan kcwenangan dalam menerbitkan Keputusan 
Kelayakan Lingk ungan Hid up dan Ke put u san Ketidaklayakan Lingkungan Hid up 
kepada Kepala Kantor. · 

(2) Pendelegasian kewenangan dalam pcnerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan 
.·. Hid up dan Kcputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagairnana 

dimaksud pada ayal. (1) clitetapkan de.ngan Keputusan Bupati. 

(2) lzin Lingkungan sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) rnerupakan persyaratan 
· · untuk mernperoleh izin Usaba dan/atau Kegiat.an. · 

(3.) Dalam haJ Izin Lingkungan dicabut, lzin Usaha dan/atau Kegiatan dibatalkan. 

" I 



Paragraf 4 
Pengumuman Permohonan Izi.n Lingkungan 

Pasal 140 

( l] Terhaclap permohonan lzin Lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 139 ayal. (2J huruf a, Bupati melakukan pengumuman 
melalui multimedia dan papan pengurnuman di lokasi Usaha dan Zatau Keg atan 

·paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak KA, konsep Andal dan RKL-RPL 
dinyatakan lengkap secara .idministras: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
139 ayat (3] atau paling lama '2 (clua) huri kcrja terhitung sejak Iormulir UKL .. 
UPL dinyatakan lcngkap secara adminurasi. 

(2) Masyarakat dupat mernbcrikan sara n , pendapat, clan tanggapan ternadap 
perigumuman sebagairnana dirnnk su d pacla ayat ( 1) rnelalui: 

.a. wakil masyarakat .yang terkena dampak dan Zatau organisasi masyarakat 
yang menjadi anggota Kornisi Pcnilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 
10 (sepuluh) hari kerja sejak diu murnkan permohonan izin 1ingkungan; atau 

b. Kcpala Kantor, dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja !,ejak 
diumu mkan permohcnan izi 11 lingku ngan bagi usaha dan/ atau keg .a tan 
UKL-UPL. 

(3) Pengumuma.n permohonan Izin Lingkungan dilakukan dengan menggur.akan 
bahasa lnclonesia yang baik dan benar, serta di.sampaikan dengan jelas dan 
mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. 

(4) Pengumuman permohonan lzin Lingkungan dapat .juga dituliskan 
terjemahannya dalam bahasa daeran atau lokal sesuai dengan lokasi dirnana 
pengumuman tersebut akan d ilaku kan. 

(5) Perigumu man permohorian lz in Lingkungan rnelalui multimedia sebagairnana 
dimaksud pada aya! ( l) dilakukan secara efektif dan efisicn yang dapat 
menjangkau masyarakat , anlara lain website. ' · . 

(6) Pengumuman permohonan lzin Lingkungan melalui papan pengurru, man 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) dilaku kan di lokasi rencana Usaha 
dan/atau Kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkeria dampak. 

(7) Pengumuman perrnohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimak sud pada ayal 
( l) mernuat. mlormasi mcngenai: 
a. narna dan alarnat pcrmchon lzin l.ingku ngan; 
b. jenis rencana Usaha dan z atau l(eg1atan; 
c. skala/besaran rencana Usaha da11/alau Kegiatan; 
d. lokasi rericana Usaha dan/c:l.t.au Keg1atan; dan 
e. informasi mengenai carc1 rnc11dapa1 kan KA ya11g telah clisetujui, konsep ,\nda.l 

Jan RKL- (~J>L, 1)eru pa: 
l. informasi mcngcnai rnas.vc1r·ak,H dapat: tnernperoteh KA yang telah diselujui, 

konsep Anda.l dan l<.KL-1<.PL yang diajukan untuk dil.akukan penilaian atas 
permohonan Izi.n Lingkungan; c!an/atau 

2. taulan (link) dol<umen KA yang telah disetujui, konsep Ar:idal daJt RKL-·RPL 
yarnz diLJnOLJh (rJn11m/nnrf\ nlPh 1'1'1~-:\/~lr'..ll,,-:i~' 

(2) Hasil perncriksaan kelengkapan administrasi scbagairnana dimaksud pada ayat 
( 1) dapat berupa: 
a. permohonan lzin Lingkungan dinyatakan lengkap; atau 
b. permohonan Izin Lingkungan dinyatakan tidak lengkap. 

('.?] Dalam hal permohonan lzin Lingkungan dinyatakan lengkap sebagairnana 
! dimaksuc\ pada ayat (2) huruf a, Bupati memberikan pernyataan tertulis 

mengenai kelengkapan adrninistrasi kcpada pcmohon, 
(4) Dalam hal pcrmohonan lzin t.ingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaunana 

dimaksud pada ayat (2] nu ruf b, Bupati mengembalikan -permohonar. lzin 
Lingkungan kepada pemohon. 



Paragraf 6 
Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan 

Lingkungan Hidup, dan/atau 
I i izin lingku ngau 

Pasal 142 

('i) Bu pati menerbitkan kcpu tusan Kclayakan L-ingkungan Hid up atau kepuiusan 
Ketidaklayakan Lingkungan Hid up, dan/atau keputusan Izin _Lingkungan dalam 
jangka waktu 10 (sepu luh] hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi 
Kelayakan Lingk u ngan Hid up ~1 tau rekomendasi Ketidaklayakan l.ingku ngan 
Hid up dari Ket ua KPAD se bagaimana dimaksud dalam Pasal 141 avat (2). 

(2) Dalam kepu tu san Kelayakan Lingl<Ungan H idu I) sebagaimana dirnaksu d pad a 
ayat ( 1) paling sedikit mernuat: 
a. lingkup rencana Usaha dan/alau Kegiatan: 
b. ringkasan dampak yang dipcrkirakan timbul; 
c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh 

Pemrakarsa dan pihak lain; 
d. pernyataan pcnctapan Kelayakan Lingkunga'n Hidup; 
e. jumlah dan jenis lz in PPlXJ yang diperlukan; dan 
I. tanggal penetapan kcputu san Kclayakan Lingkungan Hidup. 

(3) Dalam keputusan Keudakiayakun Lirigkungan Hidup sebagairnana dirnaksud 
pada ayat ( l) paling scdikit me muat: 
a. Jingkup rencana Usaha dan z atau K<'giatan; 
b. ringkasan dampak yang d ipe rkuakan tirn bu I; 
c. rencana pengelolaan dan pemantauan darnpak yang akan d ilaku kan oleh 

Pernr akarsa dan pihak lain; 
cl. pernyat.aan pcnctapan Kcudaklavak an Lingku ngan Hid up; 
e. dasar pertirnbangan Ketiduklayakan Lingkungan Hidup; dan 
f l~nOU::1l nPnPt'.lll'.~n l.(pn11r1J<.:01) ((p~1rJ,.1l;]•..)'1'~!/r:in] 11-..11lr11nrT"n U;,~11n 

Paragraf 5 
Penilaian Dokumen Anda!' dan RPL-RPL, 

dan Rekomendasi Hasil Penilaian Akhir Dokumen Aridal 
dan RKL-RPL 

Pasal 141 

(1) Setelah pengu muman permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksu d 
dalam Pasal 140 ayat (l J dan ayat (2), Bu pati menugaskan kepada KPAD untuk 
mclakukan pcn ilaian dokurnen AndaJ dan RKL-RPL. · 

(2) Berdasarkan pcnilaian doku rnen Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud 
pada ay.u ( l l, Ketua KPAD merekomendasikan kepada Bupati u ntu k 
menerbitkan Kepu tu san Kelayakan Lingkungan Hid up atau Keputusan 
Ketidaklayakan Lingkurigan Hid u p. · 

(3) Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau 
· periilaian akhir doku men AndaJ dan RKL-RPL dari KPAD dilakukan dalam jangka 

waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kerja \.erhitung sejak KA, konsep Andal clan 
l~K!J-l~PI, dinyatakun !cngkap st>c:-tra ad ministra si sebagaimana dimaksud d alam 
Vasa! 139 ayat (3]. 

I 

r. tanggal pengurnuman rnulai dipasang dan oatas waktu ·pemberlan saran, 
pendupat, dan tanggapan dari masynrakat: 

g. nama dan alamat penerrma saran, pendapat dan tanggapan cla.ri warga 
masyarakat; cl an 

h. narna dan alaniat wakil masvarakut clan organisasi llngkungan hidup yang 
akan duduk sebagai anggota KPAD. 



Paragraf 8 
Perubahan Izin Lingkungan 

Pasal 144 

(1). Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan pe rmobonan 
perubahan Izin Lingkungan kepada Bupati, apabila Usaha dan/atau Keg.atan 
yang tclah memperoleh lzin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan 
Of-'rl I h::i h;~ n 

Paragraf 7 
Ilengumuman Keputusan Izin Lingkungan 
i 

Pasal 143 

(1) Bupati rnengumumkan kepu tusan Izin Lingkungan yang Lelah cliterbitka.n 
melalui media massa dan/a\.au multimedia, antara lain situs internet yang 
secara efektif dan efisicn dapat menjangkau masyarakat. 

(2) Pengu mu man kepu tusan Izin Lingk u ngan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan daJam jangka \.V,Jl, 1 u 5 (I ima] nar: kerja sejak di terbitkan izin 
lingkungan. 

(3] Dalam hal terjadi keberatan terhadap keputusan lzin Lingkungan yang telah 
diterbitkan, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan lzin 
Lingkungan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 

(4) Dalam keputusan lzin Lingku ngan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
sedikit mernuat: 
a.: dasar diterbitkannya lzin Lingkurigan, berupa Keputusan Kelayakan 

Lingkungan H idu p; 
b. idcruitas perncgang lzin i.ingkungan sesuai dengan akta notaris, yang 

mcliput i: 
1. narna U saha don/ a Lau Kegiata n ; 
2. jenis Usah a dan/atau Kcgiatan; 
3. narna penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan clan jabatan ; 
4. alamat kant or; clan 
5. lo kasi kegi a Lan 

c. deskripsi rcricana u saha don/al.au kcgiatun yang akan dilakukan; 
d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, rnclipu ti: 

l. persyaratan yang lercantum dalarn RKL-l(Pl,; 
2. rnemperoleh Izin PPLH yang diperlu kan ; clan 
3. persyaratan Jain yang ditetapkan oJeh Bupati untuk kepentingan 

perlindunga.n. dan pengelolaan lingkunga.n hidup. 
· e. kewajiban pemcgcrng Izin l.ingku ngan, meliputi: · 

l. mcrnenu hi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan ridup 
dan Zatau kriteria baku keru sakan lingkungan hidup yang Lercantum 
dalarn RKL-J<Pl, dan diarur daiam peraturan perundang-undangan: 

2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewaji ban yang 
dimuat dalam lzin Lingkungan selama 6 {enam) bulan sekali; 

3. mengajukan perrnohonan perubahan . lzin Lingkungan aprbila 
direncanakan untuk dilakukan pcrubahan ·terhadap · deskripsi rencana 
Usaha dan/at.au Kegiatannya; dan 

4. kewajiban lain yang d itetapkan Bupati berdasarkan kepent.ngan 
pclcstarian iungsi lingk u ngan hid up. 

f. masa berlaku nya lzin Lingku ngan yang rncnjclaskan berlaku selarna U saha 
dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan alas Usaha 
dan/ a tau Kegiatan yang ber sangku tan 

· g. perietapan mulai berlakunya lzin t.ingku ngan. 



Pasal 147 

(1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang rekomendasi UKL-UPLnya 
.diterbitkan oJeh Bupat.i wajib merniliki Izin Lingkungan dari Bupati. 

Paragraf 9 
Masa Berlakunya Izin Lingkungan 

Pasal 146 

Masa berlakunya lzin Lingkungan sarna dengan berlakunya Izin Usaha dan/ atau 
Kegiatan. 

Bagian Kedua 
lzin Lingkungan:Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 145 

( 1) Sebelum mengajukan perrnohonan peru bahan lzin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud daiam Pasal 17 i ayat (2) huruf c, hu ruf d, dan huruf e, penanggung 
jawab Usaha dan z atau kegiatan wajib rnengajukan perrnohonan peru bahan 
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidu p. . · 

(2) Pengajuan permohonan peru bah an Kepu tusan Kelayakan Lingkungan Hid up 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaku kan melalui: 

. a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau 
b. penyarnpaian dan penilaian tcrhudap adendum Andal dan RKL-RPL. 

(3). Penerbitan pe rubahan kepu tusan Izin t.ingkungan dilakukan setelah peneruitan 
perubahan kcputu.san Kelayal<an Lingk ungan Hiclup. · 

(4). Pengajuan pcrmohorian peru bahan kqrntusan Kelayakan l.ingkungan 11idup 
dilakukan sesuai proscdur. 

(2). Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
melipu ti: 
a. peru bahan kepemilikan Usaha dan/ atau Kegiatan; 
b. perubahan pengelolaan dan pemantauan Iingkungan hidup; 
c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, 'dengan kriteria: 

1. peru bahan dalarn penggu naan alat-alat produksi yang berpe.ngaruh 
terhadap lingkungan hid up; 

2. penarnbahan kapasitas produ k si; 
3. perubahan spesifikasi tekrus yang mernperigaruhi lingkungan hid up; 
4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; 
5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; 
6. perubahan wakt u atau durasi operasi Usaha danyatauKegiatan; 
7. Usaha dan/atau Kcgiatan di dalam kawasan yang belurn tercakup di duam 

lzin Lingkungan: 
8. terjaclinva pcrubahan kelnjakan pernerintah yang ditujukan dalnm rangka 

perungkai an perlindungan clan pengclolaan lingkungan hid up; dan /atau 
9. terjadi perubahan ltngkungan nidu p yang sangat mendasar c:..1<.ibat 

peristiwa alam atau karena akibat lain, scbelurn dan pada waktu Usaha 
dan/alau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 

d. terdapat perubanan dampak darr/utau risrko terhadap Iingku ngan hidup 
berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit 
lingk u ngan hid up yang diwajibkan; dan / a tau 

e. tidak dilaksanakannya rcncana Usaha dan/alau Kegiatan dalarn jangka 
waktu 3 (tiga) tahu n scjak ditcrbitkan nya Izin Lingkungan. 



Paragraf 3 
Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi 

PermohonanIain Lingkungan dan Pem~iksaan UKL-UPL 

Pas al 151 · 

( 1) Sete!ah meneruna perrnohonan 1,:-;in Lingku11gan dan perneriksaan UKL··UPL 
sebagaimana dimaksud dalarn [Jasal 1 SO, Bu pati melakukan uji ad ministrasi 
permohonan lzin l.ingku ngan clan pcmcriksaan UKL-UPL yang terdiri atas: 
a. kescsuaian dengan tata ruang; 
b. diskripsi rinc:i rericana Usaha dan z arau Kegiatan: 
c. dampak lingkungan hid up yang akan terjad i; 
d. program perigelolaan dan peman tau an lingk u ngan hid up; dan 
e. peta lokasi pengelolaan dun pcmnntuuun lingku ngan hidup. 

(2) Hasil pcrncrik sa: 11 kclcngkauau administ rasi scbagaimana dirnaksud padt= ayat 
( 1) berupa: 
a. perrnohonan lzin l.ingkungan dan perncriksaan UKL-UPL dinyatakan lengkap; 

a tau 
b. permohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan UKL-U PL. dinyatakan tidak 

lengap. 
(3) Dalam hal perrnohonan lzin l.ingku ngan dan perneriksaan U KL-UPL dinyatakan 

lengkap seuagaimana dimak sud pad a ayat (2) h uruf a> Bupati mernberikan 
pernyataan tertu lis mengenai kelengkapan adrninistrasi permohonan lzin 
l.inzkunzan dan oerneriksaan formulir UKL-UPL kenada oemohon. 

(1) Pemrakarsa rncngajukan pcrmohona.n Izin Lingkungan secara tertulis kcpada 
Bupati. 

(2) Permohona.n lzin Lingkungan scbagaimana drrnaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam satu permohonan derigan pengajuan perneriksaan UKL-UPL. 

(3)· Permohonan lzin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 
dilengkapi dengan persyaratan: 
a. formulir UKL-UPL; 
b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan 
c. profiJ U saha dan / ata u Kegiatan. 

Pasal 150 
I f• 

t 

Par agr af 2 
Permohonan Izin Lingkungan 

dan Pemeriksaart UKL-UPL 

Pasal 149 

( 1) Bupati dapat rnelimpahkan kcweriangan dalam menerbitkan Izin Lingku ngan 
kepada Kepala Kantor. 

(2) Pelirnpahan kewenangan dalam merierbitkan lzin Lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) ditctapkan dcngan Keputusan Bu pati. 

(2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan persyaratan 
untuk rnemperokh izin Usaha dan/atau Kcgiatan. 

\3) Dalam hal lzin Lingkungan dicauu 1, lzin Usaha clan/ atau Kegiatan dibatalkan. 

Pasal 148 

( ll Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi 
UKL-UPL kepada Kepaia Kantor. · 

(2) Pendelegasian kewenangan clalam menerbitkan rekornendasi UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud pada ayati l] ditetapkan: dengan Keputusan Bupati. 

t 



Pasal 153 

(1) Selelah mcnguruumkan permohonan Izi n Lingkungan sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 152, 13upati mel.ikukan perncriksaan lormulir UKL-UPL. 

(2) Berdasarkan perncrik saan forrnulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 
( ~ ), Bupati menerbitkan: 

Paragraf 5 
Pemeriksaan Formulir UKL-UPL, Re korne ndaui UKL-UPL dan-Keputusan Iz in 

Lingkungan 

Paragraf 4 
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan 

Pasal 152 

(1) Bupati mengumumkan permohonan lzin Lingkungan rnelalui multimedia dan 
papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari 
kerja terhitung scjak perrnohonan lzin Lingkungan dan pemeriksaan formulir 
UKL-UPL dinyatakan lengkap secara ad minitrasi sebagalmana dimak su d dalam 
PasaJ 15 l ayat (3). 

(2) Masyarakat dapat mern berikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam jangka 
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diurnumkan perrnohonar lzin 
'Lingkungan, · 

(3) Pengumuman permohonan lzin Lingku ngan dilakukan dengan menggun.ikan 
banasa Indonesia yang baik dun L>ernJJ·1 disampaikan dengan jclas dan rnudan 
dirncngerti oleh scl u ru h Iapisan masyarakat 

(4) 'Pcngumu man permohonan lzin Liugkuugan dapat pula dituliskan 
terjernahannya dalam bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi 
dimana pengumuman terscbu t akan d ilaku kan. 

(5) Pengurnuman permohonan lzin Lingkungan mclalui multimedia sebagairnana 
d imaksucl pad a ayat ( 1) d ilak u kan sccara elcktif clan efisien yang c.apat 
menjangkau masyarakat 

(6) Pengumuman permohorian l%in t.ingk u ngan melalui papan pengumuman 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) d ilak u kan di lokasi rencana usaha 
clan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang terkena 
dampak 

(7) Pengumuman perrnohonan lzin Lingkungan mernuat inforrnasi mengenai: 
a. nama dan alamat pcrmohonan izin Iingkungan; 

' b. jenis rencana Usaha dan /atau Kcgiatan; 
c. skaJa/ besaran clari rericana U saha <Jan/ a tau Kegiatan; 
ct. lokasi rencana Usaha dany atau Kegiatan; dan 
e. inforrnasi mengcnai cara mendapatkan Iorrnulir UKL-UPL yang telah diisi oleh 

pemohon, berupa: 
l. inforrnasi mengenai rnasyarakat dapat: memperoleh formuJir UKL-UPL yang 

telah diisi olch pcrnraka rsa; dan 
2. taut an (link) formulir UKL-UPL yang dapat diunduh [down.load) oleh 

masyarakat 
f. tanggal pengumuman mulai dipasang clan batas waktu pemberian saran) 

pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; clan 
g. narna dan alamat pcrieruna saran, pendapat dan tanggapan dari warga 

masyarakat, 

(4) Dalam hal perrnohonan lzin Lingkungan clan pemeriksaan UKL-UPL dinyatakan 
tidak lengkap scbagairnana dirnaksud pada ayat (2] huruf b, Bu pati 
mengernbalikan perrnohonan lzin Lingku ngan dan pemeriksaan UKL-UPL kepada 
pemohon. 



PasaJ 154 

( l) Perneriksaan form ulir U KL-U fJl,, penerbitan rekornendasi persetujuan U KL-UPL 
a tau penerbitan rekornend as: pcnolakan UK I,·· U PL, dan perierbitan kepu .usan 
lzin Lingkungan dilak ukan dalarn jangka wakiu 14 (empat belas) hari kerja 
tcrhitu ng scjak pen no hon an Izin I .ingk u ngan cl c:U1 pemeriksaan Iormulir ,JKL­ 
U PL dinyatakan. lcngkap serara admin ist rasi sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 153 ayat (3). 

(2) Penerbitan rckornendasi persctuj uan U l(L--U PL sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1) paling scdikit mcmu ar: 
EL lingkup rencana Usaha dan / atau Kcgiatan: 
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul: 
c. u pay a pe ngelolaan clan pe rrian tau an dampakyang akan dilakukan o le h 

pem rakarsa d an pihak lain; 
d. pernyataan persetujuan UKL· UPL; 
e. dasar pertimbangan persetuan U l(L-UPL; 
f. jumlah da.n jenis lzin PPLH yang dipcrlukan; dan 
g. tanggap penetapan rekomerulasi UKL-UPLJ. 

(3) Penerbitan rekornendasi periolakan UKL-LJF>L sebagaimana dirnaksud pads ayat 
( 1) paling sed ikit mernuat: · 
a. 1ingkup rencaria Usaha da.n/atau Kcgiatan; , 
b. ringkasan darn pak yang dipe rkirakan tirn bu l; . 
c. upaya pengelolaan dan pernantauan darnpak yang akan dilakukan oleh 

pemrakarsa dan pihak lain; 
d. pernyaiaan periolakan UKL-UPL; 
e. dasar pertimbangan penolakan U KL-U [JL; dun 
f. ta.nggaJ perietapan rckorne: idasi pcnolakan U KL,-U J)L. 

(4) Penerbitan lzin Lingkungan scbagaimana dimak sud pada ayat ( 1) paling sedikit 
mernuat: 
a. dasar diterbitkan nya lzin Lingkungau, bcru pa rekomendasi persetuj uan U KL­ 

UPL; 

a. rekomendasi persetujuan UKL-Ul.JL clan lzin Lingkungan, jika rencana Usaha 
dan/ atau Kegiatan dinyatakan disetuju i; dan 

b. rekomendasi penolakan UKL,-UPL, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan 
dinyatakan tidak disetujui 

(3) Rekomendasi persetujuan UKL··U!)L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a paling sedikit mernuat: 
a. lingkup rencana Usaha dai 1 / a Lau Kcgiatan; 
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 
c. upaya pengelolaan ctan pernantauan darnpak yang akan dilakukan o1eh 

pernrakarsa dan pihak lain; 
d. pernyataan persctujuan U KL-U PL; 
e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL; 

· f. jumlah clan jenis lzin PPLH yang diper lu kan ; dan 
g. tanggal penetapan rekomendasi UKL--UPL. 

(4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
paling sedikit memuat: · 
a. lingkup rencana Usaha dcm/al.au Kcgiatan , 
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul; 
c. upaya perigelolaan clan pernantauan d8.111pak yang akan clilakukan oleh 

pemrakarsa dan pihak Lain; 
d. pernyataan penolakan U KL-U PlJ; . 
c. dasar pertirnbangan penolakan UKL-UPL; dan 
I. tanggal penctapan rekorncndasi pebolakan U KL-UPL. 



Pasal 163 

( 1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16'.?. huruf a 
adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatau sanaan 
sebagai dasar pcngajuan izin lingkungan yang dituangkan dalam foruiulir 
per mo hon an izin lingku ngan 

(2J Forrnulir pcrmohonan izin lingkurigan sebagaimana dirnaksud pacla ayat 
. { 1) paling sedikit memuat: 
a. nama penanggung jawab u saha/ kegiatan; 
b. narna peru sahaan; 
c. alarnat perusahaan; 
d. bidang usaha/ kegiaLan; 
(·' Ink ::1." i k e oi ~-, t :-1 q · 

Par agraf 4 
Persyaratan Izin Lingkungan 

Pasal 162 

lzin lingkungan tingkat Kabupatr:n dibcrikan setclah rnemenuhi pcrsyaratan yang 
meliputi: 
a. persyaratan adrninistrasi: 
IJ. persyaratan yu ridi s; clan 
c. persyaratan te krus. 

Tugas clan wewernrng pcmberi izrn lingkungan melipu ri: 
a. merurnu skan kebijakan te kn is dun manajerial penyelenggaraan perizinan 

berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah in.; 
b. · melaksanakan pelayanan pcrizinan; · 
c. · melakukan koordinasi dengan instansi terkait; 
d. rneiakukan pengkajlan clan penciit ian yang berkenaan dengan 'perke mbangan 

kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Bupati; 
e. men cant um kewajiban rencan~ pcngclolaan dan rencana pernan Utuan 

Iingkungan yang tcrcantum dulam dokumen Amdal 'atau UKL-.UPL ke dalam izin 
lingkungan; · 

f. .. mengelola informasi yang berkai tan dengan izin lingkungan; 
g. melakukan perneriksaan, pengujian dan periilaian persyaratan yang diajukan 

oleh pemohon izin: 
h. menerbitkan izin sesuai dengan ketcntuan ~)en:1turan Daerah ini; 
1. melakukan pengawasa.n; 
J. rnengenakan sanksi ad minisuasi I erhadap pelanggaran izin ; 
k. melakukan sosialisasi kcbijakan dan peraturar, pe.rundang-undangan te.rkait 

perizinan; 
i'. melaku kan penyuluhan clan pcnvadaran rnasyarakat ten tang pcntingnya 

pengurusan izin; dan 
m. mengelola oengaduan rnasyarakat 

t 
Pasal 161 

Paragraf 3 
Kewenangan dan Tugas Pemberian Izdn Lingkungan 

Pasal 160 

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalarn menerbitkan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hid up dan 
izin lingkungan kepada Kepala Kantor sesuai dengan peraturan pcrunclang­ 
undangan. 

b .. UKL-UPL. 



Pasal 167 

(1) lzin lingkungan wajib diterbukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak pcrsvararan cloku men di nva: akan lcllgkap. 

(2) Dalam hat pemberi izin Jingku nga11 melampui batas waktu pcnerbitan izrn 
yang ditcntukan se bagairnana dirnaksud pad a ayat ( 1), permohonan izin 

lingkungan dianggap ditolak. 
(3) Dalam hal izin lingkungan dianggap ditolak scbagaimana dimaksud pada ayat 

(2), maka pemohon izin lingku ngan d apat: 
a. me ngajukan keberaran kepada pejnbat pcmbcri izin lingkungan; 
b. mengaj u kan u paya banding adrn inist ratif kepada atasan yang berwr.nang 

apabila datam wakt.u 30 (ti~a pulu h] hari ·kerja, u paya keberatan pemohon 
sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau 

Pasal 166 

[ 1) Persyaratan teknis scbagaimana dirnaksud dalam Pasal 162 huruf c adalah 
persyaratan yang men unjang kegiaran di iapungan. 

(2) Persyaratan teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
.a. jenis, sifat dan karakterist.ik produksi; · · 
b. jurnlah , kualitas clan karakicristik limbah yang dihasilkan; 
c. penggunaan mesin ·, 
·d. alat u ku r; 
e. sarana prasaraiia pcngolahan dan pernbuangan limbah; 
f. sistcrn tanggap darurat; d a n 
g. kerersediaan sarans dan prasararia tekhnis lainnya sesuai dengan 

peraturan peruridang- undangan. 

Pas al 165 

Dalam hal izin lingkungan tanpa disertai Amdal atau UKL-UPL dinyatakan oatal 
demi hukum. 

Pasal 164 

( 1) Persyaratan yuric!is sebagaimaua d imaksud dalam Pasal 162 huruf b aclalah 
persyaratan yang diperlu kan dularn pc menu han aspek keabsahan unt uk suatu 
usaha/ kegiatan. · 

. _(2) Persyaratan yurldis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling kurang 
memuat: 
a. akta pendirian; 
b. kartu tanda pedud u k ata u dokumen idcnt.itas lainnya; 
c. rekomendasi; 
c.l. Kepu tusan Kelayakan Lingku ngan Hid up atau Rekornendasi Kelayakan U KL- 

. t UPL; 
·e. izin-izin lain yang terkait; 
I. pernyataan tertulis t idak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; 

dan 
g. dokurnen hu kum lainnya scsu ai dcngan peruturan perundang-undangan. 

f. nomor telcpon perusahaan; 
g. wakil perusahaan yang clapat dihubungi; dan · . 

. h. data dan inforrnasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perunclang­ 
undangan. 



( l ] Bupati scsuai dengan kcwcnangannya wajib rnenolak permohonan izin 
lln~kungan dalam hal: 
a. adanya surat kcputusan ketidaklayakan lingkungan hidup atau 

~ rekomendasi ketidaktayakan UKL-UPL; 
b. permohonan izin tidak ditcngkup: dengan Arndal atau UKL-UPL; atau 
c. tidak dilengkapi dengan analisis risiko lingkungan hidup. 

(2) Dal8111 ha! izin lingkungan diiolak sebagaimana dirnaksud · pada ayat ( l ), 
penanggung jawab u saha dan/atau kegiatan tidak dapat mengajukan izin 
u saha clan/atau kegiatan. 

Paragraf 6 
Penolakan Pemberian lzin Lingkungan 

Pasal 172 

Tata cam. pcngumu mun, pembe ri.m masukan , tauggapan dan/atau keberatan 
masyarakat cliatur lebih lanjut datum Pcrat u run Bupati 

Pasal 171 

Pasal 170 

(1] Dalam hal persyaratan permohonan izin telah dinyatakan lengkap sesuai dengan 
peraruran perundang-undangan . oleh pemberi izin, pember.i izin wajib 
menerbitkan izin lingku ngan. 

(2) Keputusan izin lingkungan yang tclah merncnuhi persyaratan sebagaimana 
·¢imaksud pada ayat ( 1), pemberi izin wajib mengumumkan kepada masyarakat. 

Pasal 169 

( l) Dalam hal semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan ' telah dipenuhi oleh pernohon izin lingku ngan , pernberi 
lzin lingkungan waiib mengumurnkan kepada masyarakat untuk mendapatkan 
masukan, ianggapan dan/atau keberatan masyarakat terhadap izin lingkungan 

t yang akan diterbitkan. 
(2) Masukan, tanggapan d.an/atau kcberatan masyarakat sebagaimana .Iimaksud 

pada ayat (1) wajib dit indak lanjuti olch pemberi izin lingkungan. 
(J) Pelaksanaan dan hasil tindak lanjut sebagairnana dimaksucl .pada ayat (2) 

wajib diberitahukan kepada rnasyarakat yang memberikan rnasukan, tanggapan 
dan/atau keberatan. 

c. rnengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana 
dimaksud pada huruf b ditolak. 

Paragraf 5 
Pengumuman. 

Pasal 168 

. (l) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib rnengumumkan kepada rnasyarakat 
terhadap permohonan clan kepu tu san izin Jingkungan. 

(2) Perigumuman kepada rnasyarakat sebagairnana dimaksud pada aya t ( l) 
dimaksudkan untuk memenuhi prin sip keterbukaan, t.ransparansi, aksesibilitas, 

· partisipasi dan akuntabilitas. 
t3'J Pengumuman sebagairnaria dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang 

mudah diketahui 9leh rnasyarakut. 



Paragraf 9 
Kewajiban Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan 

Pasal 175 

Penanggung Jaw ab usaha dan/ atau l<cgia tan mernpu nyai kewaji ban: 
a; menaati peraturan perundang-undangan, pcrsyaratan yang tercanturn c!alam 

izin, pedoman kerja, dan ketem uan-kctcntu an lainnya: 
b. rnemberikan kcsernparan kepuda pejabat pcngawas lingkungan hiclup atau 

pejabat lain nya yang ditugaskan un Luk melakukan pemer iksaan; 
c. melaku kan evaluasi internal terhad.ip kirierja pcngclolaan lingkungan hidup 

secara berkala dan sewaktu wak: u; 
d. -mendokurnentasikan kegiatan pcrlind urigan dan pcrigelolaan lingkungan h idu p; 
e. melakukan tindakan-t iridakan yang bertujuan mencegah atau memperkccil 

kerusakan dan/atau pencernaran; 
f. · melaporkan kepada pejabat pcm beri izrn lingkungan apabila te rjadi 

pencemaran dan/atau kerusakan Jingkungan; 

Paragraf 8 
Perubahan Izin Lingkungan 

Pasal 174 

(1) lzin lingkungan ber laku scpanjang u saha clan/atau kegiat:annya tidak 
mengaJarn i peru bah an. 

(2) Penanggung jawab u saha dany atau kegiatan wajib melakukan perubahan izin 
lingkungan apabila: 
a. adanya pcrubahah dalam penggunaan alat-alat produksi yang 

berpengaruh · tcrhad ap lingkungan hidup; 
b. penarnbahan kapasitas produksi; 

I 

c. peru bah an spesifikasi tekruk yang mem pengaru hi lingku ngan; 
d. peru bah an saran a usaha; 
e. perluasan lahan dan bangunan usaha; 

. f. perubahan waktu a tau durasi operasi usana; dan/atau 
g. terjadinya kcbijakan pemcrintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan 

perlindungan dan pcngelolaan lingkungan hiclup. 
(3) Dalam haJ terjadi perubahan izin lingk ungan scbagairnana dimaksud pada ayat 

(2), penanggu ng jawab usaha dan z atau kegiatan: 
a. wajib segcra merigajukan pcrrnohonan perubahan terhadap izin yang sudah 

diterbitkan ; Jan 
b. tidak boleh mengoperasikan usaha dan/atau kegiatan sebelurn diterbitkan 

izin pe ru bahan 

Paragraf 7 
Pembatalan Izin Lingknngan 

Pasal 173 

Izin lingkungan dapat dibatalkan dalam hal: 
a . per syaratan yang d iajukan dalam permohonan izrn mcngandung cacat 

hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau 
pernalsuan data; dokumen, dan/atau informasi; 

b. penerbitannya tan pa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam 
keputusan komisi 1.entang kelayakan lingkungan hidup atau rekornendasi UKL- 
UPL; dan/atau . 

c. kewajiban yang ditetapkan dalarn dokurnen Amdal atau. UKL-U!_)L .idak 
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha clan/ atau kegiatan. 



Pasal 179 

( l) Penanggung jawab usaha dun / al au kcgia1 an yang melakukan pe lariggaran 
terhadap peratu ran pcru ndang-u ndarigan di bidang lingkungr.n hie! up u tau 
pcrsyara Lan perizin an, dapa l cl ikena k2U1 san ksi ad rninistratif pencabu Lan izin 
lingkungan. 

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabu t sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan oleh pemberi izin usaha danv atau 
kegiatan. 

Paragraf 12 
Ket er kaitan Iz in Lingkuugan dengan 

lzin Usaha dan/ a tau Kegiatan 

Pasal 178 

(1) Izin lingkungan merupakan prasyarat untuk rncrnperoleh izin u saha dan z atau 
kegiatan. 

('.2) Dalam hal izin usaha cJan/atau kegiatan ditcrbitkan tanpa dilengkapi dcngan 
izin lingku ngan, izin usaha dan / atau kegiatannya dinyatakan bataJ demi 
hukum oerdasarkan Pcraturan Dae rah ini. 

1 (6) 

( 1) Da1am peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta 
masyarakat. 

(2) Peran sorta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diwujudkan 
d alarn hen Luk kerjasama dan pcngawasan masyarakat 

(3) Masyarakat bcrhak mcndapatkan ak scs inforrnasi dan akses partisipasi pada 
setiap tahapan clan waktu chi.lam penyeleng,garaan perizinan 

(4) Akses informasi sebagaimana d irnak sud pada ayat (3) mellpu ti: 
a. tahapan clan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; 

dan . 
b. rencana kcgiatan darr/utau u saha clan perkiraan dampaknya 

terhadap lingku ngan clan masyarakat. 
Akses parnsipasl scbagaimana climaksud pada ayat [3) melipu ti 
pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau 
kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha. 
Ketent uan pcrigaju an pengacl uan a tas ke beratan a tau pelanggaran dan/ atau 
kerugian sebagaimaria dirnaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan 
perunclang-u ndanga.n. 

(SJ· 

Paragraf 11 , 
Peran Serta Masyarakat dalam Perizinan Lingkungan 

Pasal 177 

Paragraf 10 · 
I 

Standar Pelayanan Perizinan 

Pasal 176 

( l) Pernberi izin wajib menyusun I mcnetapkan dun menerapkan stundar 
pelayanan perizinan lingkungan. 

[2) Standar pelayanan perizinan sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai 
dengan perat uran pcrundang-unrlangan di biclang pelayanan publik. 

g. memberikan laporan kepada pejabat pemberi izin lingku ngan mengenai 
peman tau an terhadap kelestarian lingkungan; dan 

h. bertanggung jawab atas kcrugian yang timbul akibat kerusakan dan/atau 
. · pencemaran lingkungan. 



z (1) Kantor metakukan pernbinaan kepada: 
a. o unia usaha; clan 
b. masyarakat 
dalarn perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(2)· Pernbinaan kepada du nia u saha dan masyarakat dalarn PPLH sebagai.nana 
dirnaksud pada ayat ( l) huruf a dun h u r uf ban tarn lain meialui: 
a. ban tuan teknis; 
b. bimbingan tcknis: . 
c. diserninasi perat uran perund.ang-undangan di bidang PPLH; dan/atau 
d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH; 

(3) Ketentuan lebih lanjut. mengenai pernbinaan dalam perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hid up diatu r dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 182 

BAB XIII 
PEMBINAAN 

Pasal 181 

(1) _lzin PPLJ-1 yang ditcrbitkan oleh Bupati meliputi: 
a. izin pengelolaan lirnbah B3 untuk kcgiatan penyimpanan sernentara Lirabah 

83; 
b. izin pengelolaan limbah 83 u ntu k kegiatan pengumpulan limbah 83 skala 

kabupaten; 
c. izin pembuangan air limbah kc sumbcr air; dan 

·ct. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; 
(2) Bupati dalarn rnenerbitkan 1z111 sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) 

didelegasikan kepada Kepala Kantor 
(3) Ketcntu an lebih, 'anjut 111cngG1ili 1.ata cara . perizinan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf c dan huruf cl diatu r de ngan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Izin. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Pasal 180 

Dalam hal izin lingkungan dicabui, maka pcmohon izin lingkungan dapat: 
a.' merigajukan kcberatan kepada pejabat pernberi izin lingkungan; 
b. merigajukan upaya banding adrninist ratif ·kepada atasan yang berwcnang 

apabila oalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pcrnohon 
· sebagaimana dimaksud pada hu ruf a ditolak; atau 

c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam wakt u 30 
(tiga puluh] hart kcrja upava banding administratif pernohon sebagaimana 
dirnaksud pada h uruf b clitolak. 

(3) Apabila dalam waktu 90 (sernbilan puluh) hari kerja pemberi izin usaha 
dan/atau kegiatan tidak mclaku kan pcmbatalan izin usaha dan Zatau kegiatan, 
u saha dan/ atau kegiatannya diriyatakan tidak sah. · 

(4) Usaha dan/atau kcgiatan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), tetapi masih ueroperasi ciapat dikenakan sanksi sesuai 
peraturan perundang-undangan. 



Bagian Ked ua 
Pelaksanaan Pengawasan 

Pasal 185 

( 1) Bu pati melaksanakan pcngawasan tcrhadnp kctaatan penanggungjawnb usaha 
dan/atau kegiatan al.as ketenluc:111 yang ditetapkan dalarn: 
a. izin lingkungan yang diterbit kan olch L3u pati; 
b. izin f>f>LJ-1 yang diterbitkan olch F:3upa1i; dan 
c. pcrat uran pcrundang-undangan di bidang perhndungan dan pengelolaan 

lingku ngan hid u [). . 1 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( J.], Bupati 
·dapat: · 
a. rnendelcgasikan kcpada Kcpala Kantor; dan 

c. rneningkatkan ketaat.an penanggung jawab u saha dan Zatau. kegiatan untuk 
memenuhi kewajiban dan/atau lararigun yang tercantum dalarn persyaratan 
perizinan dan peratu ran peru ndang-u nd arigan: 

d. menjami n ketepai an pelaksanaan scsuai rencana, kebijakan dan perin tah 
serta izin dan peratu ran perundang-undangan: 

e. menjamin adanya koordinasi kcgiatan pengawasan yang dilakukan oleh 
PPLHD dan instan si terkait luin nya yang rnelakukan pengawasan di bi dang 
lingkungan; 

f. rnencegah penyimpangan yang d ilaku kan oleh suatu u saha dan/ atau kegiatan; 
dan 

g. · membina kepercayaan masyarakat. 

Paragraf 2 
Tujuan 

Pasal 184 

Perigawasan dalarn oidang perlindu ngan dan pcngelolaan lingku ngan hidup 
be rt u j uan un tu k: 
a. mcrnastikan i ingkat pcnaatan dari pcnanggu ng jawab usaha dan Zatau kcgiatan; 
b. menindaklanjuti laporan dan pcngaduan masyarakat; 

Pasal 183 

Pengawasan dalam bidang pcrlindungan dan pengelolaan lingkungan nidup 
berf u ngsi: ~. 
a: menghlmpu n inforrnasi un l u k meugu ku r clan memastikan diterapkannya 

izin dan peratu ran peru ndang-undangan oleh penanggungjawab usaha 
dan / a tau kegiatan. 

b. menghasilkan informasi untuk menccgah dan mcngatasi penyebaran 
da.mpak lingkungan serta upaya penanggulangannya. 

c. menent ukan tind.ikan sesuai clengan pcraturan perundang-undangan dan 
' standar serta prosed u r izin. 

Bagian Kesa tu 
Fungsi dan Tujuan 

Paragraf 1 
Fungsi 

BAB XIV 
PENGAWASAN. 



{ 1) PPLHD berwenang: 
a. melakukan pemantauan; 
b. merninta keterangan; 
c. mernbuat salinnn dar: dok u mcn dan/atau mcmbuat catatan yang diperluxan; 
d. mernasuki tcrnpat tertentu; 
e. mernotret; 
I. mernbuat rekaman audio visual; 
g. mengambil sampel; 
'h. memeriksa peralatan; 
1. rnerneriksa instalasi dan/ a tau alut transportasi; dan / a tau 
j. menghenrikan pelanggaran r.crrentu. 

(2) Dalam melaksanakuo tugasnya. P!>U·l l) dapa: berkoordinasi dengan Penyid ik 
PPNS. 

(3) Penanggungjawab usana dan/ atau kegiatun dilara.ng menghalangi pelaksanaan 
tugas PPLHD. 

Pasal 190 

(2} Dalam pelaksanaan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat ( 1) PPLHD 
wajib discrtai su rat oenugasan 

Pasal 189 

( l) PPLHD mempunyai tugas melakukan perigawasan terhadap penanggung 
jawab usaha dan/alau kcgiatan atas: 
a. periaatan ketentuan yang telah ditetapkarr .dalam peraturan perunda.ng­ 

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 
.. b. penaatan terhadap Izin lingkungan. · 

Pasal 188 

t ( 1) Ked ud u kan kepegawaian PPLl:-I D rneru pakan jabatan fungsional. 
(2) Ketentuan mengenai jabatan fu ngeional scbagaimana dimaksud pada. ayat (1) 

dilaksanakan scsuai dcngan peraturan perundang-undangan. 

( 1) . PPLHD dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki uji kornpetensi. 
(2) Pengaturan k.bih lanjut mengenai uji kompetensi PPLHD akan diatur 

. sesua1 pcraturan perundang-undangan 

f 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah 

Pasal 187 

Pasal 186 

Kepala Kantor dapa.t rnelakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh 
perner intah Kabupaten, jika Kepala Kantor menganggap terjadi pelanggaran yang 
seriu s di bidang PPLH. 

b. menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan 1-lidup Daerah yang merupakan 
pejabat Iungsional. . 

{3J Penetapan Pejabat Pengawas sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . 



Pas al 193 

( 1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal '27 ayat 5, 
Pasal 28 ayat J, Pasal 35 ayat 5, Pasal J6 ayat 3, Pasal 42 ayat 5, Pasal 4 7 ayat 
3, Pasal 53 ayat 5, Pasal 54 avat 4, Pasal 60 ayat 3, Pasal 61 ayat 3, Pasal 68 
ayat 3, Pasal 69 ayat J, Pasa l 76 ayat :3, Pasal 77 ayat 3, Pasal 111 dan Pasal 
14 7 ayat 1 ditcrapkan sanksi ad minis: rat if olch E3u pati. ~ perlu disinkrcn kan 
kernbaii pasal yang dikenakan sank si. 

(2) Hupati dalam mcncrapkan sanksi adrninistrasi sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1) mendelegasikan kcpad a Kepala Kantor. 

(3) KepaJa Kantor dapat .menerapkan sanksi admin istratif terhadap penanggung 
jawab usaha darr/utau kegiatan yang izin lingkungan dan izin l.)PLJ-J-nya 
diterbitkan oleh pcrnerin rah Kabu paten, j ika pcrnerinrah Kabupaten .secara 
sengaja tidak menerapkan sank si ad ministratif terhadap pelanggaran serius di 
bidang Pl?LH. 

(4) Pcnerapan sariksi adrninistra Lif .St.' bagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) didasarkan 
pada hasil pengawasan. yang dilaku kan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup 
yang merupakan pejabat Iungsional. 

Bagian Kesatu 
Ancaman Sanksi Administratif 

BAB.XV 
SANKSI ADMINISTRATIF, 

· ( 1) Pelaksanaan pcngawasan terdui alas: 
a. pengumpulan data dan inlorrnasi; 
b. pemeriksaan clokumen d an lapangan; 
c. tahapan pelaksanaan pengawasan; 
d. pelapornn; 
e. koordinasi; 
[. evaluasi; . ~ 
g. pe nilaian; d~m . 
h. pembiayaan. 

(2) Keterituan lebih lanju t rnengenai tata cara pelaksanaan perigawasan 
sebagaimana dirnaksud pada ayat ( l) diatur daJam Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan 

Pasal 192 

Pasal 191 

1 ( 1) Tata cara pengangkatan PPLHD mcliputi: 
a. pejabat pengawas; 
b. persyaratan pengangkat.an; 
c. pe ngusulan pengangkatan; .1 

d. pengangkatan; dan 
· e. mutasi; 

(2) Ketcntuan lebih lanj u t mengeriai tata cara pengangkatan pejabat 
perigawas sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1) dlatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 197 

( l) Paksaan perncrin t ah se baga imana d iniaksud dalam Pasal . J 95 huru f b 
dite rapkan ke pada perianggu ng jnwa b u saha dan / atau kegiatan apabila: 
a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan clan kewajiban yang tercantum 

dalam Izin Lingkungan dan z atau lzin PPLH; dan/atau 
b. menimbulkan pencernaran clan/atau keru sakan lingkungan hidup. 

(2) Penanggungjawab usaha darr/utau kegialan yang, tidak melaksanakan Setiap 
paksaan Pemerin Lah dapa t d i kenai denda atas setiap keterlarniatan 
nelaksanaan sanksi naksaan ocmerintahan. 

Paragraf 2 
Paksaan Pemerintah 

Teguran tert.uiis sebagaimana dimaksu o d alam [)asai 195 huruf a d iterepkan 
kepada penanggung jawab usaha dan z atau kcgiatan yang melaku kan pelanggaran 
terhadap pcrsyaratan dan kewajiban yang tercanturn dalam lzin Lingkungan , lzln 
PPLH, dan/atau perai.uran pcrundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan 1 ingkungan hid up, tot api belu m menirn bu lkan darnpak negatif terhadap 
lingkungan hidup. 

Pasal 196 

Paragraf 1 
Teguran Tertulis 

Jenis sank si adrninistrat if', rueiiputi: 
a. teguran tertu lis; 
b. · paksaan pemerin tah; 
c. pembekuan izin lingkungan; 
d. pcncabu tan izi n lingkungan. 

Bagian Ketiga 
Jenis Sanksi Administ:ratif 

Pa sa.l 195 

a. tingkat atau bcrat-ringannya · jcnis pelanggaran yang . dilakukan oleh 
pcnanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan; 

b. tingkat penaatan penanggung .jawab usaha' dan/atau kegiatan terhadap 
pemenuhan perintah atau kcwajiban yang ditentukan dalam sanksi 
admirustratif; 

c. rekam jejak ketaatan penanggu ng jaw ab usaha dan/ a tau kegiatan; dan/ a tau 
d. tingkat pengaru h atau impiikasi pada iingkungan hidup. 

(3) Ketentuan lebih lanjut menge.nai tata cara pcngenaan sanksi administrasi 
sebagairnana dimaksud pad a ayat [ 1) cli laksanakan sesuai perat u ran 
perundang-u nd a ngun. 

Bagian Kedua 
Pengenaan Sanksi Administratif 

Pasal 194 

( 1) Pengenaan san ksi ad ministrati r dapat dikenakan terhadap penanggung jaw ab 
usaha dan / atau kegiatan secara: 
a. bertahap; 
b. tidak bertahap; atau 
c. · kumulatif. 

. (2) Untuk menentukan p~ngenaan sanksi administrasi secara bertahap, tidak 
bertanap atau kurnulatif sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pejanat yang 
berwenang mengenakan san k si berdasarkan pada pertimbangan: 



(1) Pernbeku an lzin Lingku ugan dan /ntuu lzin Perlindungan dan Pcngelolaan 
Lingkungan Hiclup sebagaimana -dimaksu d dalam Pasal Pasal 236 hurul c 
diterapkan apabila penanggu ng jawab u saha dan / atau kegiatan: 
a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah; 
b. rnelaku kan kcgiatan selain kegiaian yang tercantum dalam Izin Lingkungan 

serta Izin Perlindungan dan Pe ngetolaa» Lihgkungan; dan/atau 
c. dugaan pernalsuan dokurnen persyaratan lzin Lingkungan dan/atau Izin 

Perl ind ungan dan Perigelolaan Lingkungan. 
(2) Kcpala Kantor rnerekornendasikan kcpada pejaba.t yang menerbitkan izin usana 

dan/atau kegiatan untuk mencrbitkan kepu tusan penghentian sernentara usaha 
· dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi adrninistratif yang· diberikan berupa 
pembekuan izin lingkungan dan / a tau izin PPLH. 

Paragraf 3 
Pembekuan Izin Llngkungan dan/atau Izin PPLH 

Pasal 200 

(4) Kepu tusan pengenaan deru!a .-3d rn uus: rat if sebagairnana dimaksud pada ayar 
(4) paling kurarig mernuat: 
a. nama chm alamat penanggu ng jawab usaha dan/atau kegiatan; 
b. nama dan alarnat perusahaan; 
c. jenis pelanggaran; 
d. keteniuan yang dilanggar baik clalam peraturan peru ndang-undangan 

maupun yang dimuat dala.m izin lingku ngan; 
e. ruang lingkup pelanggaran: 
f. alasan pelan.ggaran yang clilakukan; 
g. implika si a tau akibat dari pelanggaran; 
h.jumlah atau bcsaran dcnda yang haru s dibayarkan setiap keterlarnbutan 

. dalarn mclaksariakan paksaan pcmerinrahan; 
1. jangka waktu kewai iban pern bayaran denda; dan 
J. identitas PLLHD yang melakukan pengawasan. 

Pasal 199 

( 1) Dalam hal penanggung jawab usaha clan/al.au kegiatan liciak mernenuhi 
kcwajibannya mernbayar dcrida ciaiam jangka waktu tertentu sebagaimana 
yang telah di tet.rpkan dalam surat kepu tu san denda adrninistratif, dapat 
ditingkatkan sanksi adminisuatif berupa pembekuan izin lingkungan atau 
pencabutan izin lingkungan. 

(2) Sebelum Bupati rnenetapkan sanksi pernbckuan izm lingkungan atau 
pencabu tan izin Jingkunga.n sc bagaimana di rnaksud pad a. ayat f 1), clapat 
mempertuubangkan peridapat ahli. 

Pasal 198 

(,1) Penanggung jawab u saha dan/atau kcgiatan dapa.t dikenakan denda 
admin stratif sebugaimana dirnaksud dalam Pasal 197 ayat (2), atas setiap 
keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan perncrintah. 

(2) PPLHD menyarnpaikan laporan tertulis kepada Bupati mengenai adanya 
dugaan peianggaran yang dapat dikenakan sanksi dencla ad minis tr at if 

. sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1). 
(3) Bupati, me nerbitkan keputusan pengcnaan denda administratif. 

(3) Besaran denda ketcrlambatan pelaksariaan sanksi paksaan pemerintahan 
sebagaimana dirnaksud pacla ayat (:3) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
usulan Kepala Kan Lor. 

·; 



Pasal 204 

(1) Dalam ha! para pihak sepakat uruuk rneriempuh penyelesaian sengketa 
lingku ngan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak c.lapat 
menggunakan jasa mediator dari Iembaga penyeclia jasa penyelesaian sengketa 
lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.. 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hid up 

di Luar Pengadian 

Pasal 203 

( 1) Penyclcsaian scngkcta lingku ngan hidu p di lu ar pengadilan dilakukan untuk 
mencapai kescpaka tan mcnge nai: 

· a. bentuk dan bcsar nva ganti rugi; 
b. undakan pernu lihan akibat pcncemaran dan / a tau peru sakan: 
c. Lindakan tcrt.entu untuk me njarnin tidak 'akan terulangnya pencernaran 

dan/atau perusakan: dan/atau 
d. tindakan un tu k mcnccgah tunbu lnva da mpak negatif terhadap lingkungan 

hid up. 
(2) Penyelesaian serigkcta lingkungan hidu p di lu ar pcngadilan dapat diternpuh 

melalui ncgosiasi, med iasi clan arbii ras: scsuai pilihan para pihak yang 
be rse ngke La. 

P.asal 202 

( l ] Penyclesaian scngketa 1ingku ngan hid up dapat diternpu h di Iuar pengac!ilan atau 
melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang berserigketa. 

(2) Penyelesaian scngketa lingkungan hid up dilaku kari seca.ra sukarela oleh para 
pihak yang bersengketa. · 

(3) Pe nycle saian sengketa lingkungan hid up rnelalui : pengadilan dapat ditempuh 
apabila penyelesaian scngketa di Juar pcngadilan dinyatakan tidak berhasil oleh 
salah satu atau para pihak yang berscngketa 

Bagian Ke sat.u 
Umum 

BAB XVI 
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP 

(2) Kepala Kan tor merekomcndasi kan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan untu k mcnerbitkan kepu tu san pencabutan izin ausaha 
dan/ atau kegiatan , daiam hal sanksi administratif yang diberikan bcrupa 
pencabutan izin Engkungan dcu1/a.tau iz.in PPLH., 

Paragraf 4 
Pencabutan Izin Llngkungan dan/ atau Izin PPLH 

Pasal 201 

Pencabutan lzin Lingkungan clan/ a tau lzin Pl)LH dimaksud dalam Pasai 195 
huruf cl diterapkan apabiia penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan: 
a: rnemindahtangankan izin usahanva kepada pihak lain tanpa persetujuan 

tertulis dari pemberi izin u saha; 
b. lidak rnelaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pernerintah yang 

telah diterapkan ct a lam wakru terte ntu: clan/ atau 
c. telah menyebabkan tcrjad inva pencemaran dan/ atau perusakan lingki, ngan 

yang mernbahayakan keselamatan dan kesehatan manu sia. 
\ , 

.Dl 



l 

Paragraf 2 
Hak Gugat Masyarakat 

Pasal 207 

( l) Masyarakat berhak mengajukan guga!.an pe.rwakilan kelornpok u ntu k 
keperitingan dirinya sendiri dan / a1 au u n tu k kepentingan masyarakat apabiia 
mengalami kerugian akibat pencernaran dan /atau kerusakan lingkurigan hidup. 

(2) Gugatan perwakilan kelompok clapa1. diajukan apabila terdapat kesamaan fakta 
atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tun tu tan di antara wakil kelornpok dan 
anggota kelompoknya. 

(3) Ke ten tu an mengenai hak gugat masyarakat d ilaksanakan sesuai keten I uan 
peratu ran perundang-undangan. 

Utara. 

Pasal 206 

( 1) Pertimbangan untuk mcnggunakan hak gugat. Pemerintah Daerah d idasarkan 
pada hasi) verifikasi iapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hid up. 

('2) Hak gugat Pernerintah Dacrah hanya digunakan apabila hasil verifikasi Iapangan 
sebagaimana dunaksud pacla ayat ( l}, rnenunjukkan telah terjadi kerugian 
lingkungan hid up. ' 

(3) Dalam hal hak gugat Pernerintah Daerah digu nakan, Kantor menunjuk kuasa 
hukum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. 

(4) Biaya yang tirnbu l dalam periggunaan hak gugat Pernerintah Daerah, 
dibebankan pada Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Nias 

( l) Pemerintah Daerah memiliki hak rnengajukan gugatan ganti rugi dan tind akan 
tertentu ierhadap u saha dan/al.au kegiatan yang meriyebabkan pencernaran 
dan/ atau per usakan lingku ngan hid up . yang mengakibatkan kerugian 
lingkungan hid up. 

(2) Hak mcriga] ukan gugat.an ga, t Li rugi dan tindakan tertentu sebagairnana 
· dirnaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan olch Ke pala Kantor. 

~ I•' 
i 

Bagian Ketiga 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 

Melalui Pengadilan 

Paragraf 1 
Hak Gugat Pemeriutah Daerah 

Pasal 205 

(2) Kantor dapat: 
a. rnernfasilitasi pernbentukan lernbaga penyedia jasa penyelesaian sengketa 

Iingkungan hidup yang bersilat bebas dan tidak memihak; dan/atau 
b. mernfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hid up di Iuar pengac.lilan. 

(3) Pernbentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian serigketa lingkungan hidup 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u,nda.ngan. 

(4) Pcnyelesaian sengketa lingkungan hid up di luar pengadilan . tidak be: laku 
terhadap tindak pidana lingkungao hid up. 

(5) Dalarn hal penyelesaian serigketa lingkungan hidup di Iuar _pengadilan ndak 
berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui 
pengad ilan. 



Pasal 212 

Peraturan petaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lanbat 
t l (satu) tahun sejak Peraluran Dacrah ini diunda.ngkan. 

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 211 

Pernbiayaan yang diperlukan untuk pcrlindungan dan pcngelolaan lingkungan 
hidup, dibebankan oada: 
a. Anggaran Pendapai.an dan Helanja Dacrah Kabupaten Nias Utara; dan 

·b. sumber lainnya yang sah dan t ir lak mengikat. 

BAB XVIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 210 

Setiap pelanggaran tcrhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalarn Pera tu ran 
Daerah ini, diancwn dcngan piclana scsua: ketentuan peraturan pcr u nr.ang­ 
undangan. 

BAB XVII 
KETENTUAN PIDANA 

. . 
(1) Pcmeriru ah Dacrah , Kejaksaan Negcii Gunungsitoli, dan Kepolisian Resort Nias 

mernbentuk Tim Pe negakan 11 ukurn Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya 
· terdiri dar. unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, dan 
kepolisian l<esort Nias. 

(2} Pernbentukan Tim Penegakan Huku m Lingkungan Terpadu sebagaimana 
t dirnaksud pada ayat ( 1) ditetapkan clengan Keputusan Bersama Bupati Nias 

Utara, Kepala Kejaksaan Ncgni Cunungsitoli, dan Kepala Kepolisian Resort \Jias. 

c, iclah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dcngan anggaran dasarnya, paling 
singkat selama 2 (dua) tahu n. 

Bagian Keempat 
Penegakan Hukum Terpadu 

Pasal 209 

( 1) Organisasi lingkungan hid up berhak mcngajukan gugatan untuk kepcntingan 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

(2) Hak rnengaj ukan gugat an u n tu k kepentingan pelestarian lingkungan hid up 
sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) terbatas pada tun tu tan untuk melakukan 
tindakan tertentu tanpa adanya iu ntu tan ganti rugi, kecuali biaya atau 
pengel u a ran riil. · · 

. (31 Organisasi lingkungan hid up yang dapat mengajukan gugatan harus mernenuhi 
persyaratan: 
a. berbentuk Kantor hukum; . 
b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebu l 

didirikan untuk kepentingan peJestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

Paragraf 3 
Hak Gugat Organisasi Lingktln$an Hidup 

Pasal 208 
' I 

I f 
I 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS VTARA: (2/2015) 

ALPIUS SARUMAHA, SH. MH 
NIP. 19670211 200502 1 001 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KAB. NIAS UT ARA, 

I f' 
I 

IDAMAN ZEGA 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA, 

Diundangkan di Lotu 
pad a tanggal zs t\t~ 2015 

EDWARD ZEGA 

ttd. 

Ditetapkan di Lotu 
pada tanggal zs f'\e~ 2015 
BUPA'fl NIAS UTARA, 

Pasal 213 
Peraturan Daerah ini riulai berlaku pacla tanggal diundangkan. . 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintankan pengundangan Pcraruran 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara. 



Pas·al 1 
C;11k11n i1,1::i.c: 

II. PASAL DEMI PASAL 

Undang--Undang Dasa.r Negara Repu blik lndonesia Tahu n 1945 mcnyai akan 
bahwa lingkungan h id u p yang baik dan schat rnerupakan hak asasi dan hak 
konstitusional bagi setiap warga negara lndoriesia. Oleh karcna itu I nc aara, 
perner intah, clan seluruh pcrnangku kcpcntingan bcrkewajiban untuk melakukan 
perlincl ungan dan pengciolaan lingk u ngan hid up daJam pelaksanaan pem bangunan 
berkelanjutan agar Jingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi su rnber dan 
penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Perne rinrahan 
Daerah telah meriernpatkan kewcnangan pcrnerintahan seca.ra utuh .kepada daerah 
sebagai dacrah otonorn yang mcrnpu nyai kewenangan dan keleluasaan u ntuk 
mernbcntu k Jan melaksanakan kcbijakan menurut prakarsa dan aspirasi 
masyarakat. 

Pada hakekatnya pemiJangunan di daerah rnerupakan bagian dari 
pembangunan nasional, yaitu pernbangunan yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan bertujuan mcwujudkan kcrnakmuran dan kesejahteraan rnasyarakat. 
Keberlanjutan pembangunan dapat lerja.min apabila didukung dengan su rn ber daya 
alarn dan lingkungan yang mernadai. Dalam pcndayagunaan sumber daya alarr dan 
Jingkungan, baik hayau rnaupun non hayati, sangat mempengarulu kondisi 
ling,kungan dan mengancam ke uertangsu ngan dan kesimbangan ekosistern, yang 
pada gilirannya akan ,mengancam kclangsungan hidup rnanusia. Koridisi 
lingkungan hid up yang serasi, selaras, seirnbang yang dapat menjamin keselarr.atan 
kehidupan manusia/ makhluk hidu p daJam suatu ekosistern yang lestari demi 
generasi masa k ini dan masa yang akan datang menjadi harapan yang ingin kita 
capai bersama. Kondisi yang kita inginkan tersebut kini kian terancam oleh laju '' . pembangunan yang belurn scc1 ra mak simal memperhatikan aspek-aspek 
Jingkungan hidup. 

Permasalahan !ingkungan hidup yang tcrjadi di Kabu patcn Nias Utara 
adalah telah ber langsu ngnya pcn u r uriun daya dukung dan claya tarnou ng 

lingkungan hidup yang dapat merigancam kelangsungan hidup manusia .serta 
makhluk hid up lainnya. Permasalahan in i terjadi sebagai akibat dari rendahnya 
kesadaran sebagian masyarakai 1nhadnp pcnt ingnya pengendalian Jingku.ngan 
hid up. Hal rersebut juga dipicu oleh bcberapa Iakt or antara lain: perubahan lu ngsi 
d811 ta tanan lingkungan, penuru nan fu ngsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya 
keterpaduan pengelolaan sumbcrdaya rnanusia, surnberdaya alam clan sumberdaya 
buatan dalam pengendalian lingkungan hiclup antar berbagai ·pihak, kurang 
optimalnya pemanfaatan ruang Kota serta pcncemaran · lingkungan yang 
diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan iridustri, pert.ambangan, aktifi tas ru mah 
tangga dan lalu lintas l<endaraan berrnotor. Tinggjnya tingkat eksploitasi terhadap 
sumber daya alam dan lingkungan lela.h memberlka~ efek samping yail u tek ~.nan 
terhadap kcmampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan 
limbah baik lirnbah padat, cair dan einisi. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA 
NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENT ANG 

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

,.'. I . 



H uruf rn 
Cukup jelas 

Hurufl 
CukUI) jelas 

Huruf k 
Cuku p jelas 

H LI ru f j 
Cuku I) jclas 

Huruf i 
Cuk up je las 

Hu ruf h 
Cuku p jclas 

Huntf g 
Cukup jelas 

Huruf f 
Cukup jelas 

"Emisi gas ruman kaca" adaiah lepasnya GRK ke atmosfer pada 
suatu area tertcn Lu· dalam jangka waktu tertent_u_. 

Hu ru re 
"Gas ru mah kaca" ad alah gas yang terkanduhg da1am atmosfer 
baik alami rnaupun antropogenik, yang. rnenyerap dan 

· mernancarkan kcrnbali radiasi inframerah. 
I 

Huruf d 
Cu ku p .Jelas 

i Iuru lc 
Cu kup jclas 

Huruf b .. 
Cu kup jclas 

Pasal 4 
Ayal ( 1) 

Hu ruf a 
Cu ku p jelas 

PasaJ 3 
. Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jclas 



Hurufb 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
1-!uruf a 

Cu kup jclas 

Ayat (3) 
Cu ku p jclas 

Ayai (2) 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cuku p jelas 

Yang dirnaksud "Ekoregion" adalah wilayah geografis yang rneruiliki 
kesarnaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola 
interaksi manusia dcngan alam yang menggambarkan integrilas sistem 
alam dan lingkungan hidup. · 

Pasal 6 
Ayat ( 1) 

Yang dimak sud dengan "wilayah" adalah ruang yang merupakan 
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sisternnya ditcntukan bcrdasarkan aspck administrasj dan/ atau aspe k 
Iungsional: 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Huruf p 
Cu ku p jelas 

Huruf O 
Cukup jclas 

I·Iuruf n 
Cu kup jelas 



PasaJ [4) 
Cu ku p je las 

Pasal [3] 
Cukup jelas 

Pasal (2) 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Pasal ( 1) 

Yang climaksud perigendalian pencernaran dan/atau keru sakan 
I ingkungan hid up, mel ipu ti : 
a. Penccgahan; 
b. Penanggulangan; dan 
c. Pemu lih an 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (2] 
Cu kup jelus 

" i 

t Pasal 10 
Ayat (1) 

Yang dimak sud dcngan "pengendalian pencernaran danz atau 
kerusakan lingkungan hid up" antara lain pengendalian: 
a. Pencernv.ran air, udara, laut, cian tanah; dan 
b. Keru sakan ekosistem dan keru sakan akibal perubahan iklim 

Pasal 9 
Cukup jclas 

Pasa18 
Cukup jelas 

Yang dirnaksud dengan "rnitigasi · perubahan 'iklim" adalah 
serangkaian kegiatan yang dilaku kan clalam upaya men urunkan 
tingkat errusi gas rurnah kaca sebagai · ·bentuk u paya 
penanggulan gan dam pak peru bahan iklim. 

Il u ru l d 
Yang dimak sud dengan "adaptasi perubahan iklim" aualah 
upaya yang dilakukan u ntuk meningkatkan kemampuan d alarn 
rnenycsuaikan dir: terhadap peru bahan iklim, termasuk 
keragaman iklim dan kejadian iklirn ekstrim sehingga potensi 
kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang 
d itirnbulkan olch perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan 
konsekuensi yang timbul a.kibat perubahan iklirn dapat diatasi. . 

1-lurufc 
Cukup jelas 

f 



Pasal 21 
Cukup jelas 

PasaJ '20 
Cukup jclas 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Cu ku p jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasa! 16 
Cukup jclas 

Ayat (4) 
Cu ku p je las 

Ayat (3) 
Cuku p jclas 

' t· 
t-lu ruf d S 

Cukup jelas 

Huruf c 
Cukup jelas 

Hu ruf b 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Kondisi hidroJogi dar: morfologi 

PasaJ 15 
Ayat(l) 

Cukup jelas 

Pasa1 14 
Cukuµ jclas 

Ayat Pl 
Cukup jclas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
PasaJ 13 

Ayat t l] 
Yang dirnaksud "kelas air" adalah peringkat kuaJitas air yang d ln llal 
masih layak un tu k dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu. 



Ayat (2) 
Hurufa 

Cukup jelas 

Ayat ·. l) 
Cuku p jelas 

Pasal 28 
Ayat (6) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cuku p jc las 

! I uruf e 
Cu ku p jelas 

H uruf d 
Cukup je.as 

H uruf c f· 
Cukup jelas 

J.J uruf b 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
l-luruf a 

Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cu ku p jelas 

Ayat (2) 
Cukup jclas 

Pasal 27 
Ayat ( l) 

Cu ku p jclas 

Pasal 26 
Cukup jclas 

Pasal24 
Cukup jclas , f 

Pasal 25 
Cuku p jelas 

Pasal23 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 



Pasal 40 
Cukup jclas 

PasaJ 39 
Cukup jelas 

Pasal38 
Cuku p jclas 

Pasal 37 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Cuku p jclas J 

Pasal 35 
Cukup jelas 

Pasal34 
. Cu kup jelas 

PasaJ 33 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Cukup jclas 

Pasal 3 l 
Cukup jclas 

' Pasal 30 
Cukup jela s 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Ayal (4) 
.Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud derigan "rernediasi adalah upaya pemu .ihan 
pencemaran lingkungan hidup untuk mernperbaiki rnutu 
lingkungan hidup. 

H uruf b 
Cukup jelas 



Pasal 50 
Cukup jclas 

Pasal 49 
Cukup jelas 

Pasal 48 
Cuk up jelas 

Ayat (4} 
Cukup jclas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Huruf d 
Cu ku p jelas 

Hurul b 
Cukup jelas 

H uruf c 
Ya11g dimaksud dengan "biota laut" adalah seluruh makhluk 
hid up yang berkernbang biak di dalam laut. 

Pasal 47 
Ayat ( 1) 

Cukup jelas 
Ayat [2) 

1-l uruf a 
Cukup jelas 

Pasal 46 
Cukup jelas 

f• 'I 

' 
Pasal 45 

. Cukupjelas 

Pasal 44 
Yang dimaksud dengan "Tier 2" adalah kategori penanggulangan kcadaan 

. darurat tumpahan minyak yang terjadi di dalarn atau di luar wilayah kerja 
'pelabuhan atau cli dalam wilayah kcrja unit pengusahaan minyak dan gas 
burni atau unit. kegiatan lain, climana tidak mampu ditangani oleh sarana, pra 
sarana dan personil yang ter sco ia di wilayah kerja pada pelabuhan/unit 
kegiat.an minyak dan gas bumi/ kegiatan lain berdasarkan tingkatan tier 1 
(PP No.109 Tahun 2006). 

Pasal 43 
Cukup jelas 

Pasal 42 
Cukup jelas 

1 Pasal 41 
Cukup jelas 



r'11lr1,,., ~olr,r- 
Pasal 62 

Ayat (4) 
Cu kup jelas 

Ayat (3] 
Cu ku p jelas 

H uruf c 
Cukup jeJas 

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pernulihan 
un 1 u k mengernbalikan, tungsi, dan rnanfaat lin kungan hid up 
termasuk upaya pencegahan kerusakan Iahan, memberikan 
perlind ungan, d an mernperbaiki ekosistern. 

Pasal 51 
Cukup jelas 

Pasal 52 
Cukup jclas 

·~ 

Pasal 53 
Cu k up jelas 

Pasal 54 
Cukup jelas 

Pasal 55 
Cukup jelas 

Pasal 56 
Cukup jelas 

Pasal 57 
Cukup jelas 

Pasal 58 
Cukup jelas 

PasaJ 59 r Cukup jela s 

i>asaJ 60 
Cukup jclas 

Pasal 61 
\ Ayat. (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
H uruf a 

Cu ku p jelas 

Huruf b 



Pasal 74 

Pasal 73 
Cukup jelas 

Pasal 72 
Cukup jelas 

Pasal 71 
Cuku p jelas 

Pasal 70 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cuku p jelas 

Ayai (3) 
Cu ku p jc las ' 

Hu ru I.c 
Cukup jelas 

lluruf b 
Yang dirnaksuo dengan "rcstorasi" adalah upaya pernu ihan 
unt uk menjadikan lingkungan hiclup atau bagian-bagiannya 
berfu ngsi kernbali scbagairnan sernula. 

Ayat (2) 
H.uruf a 

Cukup jelas 

Pasal 69 
Ayal(l) 

Cukup jelas 

Pasal 68 
Cukup jelas 

Pasal 67 
Cukup jclas 

Pasal 66 
Cu k u p jelas 

Pasal 65 
Cu k u p jclas 

PasaJ 64 
Cukup jelas 'f 

PasaJ 63 
Cukup jelas 



Pasa188 
Cukup jelas 

Pasa187 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud "deposisi usam" adalah segala rnacam hujan dengan pH 
di bawah 5,6. Hujan secara alami bersifat asam (pH sedikit di baw.ih 6) 
karena karbondiok sida cli udara yang larut clengan. air hujan merniliki 
bentuk sebagai asam le mah. 

Hu ru I b 
Yang dirna k sud "lapisan ozon" adalah lapisan di atmosler pada 
kctinggian l 9 ·- 48 km ( i '2-.30 mill 'di atas perrnu kaan bu mi yang 
rnengandung molek ul-molrku l ozon 

Pasal 75 
Cukup jelas 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Cukup jelas 

Pasal 78 ' f Cukup jelas 

Pasal 79 
Cukup jelas 

PasaJ 80 
" I Cukup jelas 

Pasal 81 
Cukupjclas 

PasaJ 82 
Cukup jelas 

Pasal 83 
Cukup jclas 

Pasal 84 
Cukup jelas 

Pasal 85 
Cukup jelas 

Pasal 86 
Huruf a 

4• 
Cukup jelas 



Pasal 98 

Pasal 97 
Cukup jelas 

Pasal9G 
Cukup jclas 

Pasal95 
Cukup jelas 

Pasal 94 
Cukup jelas 

Ayat (3] 
Cu ku p je.as 

uurur c 
Yang dirnaksu d "koriservasi secara kimia" adalah xonservasi 
menggunakan bahan-bahan kimia baik organik maupun 
anorganik gu na mempcrbai ki kesu bu ran tanah, sifat Lan ah dan 
mene kan laju erosi. 

Huruf b 
Yang dimaksu cl "kon servasi sccara biologi" adalah suatu cara 
pengolahan t anah atuu Iahun miring (sengkedan) dergan 
mcnggunakan ranaman yang dapat menunjang upaya 
ko n scrvasi ianah, yang bertujuan untuk mengcmbalikan 
str uktur tanah yang telah rusak dan mencegah terjadinya 
bahaya e rosi. 

Pasal93 
Ayat ( l) 

Cukup jel8s . , r 
Ayat (2) 

Hu ruf a 
Yang clirnak sud "kori scrvasi st'c::ira mekanik" adalah st mua 
perlakuan usik mrkan i s dan pernbuatan . bangunan vang 
dit unju kkan untuk mcngurnngi aliran perrnukaan guna 
meriekan crosi dan mcningkatkan kemampuan i anah 
mend uku ng usaha sccara berkelanju tan. 

Pasal 92 
Cukup jelas 

Pasal 9 1 
Cukup jelas 

Pasal 90 
Cukup jelas 

Pasal 89 
Cukup jelas 

. ! 



CJH3N 

C3H5NO 

C2H2Cl2 

Rum us. 
Molekul 

3 A k rilon itti' 

Akrilnrn ida 79-06-· 1 

l ,2- 
dikloroctilena 

Nama Ba.ban 
Kimia 

No. Reg. 
Chemical 
Abstract 
Service __________ .. _ 

540-59-0 Acetylene dichloride; 
1,2- 
dich loroethylene; 1,2- 
dich Joroethene; 1,2.­ 
dich ioroethylene; 
sy md ichlorocthylene; 
Diolorrn. --··-· ----------·-·-·--·- - ---- --- - .. - -···· ·-··-- --~------------------- 
Acrilylamide; 2-- 

--- .. --·---- - -- - _Q!i>J?_<;~~l!!!)i<~--- 
Acrylonitrile; 2- 
propcnitrile, 
Vinyl cyanide; 
Cyanocthylenc; Acritel; 
Furn i_g_· rai n · Ven tox ----- ·-- -··-- ------·--------- ------ ----- - ' 

Sinon.fm/ Nama 
Dagang 

107-1:3-1 

1 

No 

---- ..,.___ --------·----· ------------- ----.------ 
Tabet 1. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dipergunakan 

Dultar 133 se bagaimana tercantu m dalarn peraturan pernerint ah Nomor 
74 Tahu n '..ZOO l teruang Pcngclolaan l:3ahan Berbahaya dan Ber.icu n 
scbagai beri ku t : 

! 

Kcwajiban u nt u k mclaku kan pengelolaan 83 merupakan upaya u ruuk 
mengu rangi terjadinva kemu ngkinan risiko terhadap lingkungan bid u p 
yang berupa terjadinya pence maran darr/ a tau keru sakan li ngku ngan 
hidup, mengi.ngat 1:n mempunyai potensi yang cukup besar untuk 
mcnimbulkan darnpak negut.if. · 

Pasal 104 
Ayat ( l) 

Pengelolaan limbah 133 merupakan rangkaian kegiatan ya.ng mencakup 
penguranga.n, penyimparian, . pengumpulan, pengangkutan, 
pemanfaatan, dao /utau pcngolahan, terrnasuk penimbunan limbah 83. 

· Pasal 103 
Cuk up jclas 

PasaJ 102 
Cukup jelas 

Pasal 101 
Cukup jclas 

· Pasal 100 
Cu kup jetas 

Pasal99 
! Cukup jclas 



C2H204 

HCl 

H3P04 

C31-l402 

79-11-8 18 
-----·--·----- -----·-·-···----·- ·------··---------- 

17 

l 1 Arsen Triklorida 7784-34- 
1 

10 

19 144-6'.2-7 J Asam Ok salat Oxalic acid; 
Ethancdioic Acid [ ....... _ - -------- .. _! ,, _ 

Amen (Ill) 
Oksida 

7440-37- 
1 ---·--- 
1327-53- 
3 

9 

5 107-18-6 

7784-42- Arsin Arsine; Arsenic 
1 try hydride; 
--·-- ... - ..... · .. ··--·--·---- .. lj_y5lr,2gen arseni_·d_e_ 

79-10 .. 7 Asam Akrilat Acrylic acid; 2- 
. propenic acid 

____ . .. ··---··--------- vin,):'.lformic -·----·- 
_§_'±_-} 9-.?._ .... _ .. Asam Asetat. Acetic acid; Aci--_J_el __ +-C~H_3_C_OOH 
64-18-6 Asam Forrniat Formic acid; CH202 

Ameisensaure -------- ----- ------ ------- --- --------- 
Asam Posfat Phosphoric acid; . 
____ ·-·---- Ortho.12hosphoric acid 
Asam Kloricla Hydrochloric acid; 

Hydrogen cloride; 
Anhidrous hydrocloric 
acid 

AsH3 
---·--··-- ---·--·-· ·····-·· ----·- ·- ···- ----· -··-··--- ------ ------------,-- --- . 

AsCl3 

As203 

Ar 

C6H7N 

NH3 

Al CU 

C3H60 

Acrolein; 2-propenal; 
Acrilic 

Alil Alkohol 

aidehide: 
Acrylaldehyde; 

_______ -----·-· .. ·-··- .. ·--·--· __ ..... ··-----·-· A_cr~~!.5:\elt1yde; A~1alin 
Allyl alcohol; 2-properi- 
1-ol; · 
1.-propenol-3; Vinyl 
carbinol. ----·-··· --···-- ---·--------- ------· --------------- - 

6 7446-70· Aluminium Hexahydrate; Aluwets; 
______ _9. . ·-- .. ·--· .. chlS?Fid~----·--·-·- ... A):ly<lrol·, Drictor _ 

7 7664-41 ·· Arnoniak Ammonia 
7 

_,, .__,. ·------·---- ---·--· ------------;----- 
8 62-53-3 Anilin Anilene; Benzanamirie; 

Aniline oil; 
Phenylarnine; 
Arninobenzene; 
J\minophen; 

··------·-··---·--- Tyanol· ---------1-----­ 
Argon 

7664-38- 
2 ----------- 
7647-01 - 
0 

16 

14 
l~ 

13 

12 

-----------·+----- 
Arscncus oxide; 
Arseuous acid; 
Arscnou s acid 
an hyd ricl; Arsenous 
oxide, Arsenic 
scsquioxide white 
Arsenic -·-·--- .. ------------1------ - 
Arsenic Trichloride; 
Bu t.ter of arsenic; 
Fuming liquid 
Arsenic. 

C3H40 
-------------~--·-·· 107 -0~:-8 Akrolein 

Chloroacetic Acid; 
Chloroethanoic acid; 
M,onochloroacetic acid; 
MCA. 

Asam 
Kloroasetat 

4 

t 



CLl H 1 lN 

Diboran Diborane; Boroethane; 
__________________ Diboronhexahydride 
Dietanolamine Diethanolamine; 2,2 

imino bisethanol; 
die: hyiolamine; 

_____________ bisJb.Y~roxyethyl)amine 

--------·-·-··· --------------------- 
Bu tana n-butane C4H 10 -----·--------- --------·---------+----- 

B2 H6 

Br2 

BF3 

C6H6 

C7H7Cl 

802 

C2H3N 

C8H604 

H2S04 

Bromine Brom 

Acetylene; Ethyne; 
Eth.inc 

27 74-86-2 
-· ------··---··--· ··----·--·---- ·-- ·- ---- -··--·-·--- -----+---'--'-----L- 

A set Hen 

Aset.onitril Ace tonitrile; Methyl 
cyn id c; 
Cyanomethane; 
Ethane nitrite -------------·--- -·------------------- 

Belerang Sulphure dioxide; 
dioksida Sulfurous 

HCN 

C6H3N307 

HCl04 

Asam pikrat 

7726--95- 
6 -~-------·-·----- 
106 -97 -8 --·------- 
19287-' 
45-7 
-·-~ ---·-··· ·----- 
11l-42 - 2 36 

34 
35 

33 

anhydride; Sulfurous 
oxide 

---· ---- ---"'"-··---············· ·- ---··--- - - . ---·· ···-·----·--~·----- ... ·-------·- 
30 100-44 - 7 Bensil Klorida Benzi] chloride; 

(di lorornethyl) benzene; 
____ -·----------------- Al.J2l1a-chlorotoluena 
31 7 1-43--2 Benzena Benzene; Benzol; Cyclo 

hexatriene ------- -·--·-----·--···--··-··---- ·----·-·- -- -- ··--· -·-·- --·- ---·--------------------------- 
32 7637-07- Boron Boron Trifluoride - 

2 Trifl u o l'icl a 

Piede Acid; 2,4,6- 
trinitrophenol; 
Pieronitric acid; 
Carbazotic acid; 
nitroxanthic acid. 

Asam Sinnida 

744y,09- 
5 t 

7 5-05--8 

74-90-8 

29 

'.28 

26 

22 88-89-1 

20-179---2-i"--O--· _A_s_am-Pe-;ase-ta_l_ P<;reatic-a-c1-.d-; -----..--C_2_1_-l403. 
Ethancperoxide bacid; 
peroxy acetic acid; · 
Acctyl 

---------------· ··----- ---·-·--· __ hyclroJ>eroxide 
21 7601--90- Asam Perklorai Pcrcnloric Acid. 

3 

Hydrogen cyanide; 
Hydrocyanic acid; 
Blausaure; Prussic 
acid 

24 7664'-93- Asam Sulfat -S-u-lf'ui~c Acid; Oil of 
9 Vitriol --·--·-·· -----·-·--·· ·-··-··-·- .. ----.------·-----·- ··------- ------·-·-·-·-- ----,---·---· 

25 100·2 l-O Asam Tcraftalik Tcraphtalic acid; l,4- 
benzenedicarboxyclic 
acid; p-pthalic acid, 

··--------·---··-- _I~_t_~-(~l 
Asbestos Amianthus; Chrysolite . 



C2HSCJ 

C4H802 
C2H4 

C4HJON 

f 

47 75-00-3 Etil Klorida 

,_ 46·- 64- 17-5 

41 -i;;:is:··i·-·· 'illtru~-tCi"suTfat-- Dimethyl sulphate; ·--C2Hb04S 
Sulfuric acid dimethyl 

______ ----········-··-···· ··--------------· ester; DM,S _, _ 
42 505 .. 22-6 Diok sana Dioxane 

- 43 74-84-0 - Eta11a--·-- Dimei.hyl; Methyl 
methane; Ethyl 

_______________ .. _ ----- - -·-·· .hJ}1dde .. _,_ _ 
44 141.--43-5 Atanolamine 2-arninoethanol C2H7NO 

-- -- ·- ·------····-· .. -· •;J- ··--------·---- ... - -----. --- --···-·- -··- --------,--.-- 

45 140 .. 88-5 Etil Ak rilat Athyl acrylate; 2- CSH802 
propenoic acid ethyl 
ester; acrylic acid ethyl. 
est.er ------- -·- ·-·-· --·-----------·-·-------~------- 

Eti l Alcohol Ethanol; Absolute C2H60 
alcohol; Anhydrous 
alcohol; Dehydrated 
alcohol; Ethyl 
hydrate; Ethyl 
hidroxide ---· ---·----·--- ··---------------·--- --···-·-··-- 
Ethyl chloride; 
Chlorocthane; 
M 0111)ch loroe thane; 

I chlorethyl; Aethylis 
I chloridum; Ether 

chloradus; 
Ether hydrochloric; 
Et.her 111 uriatic: Ke!ene; 
Chclen: 

I Anodynon; Chlory 
anesthetic; Narcotile 

'""48 107-15-3. Etilena Diamina Ethylene Diamine; l,2:.--C2H8N2 
ethanediamine; 1,2-. 
diaminoethane. 

49 107-21- 1 Etilen Glikol Ethylene glycol; 1,2- C2H602 . - 
etahnediol ----- --·•-••••-••--• u-----·-•••-•••-----•·---·---··-...,.•-••--·---- --••• 

50 75-21--8 Etilen Ol<sicla Ethy)ene oxide; C2H40 
__ _. __ -·--- - _ ··--·-- , _ _Qxinu~e;. AnprQ_le_n_e __ -+--- 

51 74-85 .. J Etilena . Ethylene; Ethane; C2 H4 
.___ __ _.__ ·--· -------·---- I£l§)'_I ;...; __ o le_f_ian_t__,,g,<._a_s_.~_,__ _ 

Diethyl ether; l , 1- 
oxybisethane; 
Ethoxyethane; Ether; 
Dietyl 
ether; Ethyle oxide; 
Sulfuric 
ether; Anesthetic ether 

38·- 109-89-7 Dietilamina Diet.hyla:i11ine; c_:4_f-_l l-1N- 
----- ------·~-- .... -------·-------- Nctl-ryJethanamirn:' 

39 1 J. 1-46-6 Dietilena Glikol Dethylene glycol; 
Beryllium 

- 40 - 68-12-2 .. Di1n-et(1 _ .. ~\~~{~yi-Fornamide;--C3H7NO 
Forn amicla DMF; 

DMFA. 

-------·- '---------~----·-- 
.C4Hl00 Dietil Eter .-37 60-29-7 



C3H803 

F2 

CH20 

CH20 

1-----1--- ---····-·--···· ---------- ·------ 

2· 
f u raldehide; Pyromuric 
aldehide; Artificial oil 
of ants; F'ulfuro1 
Fluorine; F 

Furfural 98-0 1-1 57 

85-44-9 56 

50-00-0 54 

Formalclehida 53 50-00-0 

Feno! Phenol; Carbolic acid; 
Phonic acid; Phenilic 

--- - ·--·--·--- -··- - -· -- -·-·. ·-- -· ·--··-·- •· - ------- ------ -·-· -·---- 
65 7664-39-· 1-1 id rogen Hydrogen Fluoro acid; HF 

3 r·'lourie.l;-i Fluohvdric acid -- ·---- - ··---·· --··-· .. . --- -- -·- ···-- - ··-·· ---· ------,·-------------- - -------- 
6() 7722-84- Hidrogcn Hydrogen peroxide; H202 

1 Perok sida Hydrogen dioxide; 
____ ------····---···· ··------------··-------1-l_ydroJ)~n~j_de; Hioxyl _ 

67 7783-07- Hidrogen Hydrogen Selenide; H2Se 
___ -~----·--··-······ -~el~_Qid~~--------- .§~~0.LL:1m h~ide. _ >--·---- 

68 7783-06- I fidrogen Hydrogen sulphide; H2S 
4 SuJficla Su lf u rated hydrogen; 

_ Hydros_ulfuric acid 

58 7782-41-- Gas Fluor · 
4 

-59 - 56-81-5 Gliserol Glyserol-1,2,3--- 
propanetriol; 
Glycerin; 
Trihydroxypropane; 

__ ·---- I r~~_;__g.Q!li_al_~g_an ___, _ 
._6Q_ _l l l-30-8 _ GlutaraJdeh__yde __ Pentane~~lio_!___ CSH80~_ 

61 100-97-0 Heksamctllenat l-Iexamethylenetctrami C6l-! 12 N ~ 
etrarnina 11e; 2-rnet.hyl- l ,3- 

bu tadiene 
--0~---110-.:-s-4=°:3·-- -i-feks;1,1c1 --· ---,=[{:xane - ·- c6Hl4 
--6-3 _,_302-0 i~-2--- -i:Hd-i~<.isT!l ·---· ---- -- ---J~~ydrazine; Hidrazine - H4N2-- 
- ···-------·-··· _anhydr~~us _ 

64 1333-74- Hidrogen Hydrogen; Protiurn H2 
0 

acid; 
Phenyl hidroxide; 
Hid roxy benzene; 
Ox benzene ---~~~,-+------- Formaldehyde; 
Oxornethane; 
oxymethylene; 
Methylene oxide; 
Formic aldehyde; 

-----i-------- ------- Mc:tl~Jill~!el:~.QL---+---- ·- 
Formalin Formaldehyde 
(larutan) Solution; Formalin, 

Formol, Morbicid; 
Veracur 

55 75-44-1~· . -~~o:~gei;··· ---·-. ---· --p-~;O·S-gt~n<;; CaJ·bon_ic_-t---C-~C-1-2('.-) - 
dich loride;Carbonyl 
chloride; Chloroformyl 
chloride ---·--·· -- ----- --·--···· ··------··· ·--------·- ---- -------- - -----·--·------- -- 

Ftalik Anhidrida Pthalic anhydride; 1,3- C8H403 
isobeniofurandione ·----· ------•-•u·•-••--•• •·---·-- •- -- ••-·- .._ _ 
Fu rfural; 2- CSH,~02 
ru runcarboxyaldehide; 

C6H50H 
--------- ----- -- ------ --------~----- 



____ ------····------- -·--- .. -----·-- _l)ane ------------+---- 
92 C3 Hl•'5E3c2 *l Dibrornopentafluoropr 
__ _ .. ------···-·----- o.12an_e _ 
93 C3HF6E3r ·k) Bromohexafluoropropa 

ne 
94 1-- C3 I-U FUr5 .... ) Pen tabrornofluoroprop 

ane ---··-·---1-·-·-·--·-·----·-------· . -· --- -- - - -- ···--· -------------··-----·--·---------- 
95 C3H2F'.2Ur *) Tctrabromodifluoropro 

[?a.De 
96 C3H2F3Br *) Tribromotrifluoropropa 

ne ---- ---------·····-·--·- ·-·--- ---·-- -·· ··--·····- ··-·------------·--·--------· --·---·- ·-- 
97 C3l-!'2F4Br 'l Dicbromotetrafluoropr 

-------· ····-··--- _pane__________ _ -----------··- 
C3H F4 Ur3 .... ) Tribromotctrafluoropro 9 L 

C3HFJJ3r4 *) 90 

ne ------·--·-------~ 
Pen tabromodiD uoropro 

__pane Tefrat,romotrifl_u_o_ro-p-.r-o _ 

C3HF2Br5 *) 89 

__ 82 ~ - .. --·----·- _ C2H'.2FBr3 ·1 TribromoOuoroethane 
__ 83 ------·-·-····-------- C2H2F2Br2 --1_ _Qi._Q_ro!~odif1uoro_e_t_h_a_n_e--+---- 
___ 84 .. .. C2 H2F3 Br *l _ Bro1]:1..9.!rifluoroc_t_h_an_e_.....- _ 

85 C2 H3FE3r2 ·kl Dibi-omofluoroethane · 
_ 86 ----· __ - C2H3F2Br ·kL J3romocliiluoroethahe~ 

87 .... --··· C2H.4FB(j . Bromof1uoroeth_a_n_e __ ~r------ 
88 CJHFBr6 *) Hexabrornofluoropropa 

e ----·--·-- ·---- ---····· ·-·--· .... ·-----~-- ··-40·-------·-·--- __ ,.. _ 
B re> mo t.e trail uo roe than C2HF4Br *l 81 
c . 

e -----·-······ .. ------ ... ------- ·-··-·----·---- ---···--·--- .. ----- --- 
80 C2HF3Ur'.2 ·A-) Dibromotrifluoroethan 

C3H5F2CJ 
C3H6FCl 

70 . 
--- 

C3H4F'2Cl 
e 2 --- ------· .. ·---···· ., __ -----~-- --------------+-~ 

_ 7) - ··-···--· _H.CF'C .; 2,:-53 *L __ .. hlorotrifluoropro~p~an_e __ .,....._C_3H4F3(21 
7'2 HCPC - 261 Dichlorofluoropropane C3H5F'Cl2 

-------··-··--·· - *L -·-----· --- ·-- -- . ---------- 
13 HCF'C - 262 _j_ ChJorodifluoropropane 
74 HCFC -· 271 ~- Chlorot1uoropropan~ . 

__ ?_~_ CHFBr2 *) _ .. __ _!2jb1g_~ofluoromethane 
76 CHF2Br - HBFC Bromodiiluoromethane 

- 22B L 

------- -------·-····-··-·- *L __ . - -- ·---- ---- -- --·----- ·-··------------ 
-- 77 . - ···---·-·· _ CH2F13r ·h) Bromofluoromethane 

78 C'.2 H F13r4 ·k) . Tel rabromofluoroethan 
I 81 

I e : 
--·---,-.:..·-·-··-··- ·- ------- ----- -- ----- --·-- -- ---·----------+----- 

79 ~ C2BF2Br3 ... ) Tribrornodifluoroethan 

C6H602 Hydroquinone; l}4- . 
bcnzodiol; 
pdihydroxybenzene; 
Qu inol; Aida; Black 
and white 
bleaching cream; 
Eldoqu Loe; Eldopaque; · 
_Quil~'?_ne; Techquinol. 
Dichlorodifluoropropan HCFC - 252 *) 

69 123-3 1 -9 Hidrokwinon 



C!OCl12 

ClOH5Cl7 

Cl'2H8Cl6 
0 

Cl2H8Cl6 ------- 
C10H6Cl8 

Rum us 
Molekul 

mer f 
Uechlorane; 
Hcxachloropcn tadienedi 

s 

4 Dield rin 60-57-1 

DDT 3 50-29-3 

Service ··---· -- ------·-········· -- ·---- -·--· _,.._ - ··-· --··- --·- ----··-------------- 
} 309-00-2 Aldrin 1-!HDN 

·- -- ·- ---·---·--···-··--··· -··----------···· --- - -- .. --- ·-- ···-.--- .... -------------- 
'2 57 --74-9 Cmordune CJ)()8; vvlsicol 1068; 

No Sinonim I Nama Dagang 

No. Reg. 
Chemical Nama Bahan 
Abstract Kimia 

'I'oxichlor: Niran; 
Octachlor; Orthoclor; 

_____ -----··-·······-··· ---------· .. ... ~nclor;_·L1elt; Corodane· _ 
Dichlorodiphenyltrichloro Cl4H9Cl5 
ethane; D-:38; 
Chlorophenothane: 
Clofc-notane: Dicophane; 
penrachlorin: p,p-DDT; · 
Agritan ; Gesapon; 
Gesarex; Gesarol; 

--------------·-· ·--·--·-- _Gues~)On; Neocid. ---+----- 
Compound 497; ENT 
162'.25; HEOD; 
In sectiside No.497; 
Octaiox .. -- ---- - --------·----- ·---- -- ------ -- . ------ ---------- - ·-- - 

5 72- Endrin Compound 269; ENT C12H8Cl6 
20-8 17251; Mendrin; o 

t-----i-- _ Ncndrin;_Hexadrin _ 
6 76-44-8 Heptachlor E:33 14, Ve1sico1 104; . 

_________________ -··--- Drinox.i .. 1-l~iamul __ 
7 2385-85- Mircx C6- l 283; ENT 25719; 

··-----··-----·--·········-···-- ·-----·---- - - - --·· --··-------~-----------~------ 

Tabel 2. Daftar Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dllarang 
dipergunakan 

------ 

ne ·-----·- ·--·----··-····-···· .. --------~-·- ---- ---- .... _ ... --------- 
_ 105 ---···--·-··-·· C3H4 F:3Br ~---- Bromotrifluoro ro ane 
_ 106 .. C3H5FE3r2 .,..L __ Dibromof1uoropro ane _ 

107 - ... C3H5F'.2Br "1 Bromodi1luoropro ane _ 
108 - ·--···--··· C3H6FHr_:j_ Bromofluoro~ane· 
109 - -···-·---·· _CH2BrCl_.1_ Brorhochloromethane 

ne ----- ------- ------------------+----- 
~3 H4 F1~~~3 ·*L_ Tribromofluoropropane 
C3H4F'~28r *) OibromodiOuoropropa · 

103 
104 

102 Bromotet rafluoropropa C3H3F4 Ur*) 
ne 

ane . ·------- ---------··~. ·---·· -· -- ----···· ., _ 
99 C31-I3FBr4 *) TetrabromoDuoropropa 

ne --- -----·--···--··-····· -··------··-··-···- --- ----·· ----------------- 
100 C3H:3F2Dr3 *) Tribrornodif1uoropropa 
____ _ ---··· nc ··------------ 
101 C3H3FJHr2 *) Dibrornotrifluoropropa 

----- --------------·- ·--------- ---------- ---------------------,-------- 
Bro mo pen tafl u o ro prop C3H2F5Dr *) 98 



3 6164-98- Chlordimcfor CDM; Ciba-8514; 
3 rn (Cl)M) Schcring 36,268; 

Spanon; Fundal; 
Gulecton; 

··--------------··········-- ··--·--- . Chloi·0Qhenamidi1_1e __ 
4 510-15-6 Chlorobenzila Compound 338; (123922; Cl6Hl4Cl 

Le Acarabcn; Akar; Folbex; 203 
Ethyl 4 ,.::l-dichloro 
bcnzilate: Ethyl 
2--hyd roxy-2,2bis(4- 

·------- --···· -···--·--·-··-·--··-- . ------· chloro2heni_!lacetate .. · _ 
5 88-85-7 Dinoseb dan DNBP; ENT ) 122; WX- Cl OH l 2N2 

garamgaram 8365; OS 
dinoseb Chcmax PE; Dow 
(UNB-1_) General; . 

Premerge; Subitex; 
Caldon; 
Basanite ----- -----···-··-·--- - ------ ------- -·-···--·· ----- - .---·------- 

Rumus 
Moleku.l 

Estcrorie 245; Trioxone; 
Weed one. ------ ---·-··- .. ---··-····-··· -·---- --··-- -----· ··-··--- ..... -·-------------- 

'2 2425-06·· Captafol Difolatan 
1 

·-- ----- -----·-·-··· ··-····--· .. ·- - -· ----- ··- - -- . 

Sinonim/ Nama Dagang 

---- -----·-- -------- ----------~---+-~ -- 
C8H5Cl30 
3 ----· 
C101-!9Cl4 
N02S 
C10Hl3Cl 
N2 

Service --H-- -·••--••--·--- 
93-76-5 

No. Reg. 
Chemical N ama Ba han 
Abstract Kimia 

2,4,5-T 

No 

.---··-·-· ----· -·-··· ······-··· ····-·-··---·-·······-----·--·--·-·-------·-------~- 

Tabel 3. Daftar bahan berbahaya dan ber~cun (B3) .yang terbatas 
· dipergunakan 

10 1336-36- 
3 

CJ 118-74-1 Hexachlorobe Polychlorobenzene: C6Cl6 
nzcne An ticarie; 

E3u nt-cu re; Bunt-rio­ 
more ;' ,J ulins Carbon 
Chloride --------------------- ---- --- 

PCJ3s Polychlorinated Cl 2X 
Biphenyls; X==H or Cl 
Chlorobiphenyls; Aroclor; 
Clophen; Fcnclor; 
Kcriach lor: 
Phenochlor; Pyralene: 
Santotherm. ---- -----------·------ ··---·--·-·-·-· -~----··--·-------_.L.... _ 

------ ·----------··-·--····· -··-------·---- ---····--------·------ 

ClOHlOCl 
8 

Hercules 3956; 
Polychlorocamphene; 
Clorinatedcamphene; . 
Campheclor; Altox; . 
Ceniphenc: Motox, 
Pe nphene; Phenacide; 
Phcriatox; Strobane-T; 
Toxakil. 

···--~--------------- 

it 

---··----~-- 
8 8001-35- Toxaphene 

2 



··------ ----·--·--··· ·-···- -· -·· ---· ·-·--·---- --· ···-- ·---·. ····-·«·--------·------- --- ·--- er 

1 '2 

1 1 

10 Senyawa 
merku ri 
terrnasuk: 
l. Anorganik 
merkuri 
2. Alkyl 
merkuri 
3. 
Alkyloxyalky l 
merkuri 

4. Ary! 
mr rk u ri 

--·--·-- .. -- - .. -- ------ - -- ·-· -- --- ··-- ----- -·------------·-------·- 1-- --- -- 
87 -8,)-5 Peruachlorop PCP;. Pon ta; Penchloroe; C611Cl50 
----···-···--···-·-·· henol San tho_phene 20. __ ·>---· ------·· 

6923-22-- Monocrotoph 509129; ENT 27129; C7H l4N05 
4 os Monocron; Azodrin: P 

(terlarut Nuracron. 
dalam 
Iorrnulasi 
melehihi 600 
gr active 
ingredient/lit 

· C61·J6Cl6 ---- - ·------·- ·····-·-·· ------- --- -- ·- --- .. -----·--··----------!- - 

C6H6Cl6 

9 58-89-9 Lindane · 

carnpuran 
isornernya 

Hexach lorocy 
clohcxanc 
(HCBJ clan 

8 608-73-1 
' 
~ 

l 081; Flu oroacetic acid 
amide; 
Mono flu o mace tamide ;· 

_ Fussol;_Fluorakil 100; 
ENT ?796; Garna-HCH; 
Gcuna-E:3HC; Gama­ 
liexachlor; 
Aparasin; Aphtirin: 
Esodern; 
Cammalin; Gamane; 
Canniso; Camrnaxcne: 
Gcxane: Jacutin; K-well 
Lindafoa; Lindatox; 
Laroxane; 
Que-llac!a; Streunex; Tri- 
6; 
Vitou. 

----·-•- ••-••-••- ,.•--••• •••-••u•·-··---·---•••••· ••••-•••••- ··-·•-• --•·--•-••-• ---------·------ ·--···-·--··-- 

Luoroacctami 
de 

7 640- 19-7 
---·· -- ----------· __ , .. -----·- ·• ..... __ . .. - --- .. --- --------- -----1---- 

C2 H 4 F NO 

C2H4Br2 EDB, Dowfume WW.85; 
J. ,2- I • 

di brornoetharie: 
ethyleenebromide; 
symdibromoethane; 

106-93-4 Ethylene 
Dibromida · 
(EDB) 

·-----··---·- ··---··- ----~ -----------------,------ 
6 



-- ,,, ------· ... ---- ---------- ·- ---- ·-- ------- ---·----- __.__ 

OS 
(terlaru t 
clalam 
Iormulasi 
rnelebihi 600 
gr active 
ingredient/ lit 

____ erL__· -·-------- 
Phosphamido Ciba 570; ENT 25515; 
n Dirnecron · 
(terlaru t 
dalarn 
formulas! 
melcbihi 
1000 gr 

ClOH14NO 
SPS 

C8H10N05 
PS 

ClOH 19Cl 
N05P 

C2H8N0:2P 
s 

wettable 
powder (W ~>) 
kccuali 
capsule 

suspension 
(csi 

- --- ·--·-·-· ·-·· -~··-·-·· -··-·- -- - _ ... =1 -- ·-- - -----··· -· -·---------- 
17 12001- Crocidolite 

28-4 

~: 60 J ; l;'.NT 17292; 
l)nlr(O bsolu te) Dimethyl 
parathion; parathion­ 
methyl: · 
Met.run Pen neap M; 
Metron; 
Folidol-M; Metacide 
Met.aphos; Nitrox 80. 

15 

active 
'J ingreclient/lit 

-----··- ·-·"' -----~~~L. _ 
298-00-0 Methyl- 

parat.h ion 
(Emu lsi 
denga11 
kan cl u ngan 
19,5%, 
40%, 50%, 
60°/ii active 
i ngrcd i en t. 
Debu 
dengan 
kandungan 
1,5%, 2%,. 
3°/o active 

______ ---------····----- -------~~~&£~die~& ------~----- _ 
16 56-38-2 Parathion DNTP; 5NP; E-605; AC. . 

(seluru h 342'2; 
formulas! : ENT 1~; 108; Alkro n; 
aerosol. Aile ron ; 
d ustablc Apharrule; Diethyl· 
powder (DP), pnitrophenylmonothio · 
cmulsifiable phosphate: Etilon: 
co: iccnr rate Folidol; 
(EC), Fosferorie; Niran; 
granular {C[() 1 }~;l.faphos; 
clan I !~hod iatox; Thiphos 

Bayer; ENT 27396; Otrho 
9006; Sl<A ~5172; 
Monitor; 
Tarnaron 

Methamidoph 

13171·- 
21-6 

10265- 
92-6 

14 

13 
' 



C2H4Ct~ 

·--------·-··· ·---·--- ··--· --------··· --------,----+---- 

75-69--4 26 
a.ne; 
Fluorotrichlorornethane: 
freon l l; frigen 11; 
Areton 
1 l --- ---·-·-·--- -----· -----------·--- _._______ ·-1-------- 

27 75-71··8 CF'C-1'.2 Dichlorodifluoromethane: CC12F2 
Areton l'.2; Freon 12·; 

I F'rigen 
'.12; Ccnctron 12; Halon; 

lsotrori '2 ----- -~-·----·--··-·--··· ------··---·-· ·-----·-- ···--·····-·----·-·-------------- - - --~--- --- 
28 CFC-1 13 Trichlorotrifluoroethane C2Cl3F3 ·----- -···------ ··--·-·-··- ---·-·-- -·-·----- -- ---- --·-··---·· --·-----------·----- --·---·--·--- --·- 
'.29 CFC-1 14 Dichlorotet raJ1uoro C'2Cl2F4 

ethane; 
Cryfluorane; Freon l 14r; 
l_·)=~~J~-~_14; Areton 114 --~------ 

X :=: H or E3r 
Polybrommat 
ed 
biphcnyls 
(PBBsJ 

Brominated biphenyls; 
potybromobiphenyls 

Cl2X 

126-72-7 20 

Polychlorinat Chlorinated biphenyls; 
ed Chlorobiphenyls; Aroclor; 

Chlopen; F'.enclor; 
Keneclor; · . 
Phenoclor; Pyrulene; 
Santo therm ------·--··· --··- ~-· ··--·-··--··-·------ ----·-·- _,_ --- -- 

Tr is-B P Tris(2,3-diQromopropyl) C9H 158r6 
phosphate; Apex 462-5; · 04P 
Flammex AP; Flamm ex T 
2JP; 
Firemastcr LV-T23P; 
Fircmastcr T 23P; T 23P, 
Fvrol HB-32 

·-2T--74~39~~)·7·~·-·· Merc-Liry/Air .. Liquid Silver; - Hg 
6 Raksa Hvd ra.rgvru m; 

--···- -·-·· -··-··--- __ __ __ __ Lictuid silver; Quicksliver _ 
22 107-06-2 Ethylene I .'2-dichloroethane; 

Dich loride Syrnd ichioroethane; 
l~t hylene 
cloride; EDC; 

______ ··- -- .. -· ··- ·---------- _ l) u I.chi i(l u_icl; _ Brocid_e +--·-- __ 
23 75-21-8 Ethylene Oxirane; C2H40 

_____ --------·-·· ---··· Q3.Jst~----- _ Orixane, _Ar!J2role_n_e _ 
24 56-23-5 CCL4 Telrachloromethane; 

(Karbon Perchloromethane; . 
---·-··-··-----·-·· _Tetrakloridci . Necatorina~; _B __ e_zi_n_o __ fo_r_m _ 

25 71-55-6 TCA ( l, l, l Methylchloroforrn; C2l-I3Cl3 
Trikhloroctha Chorothene 

_____ --------·· --··-·-· ne J _ ·--·--- ·-·------ ·-- ·~- 
CFC- t 1 . Trichloromonofluorometh CCt3i~-- - 

CCl4 

terphenyls 
(PCTs) 

3fi355- 
o L-8 
(hcxa- ) 
'27858- 
07-7 
(octa- ) 
13()54- 
09-6 

____ (Qeca- J _ 
19 61788- 

33-8 

--- -----·-·-·-··--· ----------- ···-- --·--·--·-----------------,----·--- 
18 

' 



e -- ---·-· --.-- .. -·,···--···· ---- ·-- ··------ - ---------- -· --- 
41 Halon- 12 1 1 J3rornoch lor 

anc -·--·--····-·--·- ---------·-- ----·-··---.....- ... - 
Halon-130 I Bromotriflu - -------·-··-· ·-· ----------- ------------ 
Halon-2402 Dibrornotet 

• 

Mengand.uttg 
H.C, Asik lik 
perh.ilogenas 
l 
hanya Iluor 
dan 
Khlor 

• 

[Carnpurun 
mengand u ng 
iurunan 
pcrhalogcnas 
i dari HC 
Asiklik 
mcngand u n g 
d ua ::itau 
lebih halogen 
bcrbcda : 

R-50'2 

Mengandung 
R- 
115/ HCFC- 
22 
( Ch l orod ifl u o 
ro 

·······--···---~~b~~l!!;J ·-·-· --------------- 

F'3 --- br2F4 

ClF2 

7F 
___________ . r21?..Q_Qane __ 
CFC-2 l 1 H eptach loro 

(' 
. . . ·-·--· . ~ . - - . ·- ····-- 

6F2 

5F'3 

3F5 ----- 
4F4 

'2F6 

7F 

5F 

3 

·----- Chloro C2Cl 
ethane -------- ,-- 

oromethane CClF - 
Tetra C2Cl 

roe thane -- 
C2Cl 

fluoroethane ------ 
C3Cl 

fluoropropan 
-- ·- ,-.- 

Di C3Cl 
ifluoropropan 
--- 

C3Cl 
tetrafluoropro C3CI 

tifluoropropa C3CI 

akchlorodifluo C3CJ 
-- 
fluoropropan C3CI 

.. 
odifluorometh CBr 

oromethane · CBr 
rafluoroethan C2R 
- -- 

- ··- 

Heks 
ne 

e 
chloroheks. 

e 

r 

Chlorohepta 

CFC-2.12 . 

CFC--'216 

CfC-217 

'1 

----- ----·· ,,. ·····- ... 44 I'' i 

42 
43 

40 

39 

35 

34 

36 CFC-215 --------·-------·· .. ·-··---·· -·--·-- --------- - --------------- 
37 CFC-214 Tetrachloro 

_______ -----··-·····-- .. -··-----·----···- __ pane _ 
38 CFC-2 J 3 PentachJoro 

Pentachloro --·--·- ------··-······· .. -·-·· -------- ---· - ··-- ---·-- 

ch lorodifluo 

.Ee n tafluoro 
Chlorotriflu 

3:3 CFC-- l l l 

CFC-13 ···-------·- ··----- 
CF'C- t 12 

CFC-115 

31 --·-- ------····· . 
32 

30 



. ~--] Bromomethane; · · CH3 Br 

-~;::~°;J~::;,omethane; · _ 

n~ .1 •.. - ~ ...... 1, .. ,... 
Pasal 120 

Pasal 119 
Cukup jclas 

Pasal 118 
Cukup jelas 

Pasal 117 
Cukup jclas 

Pasal 116 
Cuku p jelas 

Pasal 115 
Cukup jelas 

Pasal 114 
Cukup jelas 

Pasal 113 
Cuku p jelas 

Pasal 112 
Cukup jelas 

Pasal 111 
Cu ku p jelas 

Pasal 110 
Cukup jelas 

Pasal l 09 
Cukup jelas 

Pasal 108 
Cukup jclas 

Pasal 107 
Cukup jelas 

Pasal 106 
Cukup jelas 

Pasal 105 
Cukup jelas 

Lf:83-9_J ~:~~ida --- . 

Ayat (2) 
Cukup jelas 



Pasal 137 
Cukup jelas 

Pasal 136 
Cukup jelas 

Pasal 135 
Cuku p jelas 

Pasal 134 
Cukup jelas 

Pasal 133 
Cukup jelas 

Pasal 132 
Cukup jelas 

Pasal 131 
Cukup jelas 

Pasal 130 
Cuku p jelas 

Pasal 129 
Cukup jclas 

Pasal 128 
Cukup jelas 

~ Pasal 127 
Cuku p jclas 

Pasal 126 
Cu ku p jelas 

Pasal 125 
Cukup jclas 

Pasal 124 
Cukup jelas 

Pasal. 123 
Cukup jclas 

PasaJ L22 
Cukup jelas 

Pasal 121 
Cukup jelas 



Pasal 138 
Cukup jelas 

Pasal 139 
Cukup jelas 

Pasal 140 
Cukup jelas 

Pasal 141 
.Cukup jelas 

Pasal 142 
Cukup jelas 

Pasal 143 
Cukup jelas 

Pasai 144 'I 
I I I 

Cukup jelas i 

Pasal 145 
Cuku p jclas 

~ Pasal 146 
Cukup jelas 

Pasal 147 
Cukup jclas 

Pasal 148 
Cukup jelas 

Pasal 149 
Cukup jelas 

Pasal 150 
Cukup jelas 

Pasal 151 
Cukup jelas 

Pasal 152 
Cukup jelas 

Pasal 153 
Cukup jelas 

Pasal 154 
Cukup jclas 

Pasal 155 
Cukup jelas 



Pasal 156 
Cukup jeias 

Pasal 157 
., Cukup jclas i 

Pasal 158 
Cukup jelas 

Pasal 159 
Cukup jelas 

Pasal 160 
Cukup jelas 

Pasal 161 
Cukup jelas 

Pasal 162 
Cukup jelas 

Pasal 163 
Cukup jelas r 

Pasal 164 
Cukup jclas 

Pasal 165 

' 
Cu ku p jclas 

Pasal 166 
Cukup jelas 

Pasal 167 
Cukup jelas 

Pasal 168 
Cuku p jelas 

Pasal 169 
Cukup jelas 

Pasal 170 
Cukup jelas 

Pasal 171 
Cukup jelas 

Pasal 172 
Cukup jelas 

Pasal 173 
Cu ku p jelas 



Pasal 191 

Pasal 190 
Cukup jelas 

Pasal 189 
Cukup jelas 

Pasal 174 
Cukup jelas 

Pasal 175 
I f Cukup jclas 

Pasal 176 
Cukup jctas 

' Pasal 177 
Cukup jclas 

Pasai 178 
Cukup jelas 

Pasal 179 
Cukup jelas 

Pasal 180 
Cukup jclas 

Pasal 181 
Cukup jelas 

Pasal 182 
Cu ku p je las 

Pasal 183 
Cuku p jclas 1' I 

i 
Pasal 184 

Cukup jelas 

Pasal 185 
Cukup jclas 

Pasal 186 
Cukup jelas 

Pasal 187 
Cukup jclas 

Pasal 188 
Cukup jelas 



-· 

Pasal 206 
Cukup jelas 

Pasal 205 
Cukup jclas 

Pasal204 
Cukup jelas 

Pasal '203 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Kctentuan clalam ayat ini dimak sudkan unr.u k rnencegah terjadinya 
putusan yang berbeda me ngcnai satusengketa lingkungan hid up untuk 
menjarnin kepastian hukum. t . 

Pasal 202 
Ayai (1) 

Kctentuan pada ayat mi dirnaksudkan untuk rnelindungi hak 
keperdataan para pihak yang berserigketa. 

Ayat (2) ''.' 
Cukup jclas 

Pasal 192 
Cukup jelas 

Pasal 193 
Cukup jelas 

Pasai 194 
Cuku p jcias I 

Pasal 195 
Cukup jelas 

Pasal 196 
Cukup jclas 

Pasal 197 
Cuku p jelas 

Pasal 198 
Cukup jclas 

Pasal 199 
Cuku p jelas 

Pasal 200 
Cukup jelas 

PasaJ 201 
Cukup jelas 
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Pasal 213 
Cuk u p jclas 

Pasal 212 
Cu ku p jelas 

Pasal 211 
Cukup jclas 

Pasal 210 
Cukup jelas 

Pasal 209 
· Cukup jelas 

PasaJ 208 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
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